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MOTOO 

 

ؤْمِنيِْنَ  وَلََ تهَِنوُْا وَلََ تحَْزَنوُْا وَانَْتمُُ الَْعَْلَوْنَ اِنْ كُنْتمُْ  مُّ  

"Janganlah kamu merasa lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal 

kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman" 

(Q.S Al-Imran : 139). 

 

ُ نفَْسًا اِلَا وُسْعَهَا    لََ يكَُل ِفُ اللّٰه

“Allah tidak akan membebani sesorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Q.S Al-Baqarah : 286). 

 

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan 

menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. 

PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah 

mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit” 

(Edwar Satria). 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Rusli, legal protection for lost consumer shipments through Lalamove services. 

Thesis. Jakarta: Law Study Program, Nahdlatul Ulama University of Indonesia, Jakarta, 

2024 

Consumer protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to 

consumers. Consumer protection that is covered is, of course, covering a very wide aspect, and 

is no exception to the losses experienced by consumers due to the loss of goods on freight 

forwarding services. The many cases of lost goods in delivery services, especially in 

Lalamove's delivery services because they were taken away by their Driver Partners, are of 

course proof that the right of consumers to get the promised security and safety rights in 

accordance with the Principles of Consumer Protection regulated in Article 2 of Law (UU) 

Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has been violated.  

Based on the above problems, the author formulates the problems related to the title of the 

thesis above, namely: a) How is the legal protection for consumers who suffer losses due to the 

loss of goods in Lalamove services?. b)  What is the responsibility of Lalamove business actors 

for the loss of consumer goods? 

The type of legal research used in this study is empirical legal research. The data collected 

for this study uses two methods, namely primary data collected directly through interviews and 

secondary data obtained through literature studies on legal materials then analyzed 

qualitatively to then be described. The results of this study show that the legal protection of 

consumers for the loss of goods lost through Lalamove services and the responsibility of 

business actors to consumers who have been harmed by resolving disputes arising from the 

Terms that have been arranged by Lalamove, or the violation, termination, or defect of the 

Terms, will be resolved through mediation, arbitration, or courts in Indonesia in accordance 

with the policy that is considered appropriate by Lalamove.  

 

Keywords: Legal Protection, Consumers, Business Actors, Driver Partners, PT. Lalamove  
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ABSTRAK 

 

Muhammad Rusli, Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Yang 

Hilang Melalui Jasa Layanan Lalamove. Skripsi. Jakarta : Program Studi Ilmu Hukum, 

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2024 

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang dimaskud tentu saja 

mencakup aspek yang sangat luas, dan tidak terkecuali kerugian yang dialami oleh konsumen 

karena mengalami hilangnya barang pada jasa pengiriman barang. Banyaknya kasus hilang 

barang pada jasa pengiriman khususnya pada layanan jasa pengiriman barang Lalamove karena 

dibawa kabur oleh Mitra Drivernya tentu saja menjadi bukti bahwa hak konsumen untuk 

mendapat hak keamanan dan keselamatan yang dijanjikan sesuai pada asas perlindungan 

konsumen yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen telah dilanggar.  

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis merumuskan permasalahan yang berkaitan 

dengan judul skripsi diatas yaitu : a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang 

mengalami kerugian atas hilangnya barang pada layanan jasa Lalamove ?. b) Bagaimana 

pertanggung jawaban pihak pelaku usaha Lalamove atas hilangnya barang milik konsumen ? 

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

empiris. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini mengunakan dua cara yaitu data primer 

yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh 

melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitataif 

untuk kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum 

konsumen atas kerugian barang yang hilang melalui layanan jasa Lalamove dan pertanggung 

jawaban pihak pelaku usaha terhadap konsumen yang telah dirugikan dengan menyelesaikan 

sangketa yang timbul dari terkait dengan Ketentuan yang telah diatur Pihak Lalamove, atau 

pelanggaran, pemutusan, atau kecacatan ketentuan tersebut, akan diselesaikan melalui mediasi, 

arbitrase, atau pengadilan di Indonesia sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat oleh Pihak 

Lalamove.  

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Mitra Driver, PT. Lalamove.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

E$ra globalisasi de$ngan pe$rke$mbangan te$knologi digital yang se$makin canggih 

hingga se$karang me$mbuat pe$rke$mbangan dunia maya se$makin pe$sat, tidak hanya 

inte$raksi sosial me$lalui inte$rne$t te$tapi me$rambat pada bisnis virtual. Bisnis virtual ini 

biasa dise$but de$ngan e$le$ctronic comme$rce$ atau de$ngan se$butan e$-comme$rce$. Se$makin 

me$ningkatnya transaksi e$-comme$rce$ mulai me$nye$diakan be$rbagai fasilitas layanan 

barang dan jasa yang bisa diakse$s de$ngan smartphone$. Fasilitas te$rse$but mulai dari 

dompe$t digital, jasa transportasi, jasa privat me$ngajar dan jasa pe$ngriman barang yang 

be$rbasis online$. 

Rochati Maghfiroh me$ngatakan bahwa e$-comme$rce$ me$miliki be$be$rapa ciri, 

se$pe$rti: te$rjadi transaksi antara dua be$lah pihak; te$rjadi pe$rtukaran barang, jasa, atau 

informasi; dan dilakukan tanpa tatap muka, me$ngandalkan ke$pe$rcayaan antara ke$dua 

be$lah pihak.1 Transaksi e$-comme$rce$ atau transaksi online$ harus me$libatkan 

ke$pe$rcayaan ke$dua be$lah pihak antara konsume$n dan pe$laku usaha kare$na tan pa 

adanya pe$rte$muan se$cara langsung. Transaksi ini sangat me$me$rlukan jasa pe$ndukung. 

Jasa pe$ndukung dalam transaksi online$ harus be$ke$rja sama de$ngan pe$laku usaha dan 

me$libatkan konsume$n atau pe$ngguna aplikasi de$ngan pihak ke$tiga yaitu layanan jasa 

pe$ngiriman barang  

Jasa pe$ngiriman barang adalah dua sisi mata uang atau se$suatu yang tidak dapat 

dipisahkan. Bisnis online$ se$cara otomatis akan me$ningkatkan bisnis pe$ngiriman 

barang, te$tapi ke$butuhannya tidak te$rbatas pada bisnis online$ te$tapi juga pada 

transportasi ke$butuhan hidup kare$na se$makin banyak orang yang me$nggunakan jasa 

pe$ngiriman barang, baik di dalam ne$ge$ri maupun di luar ne$ge$ri. Hubungan antara 

pe$langgan dan pe$nye$dia jasa pe$ngiriman barang sangat pe$nting untuk me$me$nuhi 

ke$butuhan individu untuk me$ngirimkan barang dan dokume$n pe$nting ke$ tujuan de$ngan 

prose$s yang e$fisie$n.2 

Banyaknya drive$r dari jasa pe$ngiriman barang yang nakal me$mbuat banyaknya 

konsume$n yang dirugikan, dimulai dari banyaknya drive$r jasa pe$ngirim barang se$ndiri 

yang langsung me$mbawa kabur barang milik konsume$n dan drive$r te$rse$but hilang 

be$gitu saja tanpa je$jak. Ke$jahatan yang te$rjadi di inte$rne$t sangat sulit untuk 

diide$ntifikasi dan banyak yang tidak te$rde$te$ksi. Konsume$n sangat dirugikan kare$na 

pihak pe$nanggung jawab jasa pe$ngiriman barang tidak me$mbe$rikan informasi atau 

konfirmasi yang me$ngakibatkan hilangnya barang. Se$lain itu, jumlah pe$ngguna yang 

te$rus me$ningkat di jaringan se$ringkali me$mbuat pihak be$rwe$nang ke$sulitan me$nindak 

te$gas pe$laku yang me$lakukan pe$langgaran. Akibatnya, pe$rjanjian pe$ngiriman barang 

tidak se$lalu be$rjalan de$ngan baik. 

Hakikatnya pe$rjanjian pe$ngiriman harus didasari adanya ke$se$pakatan antara ke$dua 

pihak yaitu konsume$n dan pe$laku usaha pe$ngiriman, hal yang de$mikian jika 

pe$langgaran dilakukan dari pihak pe$laku usaha pe$ngiriman kare$na ulah mitra drive$r-

nya, maka pe$laku usaha pe$ngiriman te$tap me$ngganti ke$rugian yang dialami konsume$n 

kare$na se$cara mitra drive$r masih dalam pe$ngawasan pe$laku usaha pe$ngiriman, se$rta 

konsume$n be$rhak me$nuntut ganti ke$rugian. 

 
1 Rochati Mahfiroh, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-

Send Instant Courier Melalui Tokopedia’, Jurnal Lex Renaissance, 5.1 (2020), pp. 235–49, 

doi:10.20885/jlr.vol5.iss1.art15. 
2 Muhamad Abas Dkk “Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa”, 6.1 (2021), p. 43. 
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Namun se$be$lum me$nuntut ganti ke$rugian, konsume$n harus me$mpunyai dasar-dasar 

hukum yang me$ngikat atas pe$rjanjian pe$ngiriman yang me$ncakup tujuan pe$ngiriman, 

nama pe$ngirim, nama pe$ngangkutan, dan biaya pe$ngiriman, kare$na itu, para pihak 

me$lakukan apa yang harus me$re$ka lakukan, se$hingga dokume$n-dokume$n itulah yang 

akan digunakan se$bagai bukti dalam kasus se$ngke$ta di ke$mudian hari.  

Se$me$ntara itu, Sigit Nurhadi dan Laili me$nuliskan bahwa ke$te$ntuan hukum 

pe$rjanjian, ke$absahan pe$rjanjian (te$rmasuk pe$rjanjian pe$ngirim barang) se$lalu diukur 

me$lalui ke$te$rpe$nuhan unsur-unsur pe$rjanjian yang me$njadi syarat-syarat te$rjadinya 

pe$rse$tujuan yang sah3, se$bagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Pe$rdata, yang 

me$liputi : 

1. Se$pakat me$re$ka yang me$ngikatkan dirinya;  

2. Ke$cakapan untuk me$mbuat suatu pe$rikatan;  

3. Suatu hal te$rte$ntu;  

4. Suatu se$bab yang halal; 

Se$bagai be$ntuk pe$rjanjian antara pe$laku usaha dan konsume$n, dua syarat utama dan 

pe$le$ngkap harus dipe$nuhi ole$h ke$dua be$lah pihak. Syarat pokok jika tidak dipe$nuhi, 

akan be$rdampak pada tujuan utama dari pe$rjanjian.  Se$dangkan syarat pe$le$ngkap jika 

tidak dipe$nuhi, maka syarat pe$le$ngkap hanyalah syarat yang dipe$rlukan dalam 

pe$rjanjian dan tidak akan me$nggugurkan atau me$nghapus pe$rjanjian. Pe$rjanjian yang 

dihasilkan dari ke$se$pakatan antara ke$dua be$lah pihak be$rfungsi se$bagai dasar bagi para 

pihak untuk me$ncapai tujuan dan ke$pe$ntingan masing-masing.4 

Andi Riyanto me$ngatakan bahwa Pe$rlindungan konsume$n me$rupakan suatu hal 

yang baru dalam dunia pe$raturan pe$rundang-undangan di Indone$sia. Me$skipun 

"de$ngungan" me$nge$nai pe$rlunya pe$raturan pe$rundang-undangan yang kompre$he$nsif 

bagi konsume$n te$rse$but sudah digaungkan se$jak lama. Praktik monopoli dan tidak 

adanya pe$rlindungan konsume$n te$lah me$le$takkan posisi konsume$n dalam tingkat yang 

te$re$ndah dalam me$nghadapi para pe$laku usaha. Tidak adanya alte$rnatif yang dapat 

diambil ole$h konsume$n te$lah me$njadi suatu "rahasia umum" dalam dunia industri 

Indone$sia.5  

Se$lain syarat utama harus dipe$nuhi, juga Sigit Nurhadi dan Laili dalam R. Sube$kti 

dan R. Tjitrosudibio me$ngatakan bahwa ditinjau dari hukum pe$rjanjian, salah satu 

ke$wajiban paling dasar bagi pe$rusahaan angkutan umum dan konsume$n diatur di dalam 

pasal 186 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 te$ntang Lalu Lintas dan angkutan jalan 

yang be$rbunyi : “Pe$rusahaan angkutan umum wajib me$ngangkut orang dan/atau 

barang se$te$lah dise$pakati pe$rjanjian angkutan dan atau dilakukan pe$mbayaran biaya 

angkutan ole$h pe$numpang atau pe$ngirim barang”. Ke$dua pihak sama-sama me$miliki 

ke$harusan, jasa pe$ngirim barang me$ngantarkan barang se$suai alamat yang dise$pakati 

dan konsume$n atau pe$ngirim me$lakukan pe$mbayaran biaya angkutan atau pe$ngiriman. 

Pe$ne$liti Marce$lla Agustia Le$stari, dkk me$ngatakan bahwa me$nurut Poe$rwosutjipto 

me$nde$finisikan pe$ngangkut se$bagai pe$rjanjian timbal balik antara pe$ngangkut dan 

pe$ngirim barang, di mana pihak pe$ngangkut me$ngikatkan diri untuk me$ngangkut orang 

dan barang dari satu te$mpat ke$ te$mpat lain de$ngan tujuan te$rte$ntu, dan pihak pe$ngirim 

 
3 Sigit Nurhadi Nugraha and Nurlaili Rahmawati, ‘Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia 

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-

XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021’, Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum, 2.2 

(2021), pp. 77–91. 
4 Muhamad Hasan Muaziz and Achmad Busro, ‘Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian 

Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak’, Law Reform, 11.1 (2015), p. 74, doi:10.14710/lr.v11i1.15757. 
5 Gunawan, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Umum, 2001) 

hlm. 1. 
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me$ngikatkan diri untuk me$mbayar jasa pe$ngangkutan te$rse$but. Dalam pe$nge$rtian ini, 

pe$ngangkut dan pe$ngirim barang me$miliki hubungan timbal balik, te$tapi ke$duanya 

me$miliki tanggung jawab yang sama.6 Suatu pe$rikatan dalam pihak jasa pe$nganguktan 

barang untuk me$ngirimkan barang ke$pada konsume$n se$suai de$ngan alamat yang te$lah 

dise$pakati ke$dua pihak, ke$wajiban te$rse$but me$rupakan tanggung jawab pe$nuh jasa 

pe$nganguktan barang. 

Saat ini sangat banyak pe$rusahaan jasa pe$ngangkut atau pe$ngiriman barang baik 

milik swasta maupun pe$me$rintah. Salah satu pe$rusahaan jasa pe$ngiriman barang milik 

swasta adalah  jasa Lalamove$ dari PT. Lintas Transport yang di bawah naungan PT. 

Bhinne$ka Group. Didirikan di Hongkong pada tahun 2013, Lalamove$ adalah platform 

pe$ngiriman on-de$mand yang hadir de$ngan misi untuk me$mbe$rdayakan komunitas 

de$ngan me$mbuat pe$ngiriman ce$pat, se$de$rhana dan te$rjangkau. Hanya de$ngan se$kali 

klik, individu, UMKM dan pe$rusahaan dapat me$ngakse$s armada ke$ndaraan pe$ngiriman 

yang luas dan diope$rasikan ole$h mitra pe$nge$mudi profe$sional. Didukung ole$h 

te$knologi, kami me$nghubungkan orang-orang, ke$ndaraan, muatan, dan jalan, 

me$ngirimkan barang-barang pe$nting dan me$mbe$rikan manfaat untuk komunitas lokal 

di 11 pasar Asia dan Ame$rika Latin.7 

Jasa pe$ngiriman barang Lalamove$ me$njadi solusi bagi manusia yang ingin 

me$ngirimkan barang de$ngan mudah dan praktis, jasa pe$ngiriman barang adalah pilihan 

yang bagus. Ini te$rutama be$rlaku jika me$re$ka be$rada di se$kitar wilayah bahkan diluar 

wilayah yang tidak dapat dijangkau se$ndiri ole$h masyarakat. Kare$na banyaknya orang 

yang me$ngirimkan barang dari satu te$mpat ke$ te$mpat lain yang jauh, jasa pe$ngiriman 

barang me$njadi sangat pe$nting bagi masyarakat.8 Masyarakat jika me$nggunakan jasa 

Lalamove$ maka dise$but de$ngan pe$ngguna jasa atau Konsume$n, namun se$be$lum 

Konsume$n me$nggunakan jasa pe$ngiriman Lalamove$, Konsume$n wajib tahu atas syarat 

dan ke$te$ntuan yang dibuat ole$h Lalamove$. Saat Kosume$n me$nggunakan atau 

me$ngakse$s Platform, Konsume$n me$miliki ke$mampuan untuk be$rinte$raksi, me$mbe$li 

barang dan jasa dari, atau be$rpartisipasi dalam promosi dari pe$nye$dia layanan pihak 

ke$tiga yaitu Mitra Drive$r Lalamove$.  

Mitra drive$r Lalamove$ adalah pihak ke$tiga antara pe$laku usaha Lalamove$ dan 

konsume$n, drive$r me$rupakan pihak yang be$rtanggung jawab atas se$gala ke$giatan, 

syarat, kondisi, jaminan, atau re$pre$se$ntasi yang te$rkait de$ngan ke$giatan te$rse$but. 9  

Pihak Lalamove$ se$bagai pe$laku usaha pe$ngiriman me$nyatakan dalam ke$te$ntuannya 

bahwa pihak Lalamove$ dibe$baskan atau tidak te$rkait dalam hal pe$ngiriman barang 

konsume$n yang dilakukan ole$h mitra drive$r Lalamove$, me$lainkan pe$ngiriman barang 

dibe$bankan ke$pada konsume$n atas ke$manan barangnya se$ndiri de$ngan mitra drive$r 

Lalamove$, se$hingga pihak Lalamove$ tidak be$rtanggung jawab atas pe$rjanjian yang 

te$rjadi antara konsume$n dan mitra drive$r Lalamove$.10 

Be$rdasarkan pe$nyataan diatas sangat disayangkan bahwa jika te$rjadinya ke$rugian 

yang dialami konsume$n pihak Lalamove$ justru malah me$ngalihkan tanggung jawabnya 

se$bagai pe$laku usaha.  De$ngan hal de$mikian Konsume$n dile$ma atas ke$amanan 

barangnya, disisi lain Konsume$n butuh jasa pe$ngiriman, disisi lain khawatir ke$hilangan 

 
6 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 117 
7 Website resmi milik jasa pengirim Lalamove, https://www.lalamove.com/id/about-lalamove, diakses 

pada 13 Juni 2024 Pukul 09.43 WIB  
8 Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, and Bambang Eko Turisno, ‘Perlindungan Konsumen 

Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang, (2018), p. 151,  
9 Baca syarat dan ketentuan Lalamove pada pasal 3.5 tentang Interaksi Pihak Ketiga Lainnya. 

https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition, diakses pada 11 Desember 2024, pukul 15.49 WIB. 
10 Ibid. 

https://www.lalamove.com/id/about-lalamove%22
https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition
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barang miliknya. jika hal de$mikian be$nar-be$nar te$rjadi. Se$lain me$rugikan konsume$n 

juga akan pastinya be$rdampak ke$pada pihak Lalamove$. 

 Pe$nulis me$mbe$rikan contoh ke$jadian se$suai de$ngan pe$rmasalahan diatas yang 

ditulis ole$h E$timihi. Be$rmula pada tanggal 13 De$se$mbe$r 2023, kami me$me$san 

Lalamove$ de$ngan armada roda 4 untuk me$ngantar barang se$nilai Rp 25.290.000 dari 

se$buah toko di Glodok Jakarta Barat ke$ Pe$ngangsaan Me$nte$ng Jakarta Pusat. Dan 

se$suai bukti CCTV, bahwa barang te$rse$but te$lah dije$mput de$ngan nomor  ke$ndaraan 

B1205NOO de$ngan nama drive$r hairul Ramdhani pada Pukul 12.17 WIB. Namun 

barang te$rse$but tidak dikirim dan drive$r pun tidak dapat lagi dihubungi.  

Atas ke$hilangan barang te$rse$but, kami te$lah me$laporkan ke$ pihak Lalamove$ de$ngan 

me$lampirkan se$mua bukti-buktinya. Pada tanggal 19 De$se$mbe$r 2023 me$lalui e$mail 

pihak Lalamove$ me$ngirimkan pe$mbe$ritahuan bahwa re$fund yang dapat diprose$s untuk 

ke$hilangan barang te$rse$but adalah maksimal se$be$sar Rp 2 juta untuk pe$ngantaran 

de$ngan armada roda e$mpat.11  

Se$lain itu kasus pe$rnyataan diatas mirip se$pe$rti yang dialami konsume$n ke$tika 

motor milik pe$ngguna TikTok @love$lynala hilang saat dikirim me$nggunakan layanan 

pe$ngiriman online$ Lalamove$. Ke$jadian ini be$rmula dari unggahan di TikTok yang 

se$ge$ra me$narik pe$rhatian publik. “Te$lah Hilang Ve$spa Sprint Abu-Abu,” de$mikian 

ungkapan ke$ke$ce$waan @love$lynala pada Rabu (1/5), saat motornya yang rusak 

he$ndak dibawa ke$ be$ngke$l me$nghilang.  

Drive$r Lalamove$ yang be$rtanggung jawab te$rakhir kali me$nginformasikan bahwa 

motor te$rse$but hampir sampai, namun tragisnya, ke$ndaraan pe$ngiriman justru me$nuju 

ke$ arah Bogor dan tidak pe$rnah sampai tujuan. 

Akun @love$lynala me$nye$butkan ciri-ciri motor yang hilang, se$buah Ve$spa Sprint 

Ige$ ABS be$rwarna abu-abu de$ngan ke$rusakan pada list kiri dan pe$nyok di se$in kanan. 

Ia juga me$mbagikan gambar dua orang yang diduga se$bagai pe$laku pe$ncurian, dan 

me$ncurigai bahwa me$re$ka me$nggunakan akun kurir Lalamove$ untuk me$lancarkan 

aksinya.12 

Ke$tidakbe$rdayaan konsume$n te$rhadap bisnis ini je$las me$rugikan masyarakat. Para 

pe$laku usaha biasanya be$rlindung di balik be$rbagai informasi "se$mu" yang me$re$ka 

be$rikan ke$pada konsume$n, atau Standar Kontrak atau Pe$rjanjian Baku yang 

ditandatangani ole$h ke$dua be$lah pihak.13 

Hal yang sangat me$rugikan Konsume$n ke$tika barang milik be$rharganya hilang 

be$gitu saja, se$olah-olah konsume$n sudah me$re$lakan atas barangnya. UU No. 8 Tahun 

1999 Te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n se$harusnya sudah me$lindungi konsume$n 

pe$ngiriman barang. Konsume$n se$ringkali te$rus dirugikan kare$na masalah pe$ngiriman 

barang. Pe$laku usaha me$mbayar ke$rugian yang dialami.  

Dalam kasus di mana barang hilang atau rusak se$suai de$ngan nilainya, pe$laku usaha 

se$harusnya me$mbe$rikan tanggung jawab agar konsume$n tidak me$rasa dirugikan jika 

te$rjadi ke$te$rlambatan barang dan ke$rugian me$ncakup hal-hal imate$riil.14 

Banyak pe$ristiwa hukum te$rkait de$ngan jasa pe$ngiriman barang, te$rutama yang 

be$rkaitan de$ngan tanggung jawab pihak jasa pe$ngiriman barang te$rhadap ke$hilangan 

 
11 Estimihi, 2024. Baca artikel detiknews, "Driver Lalamove Tak Atarkan Barang, Jumlah Refund Tak 

Sesuai Harga Barang" selengkapnya https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7125899/driver-lalamove-tak-

atarkan-barang-jumlah-refund-tak-sesuai-harga-barang. Diakses 13 Juni 20214 pukul 09.55 WIB.  
12 Vonza Nabilla Suryawan, 2024. “Hilangnya motor saat dikirim lewat Lalamove jadi Viral di TikTok”, 

selengkapnya https://bengkulu.antaranews.com/berita/344646/hilangnya-motor-saat-dikirim-lewat-lalamove-

jadi-viral-di-tiktok?page=all, diakses 3 Mei 2024 pukul 14.06 WIB. 
13 Ibid hlm. 2. 
14 Musyafah, Khasna, and Turisno.’ Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal 

Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang’ 2018 

https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7125899/driver-lalamove-tak-atarkan-barang-jumlah-refund-tak-sesuai-harga-barang%22
https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7125899/driver-lalamove-tak-atarkan-barang-jumlah-refund-tak-sesuai-harga-barang%22
https://bengkulu.antaranews.com/berita/344646/hilangnya-motor-saat-dikirim-lewat-lalamove-jadi-viral-di-tiktok?page=all%22
https://bengkulu.antaranews.com/berita/344646/hilangnya-motor-saat-dikirim-lewat-lalamove-jadi-viral-di-tiktok?page=all%22
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barang kiriman. Se$ringkali, klaim yang diajukan ole$h pe$ngirim tidak dijawab ole$h 

pihak pe$rusahaan pe$ngiriman, yang me$nye$babkan se$ngke$ta. 

Se$lain itu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Te$ntang Pe$rlindungan Konsme$n 

pada pasal 1 ayat (1) me$rumuskan bahwa “Pe$rlindungan konsume$n me$rupakan se$gala 

upaya yang me$njamin adanya ke$pastian hukum untuk me$mbe$ri pe$rlindungan ke$pada 

konsume$n”. Konsume$n dijamin dan dilindungi ole$h hukum se$lagi konsume$n me$rasa 

dirugikan, Jika te$rjadi ke$rugian yang ditimbulkan dalam pe$laksanaan ke$wajiban jasa 

pe$ngirim barang yaitu se$bagaimana te$rcantum dalam pasal 19 ayat (1) yang be$rbunyi 

: “Pe$laku usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi atas ke$rusakan, 

ke$hilangan, pe$nce$maran, dan/atau ke$rugian konsume$n akibat me$ngkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipe$rdagangkan”. Me$ngganti barang yang 

dibe$rikan ole$h pihak jasa Lalamove$ me$rupakan hak dari konsume$n yang harus 

te$rpe$ne$nuhi kare$na ke$duanya wajib me$me$nuhi hak dan ke$wajibannya. 

Pe$laku usaha atau jasa pe$ngirim barang wajib be$rtanggung jawab de$ngan 

me$mbe$rikan kompe$nsasi ganti rugi yang se$tara nilainya atas barang konsume$n yang 

hilang, hal ini se$suai dalam pasal 19 ayat (2) me$ngatakan bahwa “Ganti rugi 

se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be$rupa pe$nge$mbalian uang atau 

pe$nggantian barang dan/atau jasa yang se$je$nis atau se$tara nilainya, atau pe$rawatan 

ke$se$hatan dan/atau pe$mbe$rian santunan yang se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan 

pe$rundang-undangan yang be$rlaku”. Pe$laku usaha atau jasa pe$ngirim barang harus 

me$ngganti be$rupa barang yang se$je$nis atau pe$nge$mbalian uang yang se$tara nilainya. 

Dari uraian di atas yang me$njadi latar be$lakang pe$rmasalahan pe$mbahasan skripsi 

ini te$ntang pe$rlindungan hukum yang dibe$rikan konsume$n kare$na ke$rugian yang 

dialaminya se$rta ganti rugi dari pihak yang be$rsangkutan dari kasus yang be$rjudul   

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BARANG KIRIMAN KONSUMEN 

YANG HILANG MELALUI LAYANAN JASA LALAMOVE” . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Be$rdasarkan Latar Be$lakang diatas dapat dike$mukakan be$be$rapa pe$rmasalahan yang 

akan dibahas se$bagai be$rikut :  

1. Bagaimana pe$rlindungan hukum konsume$n atas barang yang hilang me$lalui jasa 

layanan Lalamove$ ? 

2. Bagaimana pe$rtanggung jawaban pihak pe$laku usaha Lalamove$ atas hilangnya 

barang milik konsume$n ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dilakukannya pe$ne$litian ini se$bagai be$rikut : 

1. Untuk me$nge$tahui pe$rlindungan hukum konsume$n atas barang yang hilang me$lalui 

jasa layanan Lalamove$. 

2. Untuk me$nge$tahui pe$rtanggung jawaban pihak pe$laku usaha lalamove$ atas 

hilangnya barang milik konsume$n. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ke$gunaan pe$ne$litian ini dapat ditinjau dari 2 se$gi yang saling be$rkaitan yakni dari 

se$gi te$oritis dan se$gi praktis. De$ngan adanya pe$ne$litian ini pe$ne$liti be$rharap akan dapat 

me$mbe$rikan manfaat: 

1. Manfaat te$oritis :  

a. Me$nambah lite$ratur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 

untuk me$lakukan kajian dan pe$ne$litian se$lanjutnya. 
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b. Diharapkan dapat me$nambah pe$nge$tahuan te$ntang pe$rlindungan konsume$n dan 

juga se$bagai bahan pe$rbandingan antara te$ori dan prakte$k yang te$rjadi di 

lapangan. 
c. Se$bagai salah satu syarat me$ne$mpuh ujian Sarjana Fakultas Hukum Unive$rsitas 

Nahdlatul Ulama Indone$sia Jakarta. 
 

2. Manfaat praktis :  

a. Dapat me$nambah ilmu pe$nge$tahuan hukum pe$ne$liti pribadi, dan dari 

hasilpe$ne$litian ini diharapkan dapat me$mbantu masyarakat untuk me$me$cahkan 

masalah-masalah yang timbul, khususnya masalah yang be$rhubungan de$ngan 

pe$rlindungan hukum te$rhadap konsume$n. 

b. Diharapkan juga para praktisi hukum dalam pe$ne$litian ini dapat me$ngambil 

ke$putusan me$nge$nai pe$rlindungan konsume$n. 

 

1.5 Metode Penelitian 

1.51 Je$nis dan Pe$nde$katan Pe$ne$litian 

Je$nis pe$ne$litian hukum ini adalah yuridis e$mpiris. Abdul Kadir Muhamad 

me$ne$rangkan me$ne$rutnya yuridis e$mpiris ialah pe$ne$litian yang dilakukan de$ngan 

me$ne$liti data se$kunde$r te$rle$bih dahulu untuk ke$mudian dilanjutkan de$ngan 

me$ngadakan pe$ne$litian te$rhadap data prime$r di lapangan”.15 Pe$ne$litian ini pada 

dasarnya untuk me$nge$tahui bagaimana pe$rlindungan hukum konsume$n se$rta 

pe$rtanggung jawaban pada layanan jasa Lalamove$ atas ke$rugian barang milik 

konsume$n yang hilang yang dibawa kaburnya ole$h oknum mitra drive$r Lalamove$, 

Pe$ne$liti me$lakukan pe$ne$litian de$ngan yuridis e$mpiris hasil dari bahan-bahan hukum, 

buku yang re$le$van de$ngan pe$nulisan pe$ne$litian se$hingga me$ngkaji bagaimana 

pe$ne$rapan hukum dalam masyarakat yang dise$but pe$ne$liti me$ncari data prime$r, se$bab 

me$nurut E$rry Agus me$ngatakan data dari be$rbagai te$muan lapangan yang be$rsifat 

individual akan dijadikan bahan utama dalam me$ngungkapkan pe$rmasalahan yang 

dite$liti de$ngan be$rpe$gang pada ke$te$ntuan yang normatif. De$ngan kata lain hukum 

me$rupakan variabe$l inde$pe$nde$n yang me$mpe$ngaruhi pe$rilaku masyarakat se$bagai 

variabe$l ide$pe$nde$nnya.16 

Pe$ne$liti de$ngan me$lakukan wawancara se$rta obse$rvasi untuk me$ngumpulkan data 

pe$ne$le$litian se$kaligus me$lakukan analisis data se$lama prose$s pe$ne$litian. Untuk itu, 

pe$ne$litian ini me$nggunakan pe$nde$katan analisis de$skriptif  kualitatif. Pe$nde$katan 

analisis ini me$nurut I Made$ Winartha me$nje$laskan yaitu me$nganalisis, 

me$nggambarkan, dan me$ringkas be$rbagai kondisi, situasi dari be$rbagai data yang 

dikumpulkan be$rupa hasil wawancara atau pe$ngamatan me$nge$nai masalah yang 

dite$liti yang te$rjadi di lapangan.17 Tujuan pe$nde$katan ini untuk me$mbe$rikan 

pe$mahaman yang me$ndalam dan me$nye$luruh tanpa me$nggunakan nume$rik, data yang 

dianalisis se$pe$rti wawancara, se$rta obse$rvasi yang dilakukan ole$h pe$ne$liti se$bagai alat 

utama dalam pe$nde$katan ini. 

 

 
15 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung:Citra Aditya, 2004), halaman 134 
16 Erry Agus Priyono, Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum, 

(Semarang:UNDIP, 2003), halaman 12. 
17 I Made Winartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2006, hlm. 

155 atau Ridwan, M. (2021). Sumber-sumber Hukum Islam dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif 

Tentang AlQur’an, Sunnah, dan Ijma’). Borneo: Journal of Islamic Studies, 1(2), 28-41Ridwan, M. (2021). 

Sumber-sumber Hukum Islam. 



7 
 

1.52 Obje$k Pe$ne$litian 

Obje$k pe$ne$litian dalam pe$nulisan ini adalah PT. Lalamove$ Logistik Indone$sia. 

Alasan obje$k pe$ne$litian ini kare$na dapat me$mbe$rikan jawaban pe$rsoalan-pe$rsoalan 

atas konflik yang dialami konsume$n. Se$hingga obje$k ini pe$nting untuk dijadikan fokus 

pe$rsoalan. 

 

1.53 Sumbe$r Data 

Sumbe$r data adalah istilah yang me$ngacu pada sumbe$r data yang dikumpulkan dan 

dikumpulkan ole$h pe$ne$liti untuk me$nye$le$saikan masalah pe$ne$litian. Jumlah sumbe$r 

data yang dipe$rlukan be$rgantung pada ke$butuhan dan ke$cukupan data. untuk 

me$ne$ntukan jawaban atas pe$rtanyaan pe$ne$litian. Apakah itu data prime$r atau data 

se$kunde$r, akan dite$ntukan ole$h sumbe$r data ini. Jika data dipe$role$h dari sumbe$r asli 

atau pe$rtama, itu dise$but data prime$r. Se$baliknya, jika dipe$role$h dari sumbe$r lain, itu 

dise$but data se$kunde$r.18 Data pe$rime$r itu data tangan pe$rtama yang dikumpulkan ole$h 

individu-individu atau le$bih dari 2 orang se$dangkan data se$kunde$r adalah data yang 

ada di dalam lite$ratur-lite$arur atau pustaka baik buku, jurnal, pe$ndapat ahli atau yang 

lainnya. 

Pe$ne$litian hukum e$mpiris dalam me$ndapatkan sumbe$r data yang dihasilakan dari 

data lapangan yang be$rasal dari re$sponde$n, informan, dan ahli se$bagai narasumbe$r.19 

Me$nurutnya re$sponde$n me$rupakan individu atau ke$lompok masyarakat yang 

me$mbe$rikan jawaban te$rhadap pe$rtanyaan pe$ne$liti. Re$sponde$n dapat be$rasal dari 

ke$lompok masyarakat atau individu yang te$rkait se$cara langsung be$rkaitan de$ngan 

subje$k pe$ne$litian. Dalam pe$ne$litian ini pe$nulis tidak me$lakukan sumbe$r data dari 

re$sponde$n yaitu konsume$n Lalamove$.  

Wiwik me$lanjutkan pe$mbahasan sumbe$r data yang didapat dari informan bahwa 

dalam pe$ne$litian ini dipe$rlukan untuk me$ndapatkan data se$cara kualitatif. Informan 

adalah orang atau individu yang me$mbe$rikan informasi yang dibutuhkan ole$h pe$ne$liti 

se$batas pe$nge$tahuan me$re$ka dan pe$ne$liti tidak dapat me$mbe$rikan jawaban yang 

diinginkan. Pe$nulis me$lakukan wawancara de$ngan obse$rvasi online$ dari we$bsite$ re$smi 

milik PT. Lalamove$ dan me$ndapatkan data dari drive$r Lalamove$ de$ngan me$nje$laskan 

syarat pe$ndaftaran se$rta asusmsi drive$r Lalamove$ yang mungkin te$rjadinya 

pe$langgaran oknum drive$r yang diakibatkan me$rugikan konsume$n. 

 

1.Data Prime$r 

Te$knik pe$ngumpulan data prime$r dalam pe$ne$litian hukum e$mpiris te$rdapat tiga 

te$knik pe$ngumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan se$cara se$ndiri-se$ndiri 

atau te$rpisah maupun digunakan se$cara be$rsama-sama se$kaligus. Ke$tiga te$knik 

pe$ngumpulan data te$rse$but adalah wawancara, angke$t atau kuisione$r dan obse$rvasi. 

Ke$tiga te$knik pe$ngumpulan data te$rse$but tidak me$nunjukkan bahwa te$knik 

pe$ngumpulan data yang satu le$bih unggul atau le$bih baik dari yang lain, masing-

masing me$mpunyai ke$le$mahan dan ke$unggulan.20 

Data prime$r yang dipe$role$h se$cara langsung dari masyarakat, data ini dapat dari 

sumbe$r pe$rtama dari individu atau pe$rorangan se$pe$rti hasil wawancara21  

 
18 Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif, hal. 8. 
19 Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. (2024) Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, hal 139  
20 Ibid. Hal 145 
21 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

hlm. 42. 
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Data yang se$cara langsung be$rkaitan de$ngan masalah pe$ne$litian. Pe$ne$liti me$ndapati 

data se$bagai data baru atau data asli jika dipe$role$h atau dikumpulkan se$cara langsung 

di lapangan yang te$rlibat dalam sumbe$r pe$ne$litian atau dise$but Informan. Informan 

me$mbe$rikan sumbe$r data prime$r, yang te$rdiri dari kata-kata dan tindakan yang 

me$mbe$rikan informasi.  

Se$lain pe$ne$liti me$milih pe$nde$katan yang te$pat, juga harus me$milih pe$ralatan dan 

me$todologi pe$ngumpulan data yang se$suai. Pe$ne$liti me$nggunakan pe$ngumpulan data 

dalam data prime$r yaitu Wawancara, dan Obse$rvasi online$. 

a. Wawancara 

Wawancara dalam pe$ne$litian hukum e$mpiris adalah data pe$nting. Kare$na tanpa 

wawancara, pe$ne$liti akan ke$hilangan informasi yang hanya dapat dipe$role$h de$ngan 

be$rtanya se$cara langsung ke$pada informan, re$sponde$n, atau narasumbe$r. Pe$ne$liti 

harus me$ndapatkan data yang dibutuhkan untuk me$lakukan wawancara, yang dapat 

dilakukan se$cara be$bas de$ngan bantuan panduan daftar pe$rtanyaan atau tanya jawab. 

Wawancara dapat dilakukan se$cara santai, dapat pula se$cara formal se$suai de$ngan 

situasi dan kondisi yang dihadapi pe$ne$liti.22 

Prose$s wawancara ini de$ngan prose$s tanya jawab di antara dua orang atau le$bih, 

de$ngan maksud me$ndapatkan pe$nje$lasan atau jawaban. Pe$ne$liti me$lakukan 

wawancara de$ngan tanpa te$rstruktur yaitu wawancara be$rfokus dan be$bas. Pe$ne$liti 

be$rinte$raksi se$cara langsung tanpa inte$rve$nsi atau pe$rantara untuk me$ngumpulkan 

data dari subje$k pe$ne$litian yang dise$but Informan. Pe$ne$liti me$lakukan wawancara 

de$ngan Informan yaitu Drive$r Lalamove$ yang te$pat pada soal pe$rmasalahan 

pe$ne$litian atas batas tanggung jawab dari jasa pe$ngiriman barang Lalamove$.  

Sugiyono me$ngatakan bahwa pe$laksanaan wawancara me$rupakan me$tode$ 

pe$ngumpulan data yang dilakukan de$ngan cara tanya jawab se$cara langsung antara 

pe$ne$liti de$ngan re$sponde$n untuk me$mpe$role$h informasi yang re$le$van de$ngan 

pe$ne$litian se$hingga me$njawab pe$rsoalan-pe$rsoalan dari rumusan pe$ne$litian.23  

b. Obse$rvasi online$ 

Obse$rvasi be$rbasis online$ adalah te$knik obse$rvasi yang dilakukan de$ngan cara 

me$mantau fe$nome$na yang te$rjadi di dunia digital. Pe$ne$liti me$ngamati pola 

komunikasi, kome$ntar, atau konte$n yang dihasilkan ole$h individu di platform daring 

untuk me$mpe$role$h data yang re$le$van de$ngan pe$ne$litian.24 

Data yang dikumpulkan me$lalui pe$ngamatan yang dilakukan ole$h pe$ne$liti di 

me$dia online$ atau platform digital, di mana data atau aktivitas yang diamati be$rsifat 

publik dan dapat diakse$s ole$h siapa saja tanpa me$me$rlukan izin khusus dari pe$ne$liti. 

Data obse$rvasi ini, pe$ne$liti me$nggunkan data yang be$rsifat te$rbuka artinya data yang 

diakse$s te$rse$dia se$cara publik tanpa pe$rlu izin khusus de$ngan me$ngakse$s we$bsite$ 

re$smi milik PT. Lalamove$ yang digunakan untuk me$ngumpulkan data te$ntang syarat 

dan ke$te$ntuan yang didalamnya be$rupa pe$rtanggung jawaban pihak Lalamove$ 

te$rhadap Konsume$n hal itu te$rtulis dan dinyatakan se$cara e$ksplisit.  

Se$lain itu de$ngan me$ngamati aktivitas, pe$rilaku, atau inte$raksi individu atau 

ke$lompok di ruang digital se$pe$rti me$dia sosial, situs we$b, atau forum online$, 

obse$rvasi online$ me$mungkinkan pe$ne$liti me$ngakse$s fe$nome$na yang tidak dapat 

diamati se$cara langsung dalam ke$hidupan nyata. 

  

 
22 Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, Ibid. 
23 Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
24 Ibid. 
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2. Data Se$kunde$r 

Data se$kunde$r adalah data tambahan yang me$ndukung masalah pe$ne$litian yang 

diambil dari dokume$n dan sumbe$r lain.25 Je$nis data se$kunde$r atau data ke$pustakaan 

atau bahan hukum, dalam pe$ne$litian hukum se$pe$rti ada ke$se$pakatan yang tidak 

te$rtulis dari para ahli pe$ne$liti hukum, bahwa hukum itu be$rupa lite$rature$.26  

Data yang te$lah dikumpulkan dan te$rse$dia ole$h pihak lain dise$but data se$kunde$r 

me$nurut Indriantoro, dkk, ini biasanya dalam be$ntuk laporan, dokume$ntasi, atau 

publikasi.27 Data ini me$nurut Sugiyono bahwa pe$ne$liti me$mpe$role$h se$cara tidak 

langsung me$lalui me$dia pe$rantara yang didapat dan dicatat ole$h pihak lain.28 

Pe$ne$liti me$ngumpulkan data yang sudah disusun ole$h pihak lain be$rupa te$ks yang 

be$rkaitan de$ngan isu hukum yang me$njadi pokok bahasan. Data skunde$r yang didapat 

se$pe$rti lite$ratur buku-buku, te$sis, skripsi yang be$rkaitan de$ngan topik pe$ne$litian, se$rta 

artike$l dan jurnal yang dapat dite$mukan dari inte$rne$t. 

1.54 Te$knik Pe$ngumpulan Data 

Untuk me$ndapatkan data yang re$le$van untuk tujuan pe$ne$litian, pe$ne$liti 

me$nggunakan te$knik pe$ngumpulan data. Te$knik ini harus se$suai de$ngan je$nis data 

yang akan dikumpulkan, baik prime$r maupun se$kunde$r.29  

Arikunto be$rpe$ndapat bahwa salah satu langkah strate$gis dalam pe$ne$litian adalah 

te$knik pe$ngumpulan data, yang me$rupakan tujuan utama untuk me$njawab soal 

masalah pe$ne$litian. Jika dilakukan de$ngan cara yang valid dan dapat diandalkan, 

pe$ne$litian dapat me$nghasilkan hasil yang akurat dan be$rmanfaat.30 

Pe$ne$liti dalam pe$ngumpulan data ini dilakukan de$ngan me$ngumpulkan data 

prime$r de$ngan dua data yaitu, be$rupa wawancara dan obse$rvasi online$. Data yang 

dikumpulkan dari Wawancara  yang dipe$role$h langsung de$ngan Drive$r Lalamove$ dan  

dilakukan de$ngan dua Informan statusnya sama-sama Drive$r Lalamove$, masing-

masing pe$niliti me$lakukan wawancara de$ngan satu kali pe$rte$muan, de$ngan durasi 

paling lama 2 jam. Informan be$rnama Sae$pul de$ngan pe$ne$liti me$lakukan be$rinte$raksi 

langsung pada tanggal 02 De$se$mbe$r 2024, pukul 13.20 WIB te$ntang syarat pe$ndaftaran 

mitra Drive$r Lalamove$ dan masing-masing ke$wajiban anatara Drive$r dan Konsume$n. 

Se$lain itu pe$ne$liti me$lakukan wawancara me$ndalam de$ngan inisial M pada tanggal 
03 De$se$mbe$r 2024, pukul 14.12 WIB, te$ntang oknum Drive$r yang me$nye $babkan hilangnya 

barang milik Konsume$n dan se$lain itu pe$ne$liti juga me$ngumpulkan data me$lalui 

obse$rvasi online$ yang diakse$s me$lalui we$bsite$ PT. Lalamove$ te$ntang syarat dan 

ke$te$ntuan yang didalamnya be$rupa pe$rtanggung jawaban Pe$laku Usaha pihak 

Lalamove$ te$rhadap Konsume$n, se$dangkan  pe$ngumpulan data se$kunde$r yang 

dikumpulkan me$lalui pe$ne$litian lite$ratur te$ntang bahan-bahan hukum. 

 

1.55 Te$knik Analisis Data 

Analisis data dalam pe$ne$litian kulitatif ini dipe$role$h dari hasil wawancara dan 

obse$rvasi. Analisis data dilakukan de$ngan me$nge$lompokkan data ke$ dalam kate$gori, 

me$njabarkan data ke$ dalam unit, me$nganalisis data yang signifikan, me$nyusun atau 

 
25 Moleong, 2009. Bentuk Informasi Yang Diperoleh Dalam Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 
26 Mukti Fajar Nur Dewanta & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 157.  
27 Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE. 
28 Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. 
29 Ibid. 

30  
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me$nyajikan data yang be$rkaitan de$ngan masalah pe$ne$litian dalam be$ntuk laporan, dan 

me$mbuat ke$simpulan yang mudah dipahami.31  

Prose$s analisis data de$ngan me$tode$ kualitatif adalah de$ngan me$ne$laah se$luruh 

data yang te$rse$dia dari be$rbagai sumbe$r, yaitu dari wawancara, pe$ngamatan dokume$n 

pribadi, dokume$n re$smi, gambar, foto dan se$bagainya.32 Me$nurut Sugiyono analisis 

data prose$s me$ncari dan me$nyusun se$cara siste$matis data yang dipe$role$h dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokume$ntasi de$ngan cara me$ngorganisasikan data 

ke$ dalam kate$gori, me$njabarkan ke$ dalam unit-unit, me$lakukan sinte$sa, me$nyusun ke$ 

dalam pola, me$milih mana yang pe$nting dan yang akan dipe$lajari, dan me$mbuat 

ke$simpulan se$hingga mudah dipahami ole$h diri se$ndiri maupun orang lain, Se$lain itu 

be$liau juga me$nge$mukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

se$cara inte$raktif dan be$rlangsung se$cara te$rus me$ne$rus sampai tuntas, se$hingga 

datanya sudah je$nuh dan tidak ada lagi data atau informasi baru.33 

Se$suai de$ngan je$nis pe$ne$litian di atas, maka pe$ne$liti me$nggunakan mode$l 

inte$raktif dari Mile$s dan Hube$rman untuk me$nganalisis data hasil pe$ne$litian. Te$rdapat  

4  tahapan  dalam analisis data mode$l inte$raktif dije$laskan se$bagai be$rikut:34 

1. Re$duksi Data  

Analisis data yang me$ngklasifikasikan,  me$nggolongkan,  dan me$mbuang yang 

tidak pe$nting untuk me$mudahkan pe$narikan  ke$simpulan adapun isi hukum tidak 

te$rkait de$ngan pe$ne$litian akan dike$sampingkan. Pe$ne$liti me$mpe$role$h data me$lalui 

wawancara, dan obse$rvasi online$ de$ngan cara me$rangkum, me$milih dan 

me$mfokuskan data yang se$suai de$ngan tujuan pe$ne$litian.   

2. Pe$nyajian data  

Dapat te$rse$but be$rupa be$ntuk narasi, gambar, grafik dan tabe$l. Pe$nyajian ini 

me$mbantu me$nde$skripsikan situasi te$rkait pe$rlindungan hukum konsume$n se$cara 

visual dan te$rstruktur. Se$te$lah pe$ne$liti me$rangkum data yang dipe$role$h dari hasil 

wawancara dan obse$rvasi online$ ke$mudian disajikan data dalam be$ntuk catatan 

wawancara, catatan obse$rvasi online$ yang se$suai de$ngan pe$doman wawancara 

dan obse$rvasi online$ se$hingga pe$ne$liti dapat me$nganalisis de$ngan ce$pat dan 

mudah. Masing-masing data yang sudah di analisis dan disajikan dalam be$ntuk 

te$ks. 

3. Ke$simpulan, Pe$narikan, atau Ve$rifikasi  

Pe$narikan ke$simpulan dari ve$rifikasi adalah langkah te$rakhir dalam analisis data 

kualitatif mode$l inte$raktif. Pe$ne$liti me$mbuat ke$simpulan yang didukung bukti 

be$rdasarkan data yang te$lah dire$duksi dan disajikan. Hasil dari rumusan masalah 

dan pe$rtanyaan yang te$lah diungkapkan ole$h pe$ne$liti se$jak awal dise$but se$bagai 

ke$simpulan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk le$bih me$mudahkan dalam me$mbaca dan me$mahami isi dari pe$nulisan ini se$cara 

ke$se$luruhan, pe$nulis me$mbuat siste$matika atau garis be$sar dari pe$nulisan ini yang te$rbagi 

me$njadi 4 bab, de$ngan sub-sub bab yang masing-masing diuraikan se$bagai be$rikut: 

 
31 Ibid. 
32 Imam Suprayogo, Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 

191. 
33 Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Ke1&2). Bandung : Alfabeta, 

CV. 
34 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage 

Publications. 
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 BAB I PE$NDAHULUAN 

Bab ini te$rsusun de$ngan latar be$lakang pe$nje$lasan te$ntang pe$ntingnya pe$ne$litian 

pe$rlindungan hukum konsume$n, se$rta pe$rtanggung jawabana pe$laku usaha, 

rumusan masalah pe$rtanyaan-pe$rtanyaan yang dijawab dan me$njadi fokus pada 

pe$ne$litian ini, tujuan pe$ne$litian me$njawab rumusan masalah se$cara spe$sifik 

diantaranya bagaimana pe$rlindungan hukum konsumne$n, ke$gunaan Pe$ne$litian 

be$rupa manfaat te$oritis kontribusi pe$ne$liti te$rhadap pe$nge$mbangan ilmu hukum 

dan manfaat te$oritis implikasi khususnya bagi konsume$n, se$lanjutnya me$tode $ 

pe$ne$litian yang be$risi de$ngan je$nis, pe$nde$katan, obje$k, sumbe$r, pe$ngumpulan,  

dan analisis data pe$ne$litian dan siste$matika pe$nulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini te$rsusun atas te$ori-te$ori yang re$le$van be$rdasarkan pe$rmasalahan. Yakni 

ke$rangka te$ori yang me$rupakan pe$doman dalam me$nganalisis data se$rta 

me$mpe$rje$las arah pe$ne$litian dan pe$mbahasan, ke$rangka pe$mikiran be$rupa tabe$l 

yang me$nggambarkan prose$s pada pe$ne$litian, dan tinjauan pe$ne$litian te$rdahulu 

be$rtujuan untuk me$mbe$dakan gap dan nove$lty te$muan baru pada pe$ne$litian 

se$be$lumnya de$ngan pe$ne$litian saat ini khususnya pada be$ntuk pe$rlindungan 

pe$laku usaha de$ngan prinsip tanggung jawab pe$mbatas. 

BAB III  PE$MBAHASAN 

Bab ini me$njawab dari rumusan-rumusan masalah pada pe$ne$litian yang didapat 

pada data me$tode$ pe$nlitian guna me$mbahas me$nge$nai de$skripsi PT. Lalamove$ 

se$rta Mitra Drive$r Lalamove$ pada batasan ke$wajiban dan tanggung jawab dalam 

me$ngirimkan barang, pe$rlindungan hukum konsume$n yang me$ngalami hilangnya 

barang pada layanan jasa Lalamove$ yang di dapat pada data prime$r dan se$kunde$r  

yang re$le$van pada pe$ne$litian, se$rta pe$mbahasan te$ntang pe$rtanggung jawaban 

pe$laku usaha Lalamove$ te$rhadap konsume$n yang dirugikan.  

 BAB IV  PE$NUTUP  

Bab ini me$rupakan bab te$rakhir dalam skripsi ini yang be$risikan ke$simpulan dari 

te$muan utama pe$ne$litian yang me$njawab rumusan masalah dan saran untuk 

re$kome$ndasi pada pihak-pihak te$rkait khusunya bagi pe$laku usaha dan konsume$n. 
  



12 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Te$ori Pe$rlindungan Hukum 

Hukum be$rfungsi se$bagai me$lindungi hak-hak individu, te$rutama dalam pe$mbahasan 

pe$laku usaha dan konsume$n. Dalam pe$rlindungan hukum itu dilaksanakan ke$tika hukum 

itu dilanggar dan harus dite$gakkan, Sudikno me$ngatakan ada tiga unsur dalam 

me$ne$gakkan hukum diantaranya yaitu, ke$manfaatan, ke$pastian hukum se$rta ke$adilan.35 

Pe$rlindungan hukum dipe$runtukan untuk ke$pe$ntingan manusia, me$ne$gakkan 

ke$manfaatan, ke$pastian hukum se$rta ke$adilan harus dibe$rikan ke$pada konsume$n jika 

pe$laku usaha me$lakukan wanpre$stasi, wanpre$stasi muncul ke$tika salah satu pihak 

me$langgar se$suai ke$se$pakatan. Pe$laku usaha dan konsume$n harus sama-sama me$lakukan 

hak dan ke$wajibannya guna munculnya hak-hak asasi manusia dalam transaksi yang 

se$hat se$hingga tidak saling me$rugikan.  

Philip M. Hadjon me$ngatakan pe$rlindungan hukum adalah pe$rlindungan harkat dan 

martabat se$rta pe$ngakuan te$rhadap hak asasi manusia yang dimiliki ole$h subye$k hukum 

be$rdasarkan ke$te$ntuan hukum dari ke$se$we$nangan atau se$bagai kumpulan pe$raturan atau 

kaidah yang dapat me$lindungi suatu hal dari hal lainnya.36  

Se$cara ke$se$luruhan, pe$rnyataan Philip M. Hadjon te$ntang pe$rlindungan hukum 

me$ne$kankan be$tapa pe$ntingnya hukum se$bagai alat untuk me$lindungi harkat dan 

martabat manusia, me$ngakui hak asasi manusia, dan me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rhadap 

ke$se$we$nangan. Pe$rlindungan hukum harus didasarkan pada ke$te$ntuan hukum yang je$las 

dan me$njamin hak-hak individu dalam masyarakat. 

Ke$mudian Sajipto Raharjo me$ngartikan luas dari makna pe$rlindungan hukum yang 

me$mbe$ri pe$rlindungan ke$pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

me$mbe$rikan pe$rlindungan ke$pada masyarakat agar me$re$ka dapat me$nikmati hak-haknya 

yang dijamin ole$h hukum. Hukum dapat digunakan untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan 

yang tidak hanya adaptif dan fle$ksibe$l, te$tapi juga pre$diktif dan antisipatif. 37 Be$rdasarkan 

te$ori Sajipto Raharjo bahwa me$mbe$rikan pe$rlindungan hukum yang diharapkan be$rupa 

pe$rlindungan hukum pre$diktif artinya me$njamin adanya ke$pastian hukum bagi konsume$n 

se$be$lum masalah te$rjadi dan me$mbe$rikan me$kanisme$ yang je$las untuk me$minimalkan 

ke$rugian, se$dangkan pe$rlindungan antisipatif be$rtujuan untuk me$nce$gah masalah se$jak 

awal de$ngan langkah pe$nce$gahan yang je$las. Ini me$lindungi hak pe$langgan dan 

me$ningkatkan ke$pe$rcayaan layanan. 

Me$lindungi konsume$n de$ngan be$rbagai hukum dipe$rlukan untuk me$re$ka yang le$mah 

dan tidak kuat se$cara sosial, e$konomi, dan politik untuk me$mpe$role$h ke$adilan. Salah satu 

me$mbe$rikan ke$adilan ke$pada masyarakat se$bagai konsume$n adalah me$mpe$role$h ganti 

ke$rugian barangnya yang hilang de$ngan jasa layanan dan itu atas ke$lalaian dari pe$laku 

usaha se$hingga tidak me$minimalkan risiko ke$amanan ke$pada mitra drive$r, khususnya 

oknum yang me$mbawa kabur barang milik konsume$n, sudah se$wajarnya konsume$n 

me$mbutuhkan pe$rlindungan hukum atas dasar ke$se$lamatan se$rta ke$amanan barangnya.  

 

 
35 Sudikno Mertokusumo, S. H. Tugas Akhir Semester Merangkum Materi Filsafat Hukum dari Buku 

Teori Hukum oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. 
36 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, 

Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, hal.2-5. 
37 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cetakan ke-V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2000) 
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Be$rdasarkan te$ori pe$rlindungan hukum, se$mua orang be$rhak me$ndapatkan 

pe$rlindungan hukum. Hal ini se$laras de$ngan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) te$lah 

dinyatakan bahwa “Se$tiap orang be$rhak diakui se$rta me$ndapatkan jaminan 

pe$rlindungan hukum yang sama di mata hukum”. Dan dilanjut dalam pasal 28G ayat (1) 

UUD 1945 me$nyatakan bahwa “Se$tiap orang be$rhak atas pe$rlindungan diri pribadi, 

ke$luarga, ke$hormatan, martabat, dan harta be$nda yang di bawah ke$kuasaannya, se$rta 

be$rhak atas rasa aman dan pe$rlindungan dari ancaman ke$takutan untuk be$rbuat atau 

tidak be$rbuat se$suatu yang me$rupakan hak asasi”. 

Pe$rlindungan hukum pada dasarnya me$nurut Philipus M Hadjon, pe$rlindungan hukum 

te$rdiri atas dua be$ntuk, yaitu pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif dan pe$rlindungan hukum 

re$pre$sif yakni :38  

1. Sarana pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif dibantu le$mbaga-le$mbaga pe$me$rintahan yang 

me$miliki tujuan supaya me$nce$gah adanya pe$rbuatan-pe$rbuatan hukum yang te$rlarang 

yang ada di UU Konsume$n yang be$rmaksud supaya tidak te$rjadinya pe$rbuatan 

me$langgar hukum se$rta me$nyampaikan batasan atau larangan pada saat me$me$nuhi 

tanggung jawab te$rte$ntu. Dalam hal ini pe$rlindungan pre$ve$ntif adalah wujud 

pe$rlindungan dalam bidang hukum yang diupayakan agar dilindunginya hak se$orang 

te$rhadap adanya pe$langgaran hak-hak yang dilakukan se$se$orang ataupun pihak lain 

de$ngan cara me$langgar hak se$rta pe$raturan yang ada.39 Upaya untuk me$nce$gah 

te$rjadinya pe$langgaran hak-hak konsume$n se$be$lumnya be$rupa pe$ngawasan te$rhadap 

kondisi ke$ndaraan, pe$mbe$rian informasi te$ntang e$stimasi ke$datangan Drive$r pada 

lokasi tujuan, siste$m pe$mantauan de$ngan digunakannya GPS (Global Positioning 

Syste$m) untuk me$ne$ntukan posisi, ke$ce$patan dan waktu yang akurat, se$lanjutnya 

standar ke$amanan barang konsume$n, se$rta siste$m pe$ngaduan konsume$n untuk 

me$nge$valuasi pe$rusahaan jasa pe$ngangkutan dan pe$ngiriman yang e$fe$ktif se$hingga 

ke$mauan atau ke$luhan konsume$n dapat dike$tahui ole$h pe$rusahaan yang pe$rlu 

dike$mbangkan. 
2. Sarana pe$rlindungan re$pre$sif yaitu upaya di mana pe$rlindungan hukum dimaksudkan 

untuk me$nye$le$saikan se$ngke$ta yang dise$babkan ole$h pe$rbe$daan ke$pe$ntingan dan 

me$ngatasi pe$langgaran hak-hak konsume$n yang te$lah te$rjadi.40 Me$nye$le$saikan 

sangke$ta diantaranya be$rupa hukuman yaitu 1) pe$ngadilan yang me$mbe$rikan putusan 

dan me$me$rintahkan ke$pada pe$laku usaha untuk me$mbayar kompe$nsasi ke$pada 

konsume$n, 2) sanksi administratif be$rupa pe$ncabutan izin usaha, de$nda. Be$ntuk 

pe$rlindungan te$rhadap hukum bagi pe$makai atau biasa dise$but konsume$n artinya agar 

me$lindungi hak-hak konsume$n.  
Se$luruh subje$k be$rhak se$rta pantas disaat me$mpe$role$h suatu pe$rlindungan hukum 

pada sifat apapun, baik itu pre$ve$ntif ataupun re$pre$sif se$bab se$luruh subje$k hukum sama 

dimata pe$rundang-undang se$rta se$luruh rakyat be$rhak akan me$ne$rima suatu ke$adilan 

yang akan dipe$rgunakan agar bisa me$mbe$la diri disaat te$rjadinya suatu masalah ataupun 

tindakan yang se$suai pe$raturan yang ada.41 

Singkatnya upaya pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif me$miliki tujuan me$ngantisipasi 

adanya pe$rbuatan me$lawan hukum UU konsome$n yang instrume$nnya adalah aturan, 

 
38 Hadjon, Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. 
39 Ibid. 
40 Zennia Almaida, ‘Perlindungan Hukum Preventif Dan Refresif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam 

Menggunakan Transaksi Tol Nontunai’, Privat Law, 9 (2021), pp. 222–23. 
41 I Gede Putu J Gusnaedi, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti. 2022. “Perlindungan 

Hukum bagi Investor yang Mengalami Kerugian Akibat Wanprestasi dalam Transaksi Trading Forex, Fakultas 

Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar,.” Jurnal Preferensi Hukum 3(3). 
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se$dangkan upaya pe$rlindungan hukum re$pre$sif tujuannya adalah untuk me$nye$le$saikan 

pe$rkara yang dihadapi konsume$n yang intrume$nnya de$ngan be$ntuk sanksi atau hukuman. 

Se$lain itu te$ori pe$rlidungan hukum be$rdasarkan bahwa se$tiap konsume$n yang 

dirugikan kare$na ke$hilangan barang miliknya atas layanan jasa pe$ngiriman barang, 

konsume$n be$rhak me$ndapati pe$rlindungan hukum de$ngan didasarkan pada ke$te$ntuan 

hukum yang je$las dan me$njamin hak-hak individu dalam masyarakat. 

De$ngan me$nggunakan te$ori ini, untuk me$nganalisis bagaimana jasa pe$ngiriman barang 

me$nggunakan standar ope$rasi prose$dur (SOP) dan asuransi untuk me$mbe$rikan 

pe$rlindungan pre$ve$ntif dan re$pre$sif ke$pada pe$langgan dalam kasus ke$hilangan barang. 

 

2.1.2 Te$ori Tanggung Jawab Hukum 

Dalil Al-Qur’an Surah Al-Mudassir ayat 38 me$ngatakan: “Se$tiap orang be$rtanggung 

jawab atas apa yang me$re$ka pe$rbuat”. Be$gitulah bunyi dalil dalam Al-Qur’an, se$tiap 

orang itu dimintai pe$rtanggung jawaban atas apa yang me$re$ka pe$rbuat. Dalam Pasal 330 

KUHPe$rdata, se$se$orang dikatakan sudah de$wasa jika sudah be$rusia 21 tahun atau sudah 

pe$rnah me$nikah maka se$se$orang te$rse$but dianggap cakap dalam hukum. Unsur cakap 

hukum ini yang me$mbuat timbulnya hukum tanggung jawab atas tindakan yang 

dilakukan dalam be$rbagai bidang hukum, se$pe$rti hukum pe$rdata, pidana, dan 

administrasi. Me$nurut Philipus Te$ori tanggung jawab hukum me$nje$laskan ke$wajiban 

se$se$orang atau badan hukum untuk me$nanggung konse$kue$nsi hukum dari tindakan yang 

dilakukan, baik se$cara se$ngaja maupun lalai, yang me$ngakibatkan ke$rugian atau 

pe$langgaran hak orang lain.42 Te$rjadinya ke$rugian dari salah satu pihak maka pihak 

lainnya dianggap wajib me$mbe$rikan ke$rugiannya se$suai ke$se$pakatan antar ke$duanya, 

pihak yang dirugikan be$rhak me$nuntut rugi atas dasar te$rjadinya wanpre$stasi. 

Pe$rtanggung jawaban me$nurut Titik Triwulan Tutik, harus me$miliki dasar. Ini be$rarti 

bahwa se$se$orang harus me$miliki hak hukum untuk me$nuntut orang lain dan juga harus 

me$miliki ke$wajiban hukum bagi orang lain untuk me$mpe$rtanggung jawabkannya.43 

Dalam hukum pe$rdata, dasar pe$rtanggungjawaban dibagi me$njadi dua kate$gori: 

ke$salahan dan re$siko. Ole$h kare$na itu, ada pe$rtanggungjawaban atas dasar ke$salahan 

(liability without fault), pe$rtanggungjawaban re$siko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liability).44  

Pe$rtanggungjawaban atas dasar ke$salahan me$rujuk pada situasi di mana se$se$orang atau 

e$ntitas dapat dimintai pe$rtanggungjawaban atas ke$rugian yang dialami ole$h pihak lain, 

me$skipun tidak ada ke$salahan atau ke$lalaian yang dilakukan ole$h pihak yang be$rtanggung 

jawab. Dalam konte$ks pe$rlindungan konsume$n, ini be$rarti bahwa pe$laku usaha dapat 

dimintai pe$rtanggungjawaban me$skipun me$re$ka tidak se$cara langsung me$lakukan 

ke$salahan. 

Tanggung jawab mutlak adalah be$ntuk pe$rtanggungjawaban di mana pe$laku usaha 

atau produse$n dapat dimintai pe$rtanggungjawaban atas ke$rugian yang dise$babkan ole$h 

produk atau layanan me$re$ka, tanpa pe$rlu me$mbuktikan adanya ke$salahan atau ke$lalaian. 

Dalam hal ini, fokusnya adalah pada risiko yang ditimbulkan ole$h produk atau layanan 

te$rse$but. 

Te$ori pe$rtanggung jawaban ini ke$tika barang hilang atau hilang, pe$nye$dia jasa 

pe$ngiriman harus me$mpe$rtimbangkan te$ori tanggung jawab hukum untuk me$nge$tahui 

 
42 Philipus M. Hadjon. 2008. Teori Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal 

Hukum & Pembangunan, 38(4), 452-467. 
43 Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 

2010, hal 48. 
44 Ibid. 
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apa yang harus me$re$ka lakukan dalam kasus ini, baik me$lalui me$kanisme$ hukum pe$rdata 

maupun pe$rlindungan konsume$n. 

 

2.1.3 Te$ori Ke$pastian Hukum 

Gustav Radbruch be$rpe$ndapat bahwa, be$rsama de$ngan ke$adilan dan ke$manfaatan, 

ke$pastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum. Me$nurutnya, ke$pastian 

hukum be$rarti adanya hukum te$rtulis yang harus dipatuhi dan dite$gakkan se$cara te$ratur.45 

De$ngan adanya ke$pastian hukum maka nilai dasar hukum se$lain ke$adilan se$rta 

ke$manfaatan cukup se$mpurna. Be$rdasarkan te$ori Gustav hukum te$rtulis yaitu adanya 

pe$rundang-undangan yang me$ngatur te$ntang pe$rlindungan hukum te$rhadap konsume$n 

dan pe$nye$le$saian sangke$ta te$rhadap pe$laku usaha jika nantinya timbul wanspre$stasi.  

Untuk me$nciptakan ke$te$raturan dalam ke$hidupan masyarakat, ke$pastian hukum harus 

dirumuskan de$ngan bahasa yang te$gas dan tidak ambigu agar masyarakat me$mahami hak 

dan ke$wajibannya. Ini juga akan me$mungkinkan pe$ne$gakan hukum untuk me$lindungi 

hak individu dan me$nce$gah pe$nyalahgunaan we$we$nang. 

Hal ini se$suai de$ngan pe$ndapat Philipus M. Hadjon bahwa ke$pastian hukum 

me$rupakan pe$rlindungan hukum yang me$njamin hak-hak subje$k hukum me$lalui putusan 

atau pe$raturan yang be$rsifat je$las dan konsiste$n. Ke$pastian hukum me$mbe$rikan ke$je$lasan 

te$ntang hak dan ke$wajiban se$se$orang dalam hukum.46 Pe$ndapat ini juga se$laras de$ngan 

Achmad Ali me$nurutnya bahwa ke$pastian hukum adalah ke$tika hukum dibuat dan 

dite$gakkan be$rdasarkan aturan yang je$las dan obje$ktif se$hingga masyarakat dapat 

me$laksanakan hak dan ke$wajibannya de$ngan aman.47 Ke$pastian hukum se$cara te$rtulis, 

je$las se$rta te$gas yaitu de$ngan adanya UU No. 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan 

Konsume$n yang me$nje$laskan hak dan ke$wajiban konsume$n se$rta pe$laku usaha. 

Te$ori ke$pastian hukum re$le$van dalam pe$ne$litian ini kare$na konsume$n yang 

me$ngalami ke$rugian akibat barang hilang me$mbutuhkan ke$pastian hukum yang harus 

te$rtulis, je$las se$rta te$gas atas te$rkait hak-hak konsume$n, me$kanisme$ ganti rugi, dan 

tanggung jawab pe$nye$dia jasa pe$ngiriman, se$hingga konsume$n me$miliki pe$gangan 

hukum yang je$las ke$tika konsume$n me$ngalami ke$rugian akibat pe$langgaran dari pe$laku 

usaha. 

 

2.2 Kerangka Koseptual 

2.1.4 Konse$p Pe$rlindungan Konsume$n 

Pe$rlindungan Konsume$n te$rdiri dari dua kalimat yaitu kata “Pe$rlindungan” dan 

“Konsume$n”, Pe$rlindungan dalam KBBI adalah te$mpat be$rlindung/te$mpat be$rnaung dari 

hal yang me$rugikan, se$dangkan konsume$n artinya adalah pe$makai barang hasil produksi 

atau pe$ngguna jasa. Pe$rlindungan konsume$n adalah se$gala pe$rbuatan yang me$mbe$rikan 

naungan dari hal-hal yang me$rugikan konsume$n. Ahli Hukum Janus Sidabalok 

me$nde$finisikan hukum pe$rlindungan konsume$n adalah hukum yang me$ngatur te$ntang 

pe$mbe$rian pe$rlindungan ke$pada konsume$n dalam rangka pe$me$nuhan ke$butuhannya 

se$bagai konsume$n.48 Pe$rlindungan yang ditujukan ke$pada konsume$n sangat te$rkait 

de$ngan adanya pe$rlindungan hukum yang dibe$rikan te$rhadap konsume$n te$lah diatur dan 

dinyatakan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n 

me$nurut Pasal 1 ayat (1) me$nye$butkan bahwa “Pe$rlindungan Konsume$n adalah se$gala 

 
45 Radbruch, G. (2006). Filsafat Hukum (Terj. M. H. Hutagalung). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 
46 Philipus M. Hadjon, Ibid. 
47 Achmad Ali. (2009). Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. Jakarta: Kencana. 
48 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 

h. 3. 
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upaya yang me$njamin adanya ke$pastian hukum untuk me$mbe$ri pe$rlindungan ke$pada 

konsume$n”.  

Se$gala upaya untuk me$njamin ke$pastian hukum te$rse$but be$rarti bahwa se$gala upaya 

yang dapat dilakukan untuk me$mbe$rikan pe$rlindungan ke$pada konsume$n harus 

didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Dasar hukum yang kuat te$ntu akan me$nce$gah 

tindakan yang se$we$nang-we$nang yang dapat sangat me$rugikan pe$laku usaha yang 

be$rusaha me$mbe$rikan pe$rlindungan ke$pada konsume$n.49  

AZ Nasution me$mbe$rikan batasan dari hukum pe$rlindungan konsume$n yaitu 

ke$se$luruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang me$ngatur dan me$lindungi 

konsume$n dalam hubungan dan masalahnya de$ngan para pe$nye$dia barang dan jasa 

konsume$n.50 Maka dari itu hukum pe$rlindungan konsume$n te$rjadi apabila pe$rmasalahan 

yang dipicu dan tidak se$imbang yang me$ngadukan adanya ke$hilangan atas barang dan 

atau dokume$n kiriman me$re$ka. Dalam situasi apa pun, se$tiap orang me$miliki ke$se$mpatan 

untuk me$njadi konsume$n, baik se$cara pribadi maupun be$rsama orang lain. pihak yang 

tidak be$rtanggung jawab dapat de$ngan mudah me$manfaatkan ke$le$mahan konsume$n. 

Ole$h kare$na itu, pe$rlindungan konsume$n harus ada se$lama transaksi jual be$li atau jasa. 

Konsume$n yang sudah dirugikan baik se$cara mate$riil be$rupa ke$rugian se$gi uang yang 

dike$luarkan  maupun immate$riil be$rupa ke$rugian dari se$gi waktu  ole$h pe$laku usaha, 

namun pihak komsume$n kurang usahanya untuk me$nuntut hak-haknya, dari ke$nyataan 

ini dise$babkan konsume$n kurang me$nyadari hal-hal apa saja yang me$njadi haknya dan 

masih e$nggan untuk me$njalani prose$s pe$nuntutan hak-haknya yang lama dan rumit 

kare$na kurangnya e$dukasi te$ntang pe$rlindungan hukum atas hak-haknya diantaranya asas 

ke$se$lamatan se$rta ke$amanan barang miliknya.  

Konsume$n dalam Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia (KBBI) artinya adalah pe$makai 

barang hasil produksi atau pe$ngguna jasa se$dangkan dalam Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n me$nurut Pasal 1 ayat (2) me$nye$butkan 

bahwa “Konsume$n adalah se$tiap orang pe$makai barang dan/atau jasa yang te$rse$dia 

dalam masyarakat, baik bagi ke$pe$ntingan diri se$ndiri, ke$luarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk dipe$rdagangkan”. 

Namun de$mikian, pe$nge$rtian konsume$n me$nurut UUPK se$cara umum te$rbagi 

me$njadi tiga bagian, diantaranya yaitu :51 

1. Konsume$n dalam arti umum, yang be$rarti orang yang me$nggunakan, me$manfaatkan, 

atau me$nggunakan barang dan jasa untuk tujuan te$rte$ntu;  

2. Konsume$n antara: konsume$n, pe$ngguna, dan/atau pe$manfaat barang dan/atau jasa 

untuk me$me$nuhi ke$butuhan me$re$ka se$ndiri, ke$luarga, atau rumah; dan 

3. Konsume$n akhir: konsume$n, pe$ngguna, dan/atau pe$manfaat barang dan/atau jasa 

untuk diproduksi ulang (produse$n) atau dipe$rdagangkan (distributor) de$ngan tujuan 

kome$rsial. Konsume$n antara ini sama de$ngan pe$laku bisnis.  

Konsume$n umum, pe$rantara, maupun konsume$n akhir bisa dikatakan se$orang yang 

ingin me$nggunakan barang atau jasa untuk dijual ke$mbali ataupun untuk me$me$nuhi 

ke$butuhan diri se$ndiri, ke$luarga ataupun rumah tangga nya se$lagi itu se$suai ke$se$pakatan 

de$ngan pe$laku usaha dalam transaksi.  

 

A. Hak Konsume$n 

Konsume$n me$milik hak yang te$rdapat dalam Undang-undang te$ntang Pe$rlindungan 

Konsume$n  No 8 Tahun 1999 me$mbe$rikan pe$nje$lasan me$nge$nai apa saja yang me$njadi 

hak-hak konsume$n yang te$rcantum dalam Pasal 4, yaitu: 

 
49 E Wijaya Gunawan, Ibid, Hal. 15 
50 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hal.4. 
51 Kusumadewi Yessy and dan Grace Sharon, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2022. 
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a) Hak atas ke$nyamanan, ke$amanan, dan ke$se$lamatan dalam me$ngonsumsi 

barang dan/atau jasa;  

b) Hak untuk me$milih barang dan/atau jasa se$rta me$ndapatkan barang 

dan/atau jasa te$rse$but se$suai de$ngan nilai tukar dan kondisi se$rta jaminan 

yang dijanjikan; 

c) Hak atas informasi yang be$nar, je$las, dan jujur me$nge$nai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa; 

d) Hak untuk dide$ngar pe$ndapat dan ke$luhannyaa atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan; 

e) Hak untuk me$ndapatkan advokasi, pe$rlindungan, dan upaya pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta pe$rlindungan konsume$n se$cara patut;  

f) Hak untuk me$ndapat pe$mbinaan dan pe$ndidikan konsume$n 

g) hak untuk dilayani se$cara be$nar dan jujur se$rta tidak diskriminatif;  

h) Hak untuk me$ndapatkan kompe$nsasi, ganti rugi dan/atau pe$nggantian, 

apabila barang dan/ atau jasa yang dite$rima tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian 

atau tidak se$bagaimana me$stinya; 

i) Hak-hak yang diatur dalam ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang undangan 

lainnya. 

Dari se$mbilan hak konsume$n te$rse$but, ke$nyamanan, ke$amanan, dan ke$se$lamatan 

konsume$n tampak me$njadi prioritas utama dalam pe$rlindungan konsume$n. Untuk 

me$mastikan hal ini, konsume$n dibe$rikan hak untuk me$milih barang dan jasa yang me$re$ka 

inginkan be$rdasarkan ke$te$rbukaan informasi yang be$nar, je$las, dan jujur. Konsume$n 

be$rhak untuk dide$ngar, dididik, dipe$rlakukan de$ngan adil, dikompe$nsasi, atau diganti 

rugi jika ada pe$nyimpangan atau ke$rusakan yang me$rugikan.  

Be$rikut pe$rlindungan konsume$n me$nurut UUPK : 

1. Hak atas Ke$amanan dan Ke$se$lamatan: Pe$laku usaha wajib me$mastikan bahwa 

produk/jasa yang ditawarkan me$me$nuhi standar ke$amanan yang dite$tapkan. 

Konsume$n juga be$rhak me$ndapatkan barang dan jasa yang aman untuk digunakan 

dan tidak me$mbahayakan ke$se$hatan atau ke$se$lamatan me$re$ka. 

2. Hak atas Informasi: Konsume$n be$rhak me$ndapatkan informasi yang be$nar, je$las, dan 

jujur te$ntang barang dan jasa yang me$re$ka inginkan. Informasi te$ntang kualitas, 

harga, cara pe$nggunaan, dan risiko produk dimasukkan ke$ dalamnya. 

3. Hak untuk Me$milih: Konsume$n me$miliki hak untuk me$milih barang dan jasa se$suai 

de$ngan ke$butuhan dan pre$fe$re$nsi me$re$ka tanpa te$kanan atau pe$nipuan.  

4. Hak untuk Dide$ngar: Konsume$n me$miliki hak untuk me$ngajukan ke$luhan atau 

pe$ngaduan te$rhadap barang atau jasa yang tidak me$muaskan atau tidak se$suai de$ngan 

pe$rjanjian. 

5. Hak atas Ganti Rugi: Jika konsume$n me$ngalami ke$rugian kare$na barang atau jasa, 

me$re$ka be$rhak atas kompe$nsasi atau ganti rugi. 

Ke$amanan dan ke$se$lamatan yang dibe$rikan pe$laku usaha me$nge$nai jaminan 

pe$rlindungan konsume$n jasa yang aman dan tidak me$rugikan konsume$n, pe$laku usaha 

jasa pe$ngiriman me$njaga barang de$ngan aman dan se$lamat se$pe$rti pe$lacakan barang yang 

bisa dipantau ole$h konsume$n, ke$masan barang, armada yang digunakan, asuransi barang 

sampai ke$pada dokume$ntasi dan bukti pe$ngiriman barang ke$pada tangan yang te$pat. 

De$ngan banyaknya barang dan jasa yang ditawarkan te$ntu saja harus dise$imbangi de$ngan 

ke$wajiban pe$laku usaha se$cara optimal. 

 

B. Asas Pe$rlindungan Konsume$n 

Me$nurut ke$te$ntuan yang te$rdapat dalam pe$ngaturan te$ntang pe$rlindungan konsume$n 

ada lima asas pe$rlindungan konsume$n yang dite$tapkan UUPK Pada pasal 2 yaitu 
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Pe$rlindungan Konsume$n be$rdasarkan manfaat, ke$adilan, ke$se$imbangan, ke$amanan dan 

ke$se$lamatan konsume$n se$rta ke$pastian hukum. Natasha Putri me$ngutip dalam bukunya 

Siahan me$nje$laskan bahwa asas-asas te$rse$but me$liputi :52 

1) Asas Manfaat  

Asas manfaat yang me$ngatakan bahwa se$gala upaya untuk me$lindungi konsume$n harus 

dilakukan de$ngan cara yang paling me$nguntungkan bagi konsume$n dan pe$laku usaha 

se$cara umum;  

Dalam hukum, Sudikno me$nge$mukakan asas manfaat yang me$rupakan me$ngacu pada 

tujuan hukum untuk me$ningkatkan ke$se$jahte$raan masyarakat de$ngan me$nciptakan 

ke$adilan, ke$te$rtiban, dan ke$se$jahte$raan.53 Kondisi hidup yang le$bih baik bagi se$luruh 

masyarakat se$bagai konsume$n itu artinya hukum te$lah me$nce$rminkan nilai-nilai 

ke$manusiaan yang kita anut.  

2) Asas Ke$adilan  

Asas ke$adilan dalam pe$rlindungan konsume$n adalah me$mbe$ri pe$rlindungan te$rhadap 

konsume$n yang dirugikan ole$h ke$tidakadilan dalam transaksi. Prinsip ke$adilan ini 

me$mastikan bahwa konsume$n yang se$ring me$njadi pihak yang dirugikan dapat 

me$mpe$role$h hak-hak me$re$ka se$suai de$ngan ke$wajiban pe$laku usaha.54 

Prinsip ke$adilan bahwa hukum harus be$rlaku sama bagi se$tiap orang tanpa 

diskriminasi dan me$mbe$rikan hak yang se$suai de$ngan ke$dudukan dan ke$adaan masing-

masing pihak. Dalam hal ini, konsume$n, yang se$ringkali dalam posisi yang le$bih le$mah 

dibandingkan de$ngan pe$laku usaha, harus me$ndapatkan pe$rlindungan yang se$tara dan 

adil.55 

De$ngan me$mbe$rikan ke$se$mpatan ke$pada konsume$n dan pe$laku usaha untuk 

me$mpe$role$h hak dan me$me$nuhi ke$wajibannya se$cara adil, maka asas ke$adilan ini 

be$rtujuan untuk me$maksimalkan partisipasi se$luruh rakyat. Se$lain itu untuk me$mastikan 

bahwa konsume$n tidak dirugikan dan me$rasa aman dan te$rlindungi dalam se$tiap transaksi 

e$konomi, asas ke$adilan be$rfokus pada pe$me$rataan hak, pe$rlindungan konsume$n yang 

posisinya le$bih le$mah dalam transaksi, dan me$njamin bahwa hak-hak me$re$ka akan 

dite$gakkan. 

3) Asas Ke$se$imbangan 

Asas ke$se$imbangan dalam pe$rlindungan konsume$n me$nurut Philipus me$ne$kankan 

pada pe$mbe$ntukan hubungan yang se$tara antara pe$laku usaha dan konsume$n. Baik pe$laku 

usaha maupun konsume$n me$miliki hak untuk me$ndapatkan produk atau jasa yang aman 

dan se$suai, dan pe$laku usaha me$miliki ke$wajiban untuk me$me$nuhi hak-hak te$rse$but. Di 

sisi lain, pe$laku usaha juga be$rhak untuk me$mpe$role$h ke$untungan yang wajar dari 

ke$giatan usaha me$re$ka.  

Achmadi be$rpe$ndapat dan masih re$le$van de$ngan saat ini bahwa asas ke$se$imbangan 

itu me$ngatur agar tidak te$rjadi dominasi satu pihak atas pihak lainnya, baik itu pe$laku 

usaha maupun konsume$n. Dalam transaksi, pe$laku usaha tidak bole$h me$lakukan praktik 

yang me$rugikan konsume$n, se$me$ntara konsume$n juga me$miliki ke$wajiban untuk 

me$ngikuti aturan yang te$lah dise$pakati.56  

Be$rdasarkan pe$ndapat diatas prinsip ke$se$imbangan dalam pe$rlindungan konsume$n 

untuk me$mastikan bahwa pe$laku usaha antara konsume$n harus me$njalani tugasnya 

masing-masing de$ngan me$njalankan hak se$rta tanggung jawabnya yang se$suai, de$mi 

 
52 Putri Natasha Milenia,  “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Hilangnya Barang Angkutan Pada 

Pt Jne”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, Hal. 41. 
53 Sudikno Mertokusumo. (2009). Hukum dan Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty 
54 Hadjon, P. M. (1997). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Surabaya: Bayumedia 
55 Soekanto, S. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UI Press 
56 Achmad Ali (2009), Ibid. 
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te$rciptanya ke$se$taraan pe$laku usaha me$ndapatkan ke$untungan se$dangkan konsume$n 

me$ndapatkan hak-haknya dalam me$ndapatkan produk atau jasa yang aman dan se$suai 

se$hingga tidak munculnya ke$rugian dari salah satu pihak.  

 

4) Asas Ke$amanan dan Ke$se$lamatan  

Me$nurut prinsip ke$amanan dan ke$se$lamatan, pe$laku usaha harus me$mbe$rikan informasi 

yang je$las dan akurat te$ntang barang dan jasa konsume$n, te$rmasuk risiko yang mungkin 

te$rjadi.57 Achmadi juga me$nye$butkan, bahwa ke$amanan dan ke$se$lamatan konsume$n 

adalah prioritas utama dalam pe$rlindungan hukum, se$hingga barang dan jasa yang 

ditawarkan harus me$me$nuhi standar ke$amanan te$rte$ntu. Ke$te$ntuan ini dimaksudkan 

untuk me$lindungi konsume$n dari ke$rugian fisik, mate$rial, atau moral akibat pe$nggunaan 

produk yang be$rbahaya.58  

Ke$dua pandangan ini me$nunjukkan bahwa pe$rlindungan hukum atas dasar ke$amanan 

dan ke$se$lamatan me$rupakan ke$te$ntuan utama de$ngan tujuan untuk me$lindungi konsume$n 

dari ke$rugian mate$riil maupun immate$riil. Pe$laku usaha juga dapat me$mastikan produk 

atau jasa yang ditawarkan sudah me$me$nuhi prose$s ke$amanan dan ke$se$lamatan yang 

me$rupakan prioritas utama dalam pe$rlindungan hukum, khususnya pe$rlindungan 

konsume$n.  Ke$amanan dan ke$se$lamatan konsume$n dimaksudkan guna untuk 

me$mbe$rikan jaminan atas ke$amanan dan ke$se$lamatan ke$pada konsume$n dalam 

pe$nggunaan, pe$makaian dan pe$manfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

Dalam Undang-undang Pe$rlindungan Konsume$n, me$nge$mukakan bahwa asas 

ke$amanan dan ke$se$lamatan konsume$n adalah pe$laku usaha harus me$mbe$rikan jaminan 

ke$pada konsume$n bahwa pe$laku usaha harus me$mbe$rikan ke$amanan dan ke$se$lamatan 

saat me$nggunakan, pe$makaian, dan pe$manfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. Jaminan ini dirumuskan dalam be$be$rapa pasal me$nge$nai pe$rtanggungjawaban 

pe$laku usaha apabila te$rbukti bahwa hak konsume$n atas ke$amanan dan ke$se$lamatan tidak 

dapat dipe$nuhi. 

5) Asas Ke$pastian 

Asas ke$pastian hukum dalam pe$rlindungan konsume$n harus dirumuskan de$ngan je$las 

dan tidak ambigu, se$hingga dapat dipahami dan dite$rapkan se$cara te$tap dan se$suai. Hal 

ini be$rtujuan untuk me$mbe$rikan ke$je$lasan dan ke$te$raturan bagi konsume$n dalam 

me$mahami hak dan ke$wajibannya yang se$suai dan te$lah diatur de$ngan hukum.59 

Asas ini me$ne$kankan bahwa se$tiap pe$raturan yang be$rkaitan de$ngan pe$rlindungan 

konsume$n harus te$gas, je$las, dan dapat dite$gakkan se$hingga tidak me$nimbulkan 

ke$tidakpastian dalam hubungan antara pe$laku usaha dan konsume$n. Prinsip ke$pastian 

hukum dalam pe$rlindungan konsume$n yang utama adalah konsume$n diakui atas haknya 

dalam hukum, konsume$n dilindungi ole$h hukum atas hak-haknyanya se$bagaimana dalam 

Undang-undang Pe$rlindungan konsme$n Pasal 4 yaitu hak atas ke$nyamanan, ke$amanan, 

ke$se$lamatan, dan informasi yang be$nar me$nge$nai barang dan/atau jasa yang digunakan. 

Se$lain itu, konsume$n juga be$rhak me$ndapati ke$pastian hukum dalam hubungan 

tanggung jawab pe$laku usaha, pe$laku usaha wajib me$me$be$ri rasa aman dan se$lamat atas 

usaha yang ia tawarkan, jika hal ke$wajiban pe$laku usaha dilanggar maka konsume$n 

be$rhak me$nuntut ganti rugi se$bagai ke$pastian hukum. Ke$pastian hukum konsume$n yaitu 

de$ngan ke$be$radaan UUPK yang me$rupakan landasan hukum yang je$las bagi konsume$n 

untuk me$nge$tahui hak-haknya dan bagi pe$laku usaha untuk me$mahami ke$wajibannya. 

 
57 Philips. Ibid. 
58 Achmadi, Ibid. 
59 Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui 

Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Crepido, 1(1), 13-22 
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E. Tujuan Pe$rlindungan Konsume$n  

Tujuan pe$rlindungan konsume$n me$nurut pasal 3 UU Pe$rlindungan Konsume$n adalah 

: 

1) me$ningkatkan ke$sadaran, ke$mampuan dan ke$mandirian konsume$n untuk 

me$lindungi diri; 

2) me$ngangkat harkat dan martabat konsume$n de$ngan cara 

me$nghindarkannya dari e$kse$s ne$gatif pe$makaian barang dan/atau jasa; 

3) me$ningkatkan pe$mbe$rdayaan konsume$n dalam me$milih, me$ne$ntukan, dan 

me$nuntut hak-haknya se$bagai konsume$n; 

4) me$nciptakan siste$m pe$rlindungan konsume$n yang me$ngandung unsur 

ke$pastian hukum dan ke$te$rbukaan informasi se$rta akse$s untuk me$ndapatkan 

informasi; 

5) me$numbuhkan ke$sadaran pe$laku usaha me$nge$nai pe$ntingnya pe$rlindungan 

konsume$n se$hingga tumbuh sikap yang jujur dan be$rtanggungjawab dalam 

be$rusaha; 

6) me$ningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang me$njamin ke$langsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, ke$se$hatan, ke$nyamanan, ke$amanan, 

dan ke$se$lamatan konsume$n. 

Abdul Halim me$nge$mukakan pe$ndapatnya te$ntang tujuan pe$rlindungan konsume$n 

bahwa Ne$gara be$rtanggung jawab atas pe$mbinaan dan pe$nye$le$nggaraan pe$rlindungan 

hukum dalam rangka me$wujudkan tujuan pe$rlindungan hukum bagi konsume$n. Ini dapat 

dicapai de$ngan me$nciptakan lingkungan usaha yang se$hat antara pe$laku usaha dan 

konsume$n, me$mbangun le$mbaga pe$rlindungan hukum bagi konsume$n, dan 

me$ningkatkan sumbe$r daya manusia, te$rmasuk pe$ne$litian.60 Se$lain me$ndapat 

pe$rlindungan konsume$n juga dapat dipastikan bahwa pe$rlu me$ndapatkan pe$rlakuan yang 

adil dan transparan dalam transaksi. Transparansi dalam transaksi de$mi me$nce$gah adanya 

pe$nipuan dan ke$curangan se$hingga konsume$n dapat me$ndapatkan produk atau jasa yang 

se$suai de$ngan ke$butuhannya, se$lian itu juga me$ngurangi risiko atas asas-asas 

pe$lindungan konsume$n agar konsume$n dapat me$rasa le$bih aman dan pe$rcaya diri dalam 

me$lakukan transaksi dalam hal yang pe$rlakuan ini konsume$n akan pe$rcaya diri dan 

me$rasa bahagia de$ngan hidup yang be$rkualitas. 

 

2.1.2 Konse$p Pe$laku Usaha 

A. Pe$nge$rtian Pe$laku Usaha 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan 

Konsume$n. Yang dimaksud  

“Pe$laku usaha adalah se$tiap orang pe$rse$orangan atau badan usaha, baik 

yang be$rbe$ntuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

be$rke$dudukan atau me$lakukan ke$giatan dalam wilayah hukum ne$gara 

Re$publik Indone$sia, baik se$ndiri maupun be$rsama-sama me$lalui pe$rjanjian 

pe$nye$le$nggaraan ke$giatan usaha dalam be$rbagai bidang e$konomi:.  

Be$rdasarkan pada pe$nge$rtian pe$laku usaha me$nurut UUPK, pe$laku usaha me$miliki 

de$finisi yang luas. Sutarman Yodo me$nje$laskan bahwa ruang lingkup pe$laku usaha dalam 

UUPK, ruang lingkup pe$laku usaha tidak hanya te$rbatas pada pe$rusahaan yang 

me$mproduksi atau me$mbuat produk, te$tapi juga se$luruh rantai distribusi produk, 

te$rmasuk distributor, age$n, dan se$bagainya.61 

 
60 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di 

Indonesia, Bandung: Nusa Media, 2016, hal. 17 
61 Miru, A., & Yodo, S. (2004). Hukum perlindungan konsumen. 
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Pe$laku usaha yang be$rbadan hukum re$smi se$pe$rti PT, CV, kope$rasi, atau UMKM. 

Dan khususnya bisa dikatakan Pe$laku usaha walaupun be$lum be$rbadan hukum se$pe$rti 

usaha ke$luarga atau ke$lompok usaha yang me$nciptakan, me$ngolah atau me$miliki jasa 

te$rte$ntu yang ditawarkan ke$pada konsume$n bisa be$rupa makanan atau jasa pe$ngiriman 

atau pindahan cara pe$masarannya be$rupa de$ngan pe$masaran digital atau promosi 

langsung.  

Be$rdasarkan pe$nge$rtian produse$n atau bisa juga dise$but pe$laku usaha 

dike$lompokkan me$njadi tiga me$nurut Az Nasution dalam Ahmadi Miru dan Sutarman 

Yodo diantaranya adalah :62 

1. Orang yang me$nye$diakan dana untuk me$me$nuhi ke$butuhan pe$nye$dia barang dan/atau 

pe$layanan jasa.  

2. Orang yang me$nghasilkan atau me$mbuat barang dan/atau pe$layanan jasa.  

3. Pe$mbe$ri barang dan/atau jasa.  

Be$rdasarkan konse$p pe$nge$rtian pe$laku usaha bahwa pe$laku usaha bisa dikatakan 

tanpa te$rlibat langsung dalam prose$s prosduksi atau pe$masaran hanya saja pe$laku usaha 

itu me$mbe$rikan modal untuk produksi atau me$nye$diakan barang atau jasa, inve$stor 

misalnya. Dan pe$laku usaha yang me$mbuat produknya se$ndiri atau me$nye$diakan layanan 

se$suai de$ngan ke$butuhan konsume$n jasa pe$ngiriman, dan pe$ndidikan. Se$lain itu pe$laku 

usaha pe$mbe$ri barang atau jasa yang me$njadi pe$rantara antara produse$n dan konsume$n 

akhir, misalnya pe$rusahaan logistik yang me$ngirimkan barang ke$ konsume$n. 

 

B. Ke$wajiban Pe$laku Usaha 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 juga me$ngatur ke$wajiban-ke$wajiban yang harus 

dipe$nuhi ole$h pe$laku usaha se$bagai ke$se$imbangan atas hak-hak konsume$n dalam Pasal 7 

me$nyatakan bahwa ke$wajiban pe$laku usaha adalah:  

a) be$ritikad baik dalam me$lakukan ke$giatan usahanya;  

b) me$mbe$rikan informasi yang be$nar, je$las dan jujur me$nge$nai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa se$rta me$mbe$ri pe$nje$lasan pe$nggunaan, 

pe$rbaikan dan pe$me$liharaan;  

c) me$mpe$rlakukan atau me$layani konsume$n se$cara be$nar dan jujur se$rta 

tidak diskriminatif;  

d) me$njamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

dipe$rdagangkan be$rdasarkan ke$te$ntuan standar mutu barang dan/atau 

jasa yang be$rlaku;  

e) me$mbe$ri ke$se$mpatan ke$pada konsume$n untuk me$nguji, dan/atau 

me$ncoba barang dan/atau jasa te$rte$ntu se$rta me$mbe$ri jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang dipe$rdagangkan;  

f) me$mbe$ri kompe$nsasi, ganti rugi dan/atau pe$nggantian atas ke$rugian 

akibat pe$nggunaan, pe$makaian dan pe$manfaatan barang dan/atau jasa 

yang dipe$rdagangkan;  

g) me$mbe$ri kompe$nsasi, ganti rugi dan/atau pe$nggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang dite$rima atau dimanfaatkan tidak se$suai de$ngan 

pe$rjanjian. 

Be$rdasarkan pasal te$rse$but, je$las bahwa pe$laku usaha harus me$nge$de$pankan itikad 

se$bagai ke$wajiban utama dan pe$rtama. Ahmadi dan Sutarman me$ne$rangkan be$rdasarkan 

UUPK bahwa kare$na itikad baik me$ncakup se$mua tahapan bisnis, mulai dari 

de$sain  produksi barang hingga pe$njualan, jasa pe$ngiriman barang yang instan. De$ngan 

de$mikian, tanggung jawab utama pe$laku usaha adalah be$ritikad baik. Se$baliknya, 

 
62 Ibid. 
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konsume$n hanya diharuskan be$ritikad baik saat me$mbe$li/me$nggunakan barang/jasa.63 

Itikad baik pe$laku usaha adalah prinsip dasar yang me$ngarahkan pe$laku usaha untuk 

be$rtindak jujur, adil, dan be$rtanggung jawab dalam se$tiap aktivitasnya de$ngan tujuan 

me$mbangun hubungan yang se$hat dan saling me$nguntungkan antara me$re$ka dan 

konsume$n me$re$ka. 

Itikad baik pe$laku usaha be$rarti be$rtindak se$cara transparan je$las dan sudah diatur, 

be$rtanggung jawab de$ngan me$mbe$rikan kompe$nasi ganti rugi pe$nge$mbalian uang atau 

pe$nggantian barang baru, dan be$rkomitme$n untuk me$nye$le$saikan masalah ke$hilangan 

barang konsume$n. De$ngan me$nunjukkan itikad baik, pe$laku usaha tidak hanya me$matuhi 

hukum te$tapi juga me$njaga ke$pe$rcayaan konsume$n dan re$putasi usahanya. 

 

2.1.3 Konse$p Ke$rugian 

A. Pe$nge$rtian Ke$rugian 

Ke$rugian yang dimaksud dalam Kamus Be$sar Bahasa Indone$sia adalah kondisi 

dimana se$orang tidak me$ndapatkan ke$untungan dari apa yang te$lah me$re$ka ke$luarkan. 

Ke$rugian ini timbul kare$na hadirnya wanpre$stasi dari salah satu pihak antara konsume$n 

atau pe$laku usaha. Wanpre$stasi adalah dimana pihak tidak me$lakukan pre$stasinya de$ngan 

baik. Se$bagaimana yang te$lah dite$rangkan dalam pasal 1246 KUHPe$rdata, maka ganti 

ke$rugian te$rse$but te$rdiri dari 3 unsur :64 

1. Biaya, Biaya adalah se$gala pe$nge$luaran atas pe$ngongkosan yang nyata-nyata te$lah 

dike$luarkan ole$h kre$ditur.  

2. Bunga, bunga adalah se$gala ke$rugian yang be$rupa ke$hilangan ke$untungan yang sudah 

dibayangkan atau yang sudah dipe$rhitungkan se$be$lumnya. 

3. Rugi, Ganti rugi itu harus dihitung be$rdasarkan nilai uang dan harus be$rbe$ntuk uang. 

Ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanpre$stasi itu hanya bole$h dipe$rhitungkan 

be$rdasar se$jumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk me$nghindari te$rjadinya ke$sulitan 

dalam pe$nilaian jika harus diganti de$ngan cara lain. Se$lain itu ilmu hukum juga dike$nal 

be$be$rapa kate$gori ganti rugi antara lain :65 

a) Ganti Rugi Nominal  

Ganti rugi nominal adalah ganti rugi yang dibe$rikan se$jumlah uang, me$skipun 

se$be$narnya ke$rugian tidak dapat dihitung de$ngan uang, bahkan mungkin tidak ada 

ke$rugian mate$riil sama se$kali.  

b) Ganti Rugi Pe$nghukuman 

Ganti rugi pe$nghukuman be$rfungsi se$bagai hukuman bagi pe$laku dan te$rdiri dari 

ganti rugi yang le$bih be$sar daripada ke$rugian yang se$be$narnya. 

c) Ganti Rugi Aktual 

Ganti rugi aktual adalah je$nis ganti rugi yang dapat dihitung de$ngan mudah dan 

didasarkan pada ke$rugian yang be$nar-be$nar dide$rita se$cara nyata.  

d) Ganti Rugi Campur Aduk 

Ini adalah je$nis strate$gi yang be$rbe$da di mana pihak kre$ditur be$rusaha untuk 

me$ningkatkan haknya jika pihak de$bitur tidak me$lakukan apa-apa dan me$ngurangi atau 

me$nghilangkan ke$wajibannya jika pihak lain dalam kontrak te$rse$but me$nggugatnya.  

 

B. Je$nis Ke$rugian 

Untuk me$milih tindakan hukum atau pe$nye$le$saian yang te$pat, pe$nting untuk 

me$mahami je$nis ke$rugian. Je$nis ke$rugian yang dialami konsume$n akan me$me$ngaruhi 

 
63 E Wijaya Gunawan, Ibid, Hal. 24. 
64 Munir Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

Hal. 223 
65 Ibid, Hal. 224. 
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cara pe$ngajuan klaim, je$nis ganti rugi, dan cara pe$nye$le$saian me$lalui prose$s hukum atau 

non-litigasi. 

Ke$rugian dalam hukum pe$rdata dapat dibagi me$njadi 2 (dua) klasifikasi, 

yakni ke$rugian mate$ril dan ke$rugian immate$ril.66  

1) Ke$rugian mate$ril adalah ke$rugian yang se$cara nyata dide$rita ole$h konsume$n, ke$rugian 

ini dapat diukur se$cara langsung dalam be$ntuk uang se$rta ke$hilangannya barang 

be$rharga. Riki Pe$rdana be$rpe$ndapat dalam artike$l "Pe$rluasan Ruang Lingkup 

Ke$rugian Immate$rial". Ia me$nye$butkan bahwa ke$rugian mate$riil adalah ke$rugian 

yang se$nyatanya dide$rita dan dapat dihitung be$rdasarkan nominal uang, se$hingga 

pe$nilaian dilakukan se$cara obje$ktif ke$tika tuntutan mate$riil dite$rima ole$h hakim.67 

2) Ke$rugian immate$riil adalah ke$rugian yang dise$babkan ole$h pe$langgaran hukum yang 

tidak dapat dibuktikan, dipulihkan ke$mbali, dan me$nye$babkan ke$hilangan 

ke$se$nangan hidup se$me$ntara, ke$takutan, sakit, dan te$rke$jut, se$hingga tidak dapat 

dihitung se$cara uang.68 Ke$rugian immate$ril yang ke$rugian atas manfaat atau 

ke$untungan yang mungkin dite$rima di ke$mudian hari, ke$rugian ini se$baliknya dari 

ke$rugian mate$riil bahwa ke$rugian ini bukan dalam be$ntuk uang te$tapi e$mosional dan 

be$ban me$ntal. 

Be$rdasarkan pasal 19 ayat (4) UU pe$rlindungan konsume$n, ganti rugi tidak 

me$nghilangkan ke$mungkinan tuntutan pidana be$rdasarkan pe$mbuktian le$bih lanjut 

adanya unsur ke$salahan. Ole$h kare$na itu, tanggung jawab pe$laku usaha dibagi me$njadi 

dua bagian: pe$rdata (hukum privat) tanggung jawab pe$laku usaha ke$pada konsume$n 

akibat barang kiriman konsume$n yang hilang dan pidana (hukum publik) se$pe$rti 

pe$alanggaran me$lawan hukum yang se$kiranya me$rugikan konsume$n. 

 

2.1.5 Konse$p Jasa Pe$ngirim Barang  

A. Pe$nge$rtian Jasa Pe$ngiriman Barang  

Jasa pe$ngiriman barang me$nurut Pe$raturan Me$nte$ri Pe$rhubungan Re$publik Indone$sia 

Nomor 74 Tahun 2021 te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Angkutan Barang Pasal 1 Ayat (7): "Jasa 

pe$ngiriman barang adalah pe$nye$diaan angkutan barang me$lalui darat, laut, dan udara 

ole$h pe$rusahaan yang be$rope$rasi se$cara kome$rsial se$suai de$ngan pe$raturan pe$rundang-

undangan." 

Jasa pe$ngiriman barang atau dise$but e$kspe$disi adalah layanan pe$ngiriman barang 

yang me$layani pe$ngiriman barang dalam jumlah be$sar maupun ke$cil de$ngan me$ne$ntukan 

tarif be$rdasarkan be$rat, volume$, dan jarak pe$ngiriman. Layanan e$kspe$disi me$ngurus 

se$luruh prose$s pe$ngiriman, mulai dari pe$ngambilan, pe$nge$masan, pe$ngiriman, dan 

pe$ngantaran barang ke$ tujuan akhir. Jasa e$kspe$disi dapat me$me$nuhi ke$butuhan be$rbagai 

je$nis barang be$rkat jaringan logistik yang luas dan be$rbagai je$nis armada.69 

Me$nurut Suyono me$nye$butkan bahwa badan usaha yang be$rtujuan me$mbe$rikan jasa 

pe$layanan atau pe$ngurusan atau se$luruh ke$giatan yang dipe$rlukan untuk te$rlaksananya 

 
66 Wagino, 2021. “Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, Selengkapnya, “Tinjauan 

terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (kemenkeu.go.id)” diakses pada 09 Juli 2024 pada pukul 23.09 

WIB. 
67 Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial", 

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-

oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h, diakses pada 20 Januari 2025, pukul 23:09 WIB. 
68 Ibid. 
69 Baca website PT. Lalamove, https://www.lalamove.com/id/blog/jasa-ekspedisi-adalah/ , diakses pada 

kamis, 19 November 2024, pukul 14.14 WIB. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html%22
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html%22
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-raya-waruwu-s-h-m-h
https://www.lalamove.com/id/blog/jasa-ekspedisi-adalah/
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pe$ngiriman, pe$ngangkutan, dan pe$ne$rimaan barang de$ngan me$nggunakan multimodal 

transportasi baik darat, laut, maupun udara dise$but se$bagai jasa pe$ngiriman barang.70 

Se$lain itu prose$s pe$nyampaian nilai me$lalui pe$rpindahan produk atau barang dari 

produse$n ke$ konsume$n de$ngan siste$m yang te$rinte$grasi adalah de$finisi jasa pe$ngiriman 

barang, me$nurut Kotle$r dan Ke$lle$r.71 

Be$rdasarkan de$finisi para ahli jasa pe$ngiriman barang me$rupakan layanan pe$ngiriman 

barang de$ngan jumlah be$sar atau ke$cil yang dime$ne$ntukan tarif be$rdasarkan be$rat, 

volume$, dan jarak pe$ngiriman de$ngan multimodal transportasi darat, laut maupun udara 

untuk te$rlaksananya pe$ngiriman barang sampai ke$tujuan akhir se$hingga dapat me$me$nuhi 

ke$butuhan yang me$lalui pe$rpindahan produk atau barang dari produse$n ke$ konsume$n 

de$ngan siste$m yang te$rinte$grasi. 

 

B. Prinsip Tanggung Jawab Jasa Pe$ngiriman Barang 

Tanggung jawab adalah ke$tika se$se$orang me$nyadari apa yang me$re$ka lakukan, baik 

se$cara se$ngaja atau tidak se$ngaja. Dalam kasus di mana pihak pe$ngangkut me$langgar hak 

pe$ngirim, pe$ngirim harus be$rhati-hati dalam me$ne$ntukan siapa yang be$rtanggung jawab 

dan se$be$rapa be$sar tanggung jawabnya pihak pe$ngangkut dalam me$ngirimkan barang.72 

Pihak jasa pe$ngiriman be$rke$wajiban me$mbe$rikan tanggung jawab ke$pada konsume$n 

kare$na se$cara te$lah dirugikan atas hak-haknya, te$rkait bagaimana pe$rtanggung jawaban 

pe$laku usaha apakah se$suai de$ngan hukum atau tidaknya se$lagi itu bisa dise$le$saikan 

se$cara se$pakat.  

Pasal 19 Undang-Undang Pe$rlindungan Konsume$n juga me$ngatur te$ntang tanggung 

jawab bagi pe$laku usaha te$rdapat didalamnya adalah : 

1) Pe$laku usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi atas ke$rusakan, 

pe$nce$maran, dan/atau ke$rugian konsume$n akibat me$ngkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipe$rdagangkan. 

2) Ganti rugi se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be$rupa 

pe$nge$mbalian uang atau pe$nggantian barang dan/atau jasa yang se$je$nis 

atau se$tara nilainya, atau pe$rawatan ke$se$hatan dan/atau pe$mbe$rian 

santunan yang se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan 

yang be$rlaku  

3) Pe$mbe$rian ganti rugi dilaksanakan dalam te$nggang waktu 7 (tujuh) hari 

se$te$lah tanggal transaksi. 

4) Pe$mbe$rian ganti rugi se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak me$nghapuskan ke$mungkinan adanya tuntutan pidana be$rdasarkan 

pe$mbuktian le$bih lanjut me$nge$nai adanya unsur ke$salahan. 

5) Ke$te$ntuan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak be$rlaku 

apabila pe$laku usaha dapat me$mbuktikan bahwa ke$salahan te$rse$but 

me$rupakan ke$salahan konsume$n. 

Ke$te$ntuan dalam ayat (1) dan (2) pe$mbe$rian ganti rugi yang dilakukan ole$h Pe$laku 

usaha te$rhadap konsume$n de$ngan nilai yang se$tara atau se$je$nisnya, maka yang 

be$rtanggung jawab dalam hal ini adalah jasa pe$ngiriman barang harus me$mbe$rikan 

kompe$nsasi ganti rugi te$rhadap konsume$n dikare$nakan drive$r yang me$mbawa kabur 

barang milik konsume$n.  

 
70 Suyono. (2003). Manajemen Logistik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 
71 Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). New Jersey: Pearson Education. 
72 Edy Prasetyo, Arief Budiono, and Jan Alizea Sybelle, ‘Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi 

Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak’, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5.1 (2024), pp. 29–

43,  
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Luas tanggung jawab pihak jasa pe$ngiriman se$lain te$rdapat di dalam Undang-Undang 

Pe$rlindungan Konsume$n dite$ntukan juga dalam KUHPe$rdata pada Pasal 1236 yang 

be$rbunyi “De$bitur wajib me$mbe$ri ganti biaya, ke$rugian dan bunga ke$pada kre$ditur bila 

ia me$njadikan dirinya tidak mampu untuk me$nye$rahkan barang itu atau tidak 

me$rawatnya de$ngan se$baik-baiknya untuk me$nye$lamatkannya” dan Pasal 1246 yang 

be$rbunyi “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang dapat dituntut kre$ditur, te$rdiri atas ke$rugian 

yang te$lah dide$ritanya dan ke$untungan yang se$dianya dapat dipe$role$hnya, tanpa 

me$ngurangi pe$nge$cualian dan pe$rubahan yang dise$but di bawah ini”.73 

Tanggung jawab pe$ngangkut dalam pe$rjanjian pe$ngangkutan barang diatur ole$h 

hukum, te$rmasuk ke$te$ntuan yang dite$mukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Dagang (KUHD) di Indone$sia, khususnya Pasal 468 dan 477 KUHD. Pasal 468 KUHD 

me$nyatakan bahwa Pe$rjanjian pe$ngangkutan me$njanjikan pe$ngangkut untuk me$njaga 

ke$se$lamatan barang yang harus diangkut dari saat pe$ne$rimaan sampai saat 

pe$nye$rahannya. Pe$ngangkut harus me$ngganti ke$rugian kare$na tidak me$nye$rahkan 

se$luruh atau se$bagian barangnya atau kare$na ada ke$rusakan, ke$cuali bila Ia me$mbuktikan 

bahwa tidak dise$rahkannya barang itu se$luruhnya atau se$bagian atau ke$rusakannya itu 

adalah akibat suatu ke$jadian yang se$layaknya tidak dapat dice$gah atau dihindarinya, 

akibat sifatnya, ke$adaannya atau suatu cacat barangnya se$ndiri atau akibat ke$salahan 

pe$ngirim. Ia be$rtanggung jawab atas tindakan orang yang dipe$ke$rjakannya, dan te$rhadap 

be$nda yang digunakannya dalam pe$ngangkutan itu. 

Se$lanjutnya pada Pasal 477 KUHD Pe$ngangkut be$rtanggung jawab untuk ke$rugian 

yang dise$babkan ole$h pe$nye$rahan barang yang te$rlambat, ke$cuali bila ia me$mbuktikan, 

bahwa ke$te$rlambatan itu adalah akibat suatu ke$jadian yang se$layaknya tidak dapat 

dice$gah atau dihindarinya.  

Dalam kasus hukum pe$ngangkutan dan pe$rlindungan konsume$n, te$rdapat 5 prinsip 

tanggung jawab:  

1. Prinsip Tanggung Jawab Be$rdasarkan Unsur Ke$salahan 

Me$nurut konse$p hukum yang dike$nal se$bagai prinsip tanggung jawab be$rdasarkan 

unsur ke$salahan, pihak jasa pe$ngiriman hanya dapat dituntut pe$rtanggungjawaban hukum 

jika pe$rbuatannya me$ngandung unsur ke$salahan, yaitu jika tindakan te$rse$but dilakukan 

de$ngan se$ngaja atau kare$na ke$lalaian. 

Pihak jasa pe$ngiriman barang baru dimintai pe$rtanggungjawaban se$cara hukum jika 

pihaknya me$lakukan ke$salahan yang me$miliki unsur-unsurnya. Pasal 1365 Kitab 

Undang-undang Hukum Pe$rdata, yang biasanya dise$but se$bagai pasal te$ntang pe$rbuatan 

me$lawan hukum, me$ne$tapkan bahwa e$mpat e$le$me$n utama harus dipe$nuhi.74 

1) Adanya pe$rbuatan;  

2) Adanya unsur ke$salahan;  

3) Adanya ke$rugian yang dide$rita;  

4) Adanya hubungan kausalitas antara ke$salahan dan ke$rugian 

Ini dianggap adil kare$na hanya pihak jasa pe$ngiriman yang be$rsalah yang akan 

dihukum. De$ngan hukuman ini pihak jasa pe$ngiriman akan be$rpikir dua kali se$be$lum 

me$lakukan se$suatu yang dapat me$rugikan konsume$n. Prinsip ini me$mbe$rikan ke$rangka 

ke$rja yang je$las dalam me$ne$ntukan siapa yang be$rtanggung jawab atas suatu pe$rbuatan 

yang me$rugikan orang lain. 

 

2. Prinsip Tanggung Jawab Praduga Se$lalu Be$rtanggung Jawab 

 
73 Marcella, Andriyanto, Ibid, Hal. 122. 
74 Hermawan Lumba and Sumiyati, ‘Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 8, 

2014, pp. 73 
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Me$nurut prinsip hukum yang dike$nal se$bagai "tanggung jawab praduga se$lalu 

be$rtanggung jawab", pihak te$rte$ntu dianggap be$rtanggung jawab atas suatu ke$rugian atau 

ke$rusakan, te$rle$pas dari ke$salahan atau ke$lalaian me$re$ka. De$ngan kata lain, tanggung 

jawab untuk me$mbuktikan dibalikkan. Bukan pihak yang dirugikan yang harus 

me$mbuktikan bahwa pihak yang me$nye$babkan ke$rugian adalah yang salah; se$baliknya, 

pihak yang dituduh harus me$mbuktikan bahwa dia tidak be$rsalah. He$rmawan dan 

Sumiyanti me$ngide$ntifikasi e$mpat variasi yang be$rkaitan de$ngan prinsip tanggung jawab 

ini.75 

1) Pihak jasa pe$ngiriman dapat dibe$baskan dari tanggung jawab jika dapat me$mbuktikan 

bahwa ke$rugian dise$babkan ole$h hal-hal di luar ke$kuasaannya.  

2) Jika pihak jasa pe$ngiriman dapat me$mbuktikan bahwa me$re$ka be$rtanggung jawab, 

pe$ngangkut dapat dibe$baskan dari tanggung jawab jika me$re$ka me$ngambil tindakan 

yang dipe$rlukan untuk me$nce$gah ke$rugian; 

3) Pihak jasa pe$ngiriman dapat me$mbe$baskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 

me$mbuktikan, ke$rugian yang timbul bukan kare$na ke$salahannya; 

4) Tidak be$rtanggung jawab pihak jasa pe$ngiriman jika barang yang diangkut rusak 

kare$na ke$salahan pe$numpang atas kualitas barang atau me$milihi ke$ndaraan yang 

tidak se$suai de$ngan layanan barangnya. 

Dalam prinsip ini pihak jasa pe$ngirim barang me$mbuktikan jika pihaknya tidak 

be$rsalah me$lainkan ke$lalaian dari konsume$n, maka pihak jasa pe$ngiriman dibe$baskan 

dalam prinsip ini. 

 

3. Prinsip Tanggung Jawab Praduga Tidak Se$lalu Be$rtanggung Jawab 

Prinsip tanggung jawab praduga tidak se$lalu be$rtanggung jawab be$rbe$da de$ngan 

prinsip tanggung jawab praduga se$lalu be$rtanggung jawab, yang me$nyatakan bahwa 

pihak jasa pe$ngiriman barang dianggap tidak be$rsalah atas ke$rugian atau ke$rusakan 

konsume$n hingga te$rbukti se$baliknya. Prinsip ini dianggap le$bih adil kare$na tidak 

langsung me$mbe$bankan pihak jasa pe$ngiriman barang tanpa bukti yang cukup untuk 

be$rtanggung jawab. Konsume$n me$mbuktikan jika dirinya me$rasa dirugikan atas barang 

yang hilang de$ngan be$be$rapa bukti se$pe$rti nota, re$si pe$ngiriman, bukti pe$mbayaran, foto 

atau vide$o barang, surat ke$te$rangan dari pihak ke$polisian.  

 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak me$ngatakan bahwa pihak jasa pe$ngiriman dapat 

be$rtanggung jawab atas ke$rugian konsume$n yang ditimbulkan se$lama prose$s 

pe$ngiriman tanpa ada bukti ke$salahan atau ke$lalaian. De$ngan kata lain, itu cukup untuk 

me$nuntut pe$rtanggungjawaban hanya kare$na ada ke$rugian. 

Prinsip ini me$nurut Shidarta tanggung jawab mutlak umumnya digunakan untuk 

"me$nje$rat" pe$laku usaha, te$rutama produse$n barang yang me$rugikan konsume$n. 

Me$skipun de$mikian, Abdulkadir Muhammad be$rpe$ndapat bahwa prinsip ini dapat 

dite$rapkan dalam pe$rjanjian jika ke$dua be$lah pihak me$nginginkannya, me$skipun tidak 

diatur dalam undang-undang.76 Konse$p hukum tanggung jawab mutlak pe$nting untuk 

me$lindungi konsume$n dan me$mastikan pe$laku usaha be$rtanggung jawab jasa yang 

me$re$ka tawarkan, se$rta me$mbe$rikan ke$pastian hukum bagi konsume$n dan me$ndorong 

pe$laku usaha untuk jasa pe$ngiriman yang aman. 

  

 
75 Ibid. 
76 Mahfiroh. Hal. 244 
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5. Prinsip Tanggung Jawab De$ngan Pe$mbatasan 

Pe$laku usaha dapat me$nggunakan prinsip tanggung jawab de$ngan pe$mbatasan untuk 

me$nge$lola risiko hukum. Namun, ini harus dite$rapkan de$ngan hati-hati dan je$las agar 

tidak me$rugikan konsume$n atau me$langgar ke$te$ntuan hukum yang ada. Adapun pada 

prinsip ini yang dapat dite$rapkan, tujuan pe$mbatasan tanggung jawab pe$ngiriman barang 

harus me$me$nuhi ke$te$ntuan hukum yang be$rlaku diantaranya; 

a) Me$lindungi Pe$nye$dia Jasa Pe$ngiriman 

b) Me$nye$diakan Ke$pastian Hukum 

c) Me$ndorong Pe$ngguna untuk Me$nye$diakan Asuransi 

d) Me$nghindari Pe$nyalahgunaan Layanan 
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2.2 Kerangka Pemikiran 
 

 

RUANG LINGKUP 

RUMUSAN MASALAH 

 

1. Bagaimana perlindungan 

hukum konsumen atas barang 

yang hilang melalui jasa layanan 

Lalamove ? 

 

2. Bagaimana pertanggung 

jawaban pelaku usaha Lalamove 

atas hilangnya barang milik 

konsumen ? 

LANDASAN TEORI 

1. Teori Perlindungan Hukum 

2. Teori Tanggung Jawab Hukum 

3. Teori Kepastian Hukum 

Yuridis Empiris, 

Analisis Deskriptif 

Hasil Penelitian 

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  

ATAS HILANGNYA BARANG KIRIMAN  

MELALUI LAYANAN JASA PENGIRIMAN LALAMOVE 

OBJEK PENELITIAN  

 

PT. Lalamove Logistik Indonesia 

 

INFORMAN 

 

Mitra Driver Lalamove 
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2.3 Tinjauan Peneliti Terdahulu 

 

No Judul Penyusun, Tahun Permasalahan Pembahasan Perbedaan 

1 Pe$rlindungan konsume$n 

te$rhadap pe$ngguna jasa 

e$kspe$disi 

Nina Juwitasari, dkk 

2021. 

Me$nganalisis dan 

me$nge$tahui pe$ne$rapan 

prose$dur pe$ngajuan klaim 

asuransi pada J&T 

E$xpre$ss Cabang 

Te$mbalang te$rhadap 

barang kiriman yang 

me$ngalami ke$lalaian pada 

saat pe$ngiriman barang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me$nganalisis dan 

me$nge$tahui pe$ne$rapan 

prose$dur pe$ngajuan klaim 

asuransi pada J&T E$xpre$ss 

Cabang Te$mbalang 

te$rhadap barang kiriman 

yang me$ngalami ke$lalaian 

pada saat pe$ngiriman 

barang. Me$mbahas 

ke$tidakse$suaian pe$ne$rapan 

ke$absahan klaim asuransi 

yang diajukan ole$h 

konsume$n be$rdasarkan 

Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1999 te$ntang 

Pe$rlindungan Konsume$n. 

Me$tode$ pe$ne$litian yang 

digunakan adalah yuridis 

normatif. Hasil pe$ne$litian 

dapat disimpulkan 

pe$nanganan kasus te$rhadap 

pe$ngaduan konsume$n 

me$nge$nai klaim asuransi 

te$ntang ke$te$rlambatan 

pe$ngiriman barang 

dilakukan de$ngan me$diasi 

antara le$mbaga 

pe$rlindungan konsume$n 

1. Me$tode$ pe$ne$litian 

se$be$lumnya 

me$nggunakan me$tode$ 

pe$ne$litian yuridis 

normatif yang me$ngacu 

pada hukum dan 

pe$raturan pe$rundang-

undangan yang be$rlaku, 

se$dangkan pada pe$ne$litian 

ini me$nggunakan me$tode$ 

pe$ne$litian yuridis e$mpiris 

yang dilakukan de$ngan 

cara me$ngkaji ke$adaan 

se$be$narnya yang te$rjadi 

masyarakat. 

2. Pe$ne$liti se$be$lumnya 

me$mbahas pada prose$dur 

pe$ngajuan klaim asuransi 

pe$rusahaan e$kspe$disi J&T 

E$xpre$ss dan me$mpunyai 

karyawan atau dise$but 

kurir yang me$ngantarkan 

barang tidak ada campur 

tangan dalam pe$ngiriman, 

se$dangkan pada pe$ne$litian 

ini me$mbahas te$ntang 

bagaimana pe$rtanggung 

jawaban pe$laku usaha PT. 
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de$ngan konsume$n se$rta 

pe$laku usaha. 

Lalamove$ yang 

me$ngantarkan barangnya 

adalah mitra dari Drive$r 

Lalamove$ se$kaligus 

statusnya adalah bukan 

karyawan atau dise$but 

adanya pihak ke$tiga 

dalam me$nggunakan jasa 

ini. 

2 Pe$rlindungan hukum 

te$rhadap barang kiriman 

konsume$n pe$ngguna jasa 

go-se$nd instant courie$r 

me$lalui tokope$dia 

Rochati Mahfiroh, 2020. Ke$hilangan barang titipan 

konsume$n yang me$me$san 

barang me$lalui Tokope$dia 

yang te$lah be$ke$rja sama 

de$ngan Go-Je$k atas jasa 

pe$ngiriman barang 

me$lalui layanan Go-Se$nd 

Instant Courie$r dan 

dibawa kabur ole$hnya 

Pe$rtanggung jawaban 

pe$laku usaha Tokope$dia 

dan Go-Je$k atas ke$amanan 

barang kiriman konsume$n 

dalam pe$ngangkutan 

barang me$lalui jasa Go-

Se$nd instan courie$r de$ngan 

me$nganut dari be$be$rapa 

prinsip tanggung jawab, 

se$rta me$mbahas konsume$n 

me$ngambil langkah hukum 

atas ke$rugiannya yang 

dialami, mulai dari 

pe$nye$le$saian sangke$ta 

litigasi maupun nonlitigasi.  

Pada pe$ne$liti te$rdahulu dalam 

jurnalnya be$rfokus pada 

subje$k pe$ne$litian yaitu 

Tokope$dia, Go-Je$k, dan 

Drive$r Go-Se$nd Instant 

Courie$r, se$dangkan pada 

pe$ne$litian ini subje$k 

pe$ne$litiannya adalah PT. 

Lalamove$ dan Mitra Drive$r 

Lalamove$. 

 

 

3 Pe$rlindungan Konsume$n 

Jasa Pe$ngiriman Barang 

Dalam Hal Te$rjadi 

Ke$te$rlambatan 

Pe$ngiriman Barang 

Aisyah Ayu Musyafah, 

dkk. 2018. 

Ke$te$rlambatan barang 

yang mana ke$rugiannya 

bisa me$ncakup hal yang 

imate$riil, maka pe$laku 

usaha se$harusnya bisa 

me$mbe$rikan tanggung 

jawab agar konsume$n 

Tanggung Jawab Pe$laku 

Usaha Atas Ke$te$rlambatan 

Pe$ngiriman Barang 

ke$te$rlambatan yang 

dise$babkan ole$h ke$lalaian 

karyawan. Apabila te$rjadi 

force$ maje$ure$, pe$ngirim 

barang tidak akan 

Pe$ne$liti se$be$lumnya 

me$mbahas pada wanpre$stasi 

ke$te$rlambatan barang dalam 

pe$ngiriman dan subje$k 

pe$ne$litiannya adalah 

pe$rusahaan jasa pe$ngiriman 

barang diantaranya yaitu PT. 

Pos Indone$sia (Pe$rse$ro), Tiki 
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tidak te$rlalu me$rasa 

dirugikan. 

me$ndapatkan ganti 

ke$rugian. Ke$lalaian yang 

dilakukan ole$h karyawan 

jasa pe$ngiriman barang ini 

dikatakan se$bagai 

wanpre$stasi. 

dan Tiki JNE$, se$dangkan 

be$rbe$da de$ngan pe$nilitian 

saat ini le$bih be$rfokus ke$pada 

tanggung jawab pihak pe$laku 

usaha kare$na te$rjadinya 

ke$hilangan barang, dalam 

konte$k ke$te$rlambatan dan 

ke$hilangan sangatlah be$rbe$da 

dalam pe$nye$le$saian hukum. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 
3.1 PT. Lalamove 

3.1.1 De$skripsi PT. Lalamove$ 

Lalamove$ adalah platform pe$ngiriman on-de$mand yang didirikan di Hongkong pada 

tahun 2013, hadirnya platform Lalampve$ ini de$ngan misi untuk me$mbe$rdayakan 

komunitas de$ngan me$mbuat pe$ngiriman ce$pat, se$de$rhana dan te$rjangkau. Hanya de$ngan 

se$kali klik, individu, UMKM dan pe$rusahaan dapat me$ngakse$s armada ke$ndaraan 

pe$ngiriman yang luas dan diope$rasikan ole$h mitra pe$nge$mudi profe$sional. 

Didukung ole$h te$knologi, kami me$nghubungkan pe$ngguna, ke$ndaraan, muatan dan 

jalan, me$ngirimkan barang-barang pe$nting dan me$mbe$rikan manfaat untuk komunitas 

lokal di 13 pasar di Asia, Ame$rika Latin, dan E$ropa, Timur Te$ngah dan Afrika (E$ME$A). 

Lalamove$ me$masuki pasar Indone$sia pada tahun 2018. 

Pe$rusahaan te$rse$but be$rope$rasi di kota-kota be$lahan Asia dan Ame$rika Latin yang 

me$nghubungan le$bih dari 7 juta pe$ngguna de$ngan le$bih dari 700.000 sopir pe$ngiriman. 

Layanan Lalamove$ kini te$rse$dia di Hong Kong, Taipe$i, Singapura, Kuala Lumpur, 

Manila, Ce$bu, Bangkok, Pattaya, Ho Chi Minh City, Hanoi, Jakarta, Pune$, De$lhi, 

Che$nnai, Mumbai, Hyde$rabad, Ahme$dabad, Be$ngaluru, São Paulo, Rio de$ Jane$iro dan 

Me$xico City.77 

Di te$ngah e$ra digital yang be$rke$mbang pe$sat se$pe$rti se$karang, ke$butuhan akan layanan 

pe$ngiriman barang yang ce$pat, praktis, dan aman se$makin me$ningkat. Ole$h kare$na itu, 

Lalamove$ hadir se$bagai solusi untuk me$njawab se$rta me$me$nuhi ke$butuhan te$rse$but. 

Se$lain jasa pe$ngiriman barang, Lalamove$ juga se$lalu siap se$dia untuk me$me$nuhi 

ke$butuhan para pe$ngguna de$ngan jasa pindahan rumah. De$ngan me$nggunakan 

Lalamove$, pindahan rumah juga akan se$makin mudah kare$na be$rbagai macam pilihan 

armada dan mudah untuk pe$me$sanannya. 

De$ngan me$nyajikan layanan pe$ngiriman instan on-de$mand de$ngan be$rbagai 

ke$unggulan, me$njadikan aplikasi Lalamove$ se$karang ini se$bagai platform yang te$rtanam 

di be$nak konsume$n se$bagai jasa pe$ngiriman barang instan dan juga jasa pindahan rumah 

yang handal. Me$nyajikan layanan pe$ngiriman hampir se$mua je$nis barang Lalamove$ bisa 

jadi solusi, mulai dari parse$l ke$cil, buke$t bunga, makanan, hingga furniture$ dan me$sin 

industri. Asalkan barang te$rse$but tidak ile$gal dan me$langgar hukum. 

Siste$m ke$amanan Lalamove$ me$ngubah me$tode$ pe$lacakan tradisional jasa pe$ngiriman 

de$ngan kode$ dan angka me$njadi siste$m pe$lacakan re$al time$ di aplikasi maupun we$bsite$. 

Konsume$n bisa de$ngan mudah me$nge$tahui posisi barang yang dikirimkan dari waktu ke$ 

waktu tanpa pe$rlu khawatir barang yang konsume$n kirim sampai ke$ tangan yang salah. 78 

Konsume$n bisa me$mastikan barang yang dikirimkan ole$h mitra drive$r Lalamove$ de$ngan 

me$nge$ce$k di platform Lalamove$ se$hingga konsume$n bisa me$mantau dan tanpa pe$rlu 

khawatir atas barang miliknya. 

 

3.1.2 Hubungan Hukum Antara PT. Lalamove$ De$ngan Mitra Drive$r Dalam Pe$ngiriman 

Barang 

Hubungan hukum dapat muncul dari dua sumbe$r: yang pe$rtama adalah undang-

undang; dan yang ke$dua adalah pe$rjanjian antara dua pihak. Hubungan hukum antara PT. 

Lalamove$ de$ngan mitra drive$r dalam pe$ngiriman barang diatur se$cara hubungan hukum 

me$lalui pe$rjanjian ke$mitraan, se$suai de$ngan Pe$raturan Me$nte$ri Pe$rhubungan RI NO PM 

 
77 https://id.wikipedia.org/wiki/Lalamove diakses tanggal 24 November 2024, pukul 09.52 WIB. 
78 Website resmi PT. Lalamove tentang Blog https://www.lalamove.com/id/blog/jasa-pengiriman-

lalamove/. Diakses tanggal 24 November 2024, pukul 10.07 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/layanan/jasa-angkut-barang-pindahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Lalamove%22
https://www.lalamove.com/id/blog/jasa-pengiriman-lalamove/%22
https://www.lalamove.com/id/blog/jasa-pengiriman-lalamove/%22
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12 Tahun 2019 Pasal 15 bahwa hubungan hukum antara pe$rusahaan aplikasi de$ngan 

pe$nge$mudi me$rupakan hubungan ke$mitraan. Pe$rjanjian ini me$miliki be$be$rapa 

karakte$ristik hukum yang pe$rlu dipe$rhatikan kare$na hubungan ini be$rbasis ke$mitraan dan 

bukan hubungan ke$te$nagake$rjaan.  

PT. Lalamove$ be$rtindak se$bagai pe$nye$dia layanan aplikasi digital yang 

me$nghubungkan konsume$n (pe$langgan) de$ngan mitra drive$r. layanan aplikasi digital 

Lalamove$ de$ngan me$nye$diakan infrastruktur te$knologi dan layanan pe$ndukung, se$pe$rti 

pe$me$taan rute$, pe$nghitungan biaya, dan siste$m pe$mbayaran, se$lain itu Lalamove$ be$rtindak 

se$bagai pe$mbe$ri ke$mitraan bukan pe$mbe$ri pe$ke$rja, se$dangkan Mitra drive$r bukanlah 

karyawan Lalamove$, me$lainkan pihak inde$pe$nde$n yang me$miliki ke$be$basan untuk 

me$ne$ntukan kapan dan be$rapa lama me$re$ka ingin be$ke$rja yang be$rtindak se$bagai pe$nye$dia 

layanan pe$ngangkutan barang konsume$n de$ngan me$nggunakan platform Lalamove$ untuk 

me$ndapatkan pe$nghasilan. 

Hubungan hukum antara PT. Lalamove$ de$ngan mitra drive$r dalam pe$ngiriman barang 

diatur se$cara hubungan hukum me$lalui pe$rjanjian ke$mitraan. Lalamove$ dan mitra drive$r 

be$rhubungan se$bagai ke$mitraan bisnis, bukan hubungan ke$rja. Ini be$rarti mitra drive$r 

tidak me$miliki hak-hak se$pe$rti karyawan (gaji te$tap, jaminan sosial, tunjangan, dll.), dan 

Lalamove$ tidak me$miliki ke$kuasaan hie$rarkis se$pe$rti atasan te$rhadap bawahan. Mitra 

drive$r me$miliki ke$be$basan ope$rasional, te$tapi te$tap harus me$matuhi aturan yang 

dite$tapkan dalam pe$rjanjian.  

Perjanjian kemitraan antara PT. Lalamove $ de$ngan mitra drive$r tidak secara eksplisit 

memberikan perlindungan hukum kepada driver atas risiko yang timbul dari pengiriman 

barang. Semua risiko yang terkait dengan pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh driver 

karena mereka dianggap sebagai pihak independen dan bukan karyawan.  

Lihat Syarat dan Ketentuan Lalamove Indonesia tentang perlindungan hukum dan 

tanggung jawab mitra driver dalam pengiriman barang. Menurut Ketentuan Layanan 

Bantuan79, Lalamove dan mitra pengiriman tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau 

kerusakan yang diderita oleh pelanggan atau pihak ketiga karena kinerja mitra, termasuk 

kecelakaan, kehilangan, atau kerusakan selama menyediakan layanan, termasuk cedera 

diri, kematian, dan kerusakan properti.  

 

3.1.3 Pe$ndaftaran dan Prose$s Pe$ngiriman Ole$h Mitra Drive$r Lalamove$ 

Pe$nulis me$lakukan wawancara de$ngan inisial S se$bagai drive$r Lalamove$ de$ngan 

me$nanyakan apa syarat me$njadi drive$r Lalamove$, informan me$ngatakan bahwa syarat 

me$njadi drive$r Lalamove$ harus te$rpe$nuhi be$be$rapa data baik se$cara langsung de$ngan 

datang ke$ kantor pusat yang be$rada Mandiri Inhe$alth Towe$r (Base$me$nt 1, Jl. Prof. DR. 

Satrio IV No.6 Kav. E$, Kuningan, Kare$t Kuningan, Ke$camatan Se$tiabudi, Kota Jakarta 

Se$latan, Dae$rah Khusus Ibukota Jakarta 12940 maupun tidak langsung yang me$lalui 

de$ngan platform Lalamove$. Calon mitra drive$r harus me$me$nuhi be$be$rapa data pribadi dan 

te$ntunya akan me$njadi syarat mitra drive$r Lalamove$ diantaranya : 

1) Ke$ndaraan pribadi roda dua maupun roda e$mpat yang layak pakai dan foto 

ke$ndaraannya tampak samping, de$pan dan be$lakang (plat ke$ndaraan te$rlihat je$las),  

2) SIM harus me$mpunyai surat izin me$nge$mudi yang masih be$rlaku, KTP, STNK,  

3) Foto profil calon mitra drive$r de$ngan tampak je$las tanpa pe$nutup apapun,  

4) Smartphone$ ios 11.0 ke$ atas atau android 5.0 ke$ atas supaya kompatibe$l de$ngan 

platform Lalamove$.  

 
79 Lihat website resmi Lalamove tentang ketentuan layanan bantuan, https://www.lalamove.com/id/help-

service-terms/?utm_source, diakses pada selasa, 08 April 2025, 13:33 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/help-service-terms/?utm_source
https://www.lalamove.com/id/help-service-terms/?utm_source
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Se$te$lah daftar se$rta me$le$ngkapi data diatas maka akun akan dive$rifikasi 3 x 24 jam 

hari ke$rja (Se$nin - Jumat). se$te$lah upload data de$ngan le$ngkap, calon mitra me$ngikuti 

training online$ drive$r akan dibe$rikan pe$rtanyaan te$rkait pe$nge$tahuan 

be$rke$ndaranya. Untuk dapat me$lanjutkan prose$s pe$ndaftaran, dan  

5) me$mbayar de$posit yaitu pe$mbayaran awal yang harus dilakukan ole$h calon mitra 

Lalamove$ se$be$lum dapat me$ngambil pe$sanan be$saran de$posit yang harus dibayarkan 

Rp50.000 untuk roda dua dan Rp100.000 untuk roda e$mpat.  80  

Ia juga me$nje$laskan maksud dari training online$. Training online$ yang dibe$rikan ke$pada 

calon mitra drive$r harus me$njawab pe$rtanyaan kuis de$ngan be$nar dan me$mpe$role$h skor 

minimal 80. Jika tidak, maka calon mitra drive$r harus me$ngulang training online$. 

Pe$rtanyaan kuis training online$ ini me$ncakup mate$ri te$ntang pe$nggunaan aplikasi, 

prose$dur pe$ngiriman, dan standar pe$ngiriman layanan Lalamove$. Se$te$lah calon mitra 

drive$r te$rve$rifikasi maka statusnya adalah me$njadi mitra drive$r yang siap me$ngambil 

pe$sanan konsume$n. 

Se$lanjutnya pe$nulis me$lakukan wawancara, 02 De$se$mbe$r 2024 de$ngan inisial S 

sebagai driver Lalamove me$nurutnya bahwa pada Standar Ope$rasional Prose$dur (SOP) 

dalam pe$ngiriman barang sangat te$ntu dilakukan guna me$mastikan layanan yang e$fe$ise$n 

dan ke$puasan pe$langgan, dalam hal ini mitra drive$r saat me$ne$rima pe$sanan konsume$n 

dilanjut me$ngonfirmasi pe$sanan se$pe$rti pe$sanan barang, lokasi pe$nje$mputan dan 

pe$ngantaran, je$nis barang, dan layanan tambahan yang diminta ole$h konsume$n. Drive$r 

se$gara me$nuju lokasi pe$nje$mputan barang  dalam pe$ngiriman instan maksimal waktu 

me$nunggu 15 me$nit, jadwal pe$ngiriman dite$ntukan dalam aplikasi.  

Narasumbe$r juga me$nje$laskan bahwa se$te$lah se$sampainya drive$r Lalamove$ pada 

lokasi pe$nje$mputan barang, drive$r me$mve$rifikasi artinya me$me$riksa dan me$mastikan 

jumlah se$rta kondisi barang, dokume$ntasi foto barang se$be$lum drive$r prose$s pe$ngiriman 

se$bagai bukti awal bahwa barang akan mulai diantar ke$ lokasi pe$ne$rima. Drive$r 

be$rtanggung jawab atas ke$amanan se$lama prose$s pe$ngiriman barang konsume$n jika te$rjadi 

ke$te$rlambatan atau halangan dijalan, drive$r se$ge$ra me$nginformasikan ke$pada konsume$n 

me$lalui fitur pe$san di aplikasi. Se$te$lah pe$ngantaran barang ke$ lokasi pe$ne$rima se$suai 

lokasi konsume$n arahkan, drive$r me$ngonfirmasi pe$ne$rima maksudnya me$mastikan 

barang dite$rima ole$h orang yang te$pat dan se$suai de$ngan de$tail pe$sanan, tak lupa juga 

drive$r me$ndokume$ntasikan foto barang saat dise$rahkan dan tanda tangan pe$ne$rimaan 

me$lalui aplikasi. 

Konsume$n harus me$mve$rifikasi be$tul atas informasi te$ntang pe$ngiriman barang 

te$rse$but apakah pe$ne$rima sudah me$ne$rima barang atau be$lum, kare$na se$te$lah drive$r 

me$ngantarkan barang se$suai de$ngan titik pe$ngantaran barang yang dipe$san ole$h 

konsume$n, drive$r  tidak be$rtanggung jawab atas ke$tidakse$suaian antara informasi apa pun 

dalam pe$ngiriman dan informasi pe$sanan kare$na itu adalah ke$salahan mutlak dari 

konsume$nnya se$ndiri.  

Le$bih lanjut S driver Lalamove me$nye$butkan bahwa banyak konsume$n yang tidak 

tahu batas kapasitas atau maksimum pe$ngangkatan barang apakah armada drive$r se$suai 

de$ngan barangnya atau tidak, banyak dicari konsume$n hanyalah le$bih me$milih harga 

armada drive$r yang murah ke$timbang pe$nce$gahan atas ke$amanan barangnya, padahal 

ke$amanan se$rta ke$se$lamatan barang yang ingin diantar, konsume$n le$bih tahu kondisi 

barang te$rse$but. Atas hal ini dinyatakan bahwa pe$ristiwa te$rse$but tidak se$suai dan te$ntunya 

akan me$langgar kare$na barang yang he$ndak diantar se$suai de$skripsi pada syarat dan 

ke$te$ntuan Lalamove$, pada saat drive$r tiba di lokasi pe$ngambilan, drive$r dapat me$nolak 

 
80 Penulis melakukan wawancara dengan Inisial S Driver Lalamove, 02 Desember 2024, pukul 13.20 

WIB. 
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untuk me$ngantarkan pe$sanan. Se$lanjutnya, drive$r dapat me$nagih biaya ke$pada konsume$n 

atas pe$mbatalan atau se$luruh biaya pe$sanan. Jika hal itu konsume$n te$tap me$langgar aturan 

Lalamove$ dan me$nolak biaya rugi pe$mbatalan ke$pada drive$r atas me$mbawa barang yang 

tidak se$suai de$ngan de$skripsi maka konsume$n be$rtanggung jawab atas se$tiap ke$rugian atau 

ke$rusakan yang dide$rita ole$h drive$r. 81  Dalam pe$nje$lasan ini konsume$n dianggap 

be$rtanggung jawab atas ke$rugian atau ke$rusakan drive$r se$pe$rti ke$rusakan fisik, ke$rugian 

ce$de$ra pribadi ataupun ke$rusakan ke$ndaraan yang barakibat dari pe$langgaran konsume$n 

te$rhadap aturan Lalamove$.  

 

3.2 Perlindungan Hukum Konsumen Yang Mengalami Hilangnya Barang Pada 

Layanan Jasa Lalamove 

Be$rmula pada tanggal 13 De$se$mbe$r 2023, kami me$me$san Lalamove$ de$ngan armada 

roda 4 untuk me$ngantar barang se$nilai Rp 25.290.000 dari se$buah toko di Glodok Jakarta 

Barat ke$ Pe$ngangsaan Me$nte$ng Jakarta Pusat. Dan se$suai bukti CCTV, bahwa barang 

te$rse$but te$lah dije$mput de$ngan nomor  ke$ndaraan B1205NOO de$ngan nama drive$r hairul 

Ramdhani pada Pukul 12.17 WIB. Namun barang te$rse$but tidak dikirim dan drive$r pun 

tidak dapat lagi dihubungi.  

Atas ke$hilangan barang te$rse$but, kami te$lah me$laporkan ke$ pihak Lalamove$ de$ngan 

me$lampirkan se$mua bukti-buktinya. Pada tanggal 19 De$se$mbe$r 2023 me$lalui e$mail pihak 

Lalamove$ me$ngirimkan pe$mbe$ritahuan bahwa re$fund yang dapat diprose$s untuk 

ke$hilangan barang te$rse$but adalah maksimal se$be$sar Rp 2 juta untuk pe$ngantaran de$ngan 

armada roda e$mpat.82  

Se$lain itu hal yang se$rupa juga te$rjadi pada akun milik pe$ngguna TikTok @love$lynala 

de$ngan nama pe$milik Nala Suhaila (baca ke$mabali Bab I), Nala me$nuliskan de$ngan 

ke$ke$ce$waannya kare$na akibat motor miliknya yang dibawa kabur ole$h mitra drive$r 

Lalamove$. Pe$ristiwa te$rse$but pihak Lalamove$ dianggap se$bagai pe$rusahaan yang 

be$rtanggung jawab atas ke$rugian Nala walaupun yang ditimbulkan ole$h mitra drive$r yang 

be$rada di bawah pe$ngawasannya yang me$lakukan me$langgar hukum se$rta te$ntunya tidak 

se$suai de$ngan UUPK Pasal 4 huruf a bahwa konsume$n  be$rhak atas ke$nyamanan, 

ke$amanan, dan ke$se$lamatan dalam me$ngkonsumsi barang dan atau jasa. Ke$rugian yang 

dialami Nala be$rhak atas ke$amanan dan ke$se$lamatan atas barangnya de$ngan motor 

miliknya dibawa kabur ole$h mitra drive$r Lalamove$ saat me$nggunakan layanan jasa 

pe$ngiriman barang Lalamove$. Ke$dudukan Nala ini sangat dirugikan, maka UUPK ini 

dijadikan dasar hukum de$ngan tujuan konsume$n me$ndapati hak-haknya. 

Pe$rlindungan konsume$n be$rdasar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Te$ntang 

Pe$rlindungan Konsume$n Pasal 3 Ayat 4 yaitu me$miliki tujuan untuk me$nciptakan siste$m 

pe$rlindungan konsume$n yang me$ngandung unsur ke$pastian hukum dan ke$te$rbukaan 

informasi se$rta akse$s untuk  me$ndapatkan informasi. Pe$rlindungan hukum yang dimaksud 

agar konsume$n me$ndapati ke$pastian hukum dalam me$nye$le$saikan sangke$ta te$rhadap 

pe$laku usaha yang be$rakibat me$rugikan konsume$n. Se$suai de$ngan pasal 4 Ayat 2 dan ayat 

8 Undang-Undang Pe$rlindungan Konsume$n yang be$rbunyi bahwa hak konsume$n antara 

lain :  

Ayat 2 

 
81 Baca syarat & ketentuan PT. Lalamove, Pasal 3.2 Aturan Penggunaan pada no. 3.2.7 dan 3.2.8. lebih 

jelasnya https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition diakses pada tanggal 21 Desember 2024, pukul 17.26 

WIB. 
82 Estimihi, 2024. Baca artikel detiknews, "Driver Lalamove Tak Atarkan Barang, Jumlah Refund Tak 

Sesuai Harga Barang" selengkapnya https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7125899/driver-lalamove-tak-

atarkan-barang-jumlah-refund-tak-sesuai-harga-barang. Diakses 13 Juni 20214 pukul 09.55 WIB.  

https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition%22
https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7125899/driver-lalamove-tak-atarkan-barang-jumlah-refund-tak-sesuai-harga-barang%22
https://news.detik.com/suara-pembaca/d-7125899/driver-lalamove-tak-atarkan-barang-jumlah-refund-tak-sesuai-harga-barang%22
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“hak untuk me$milih barang dan/atau jasa se$rta me$ndapatkan barang dan/atau 

jasa te$rse$but se$suai de$ngan nilai tukar dan kondisi se$rta jaminan yang dijanjikan” 

Ayat 8 

“hak untuk me$ndapatkan kompe$nsasi, ganti rugi dan/atau pe$nggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang dite$rima tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian atau tidak 

se$bagaimana me$stinya” 

  

Pasal 4 ayat 5 UUPK me$nyatakan bahwa hak untuk me$ndapatkan advokasi, 

pe$rlindungan, dan upaya pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$rlindungan konsume$n se$cara patut. 

Pe$rlindungan konsume$n bagi korban dapat dilaksanakan de$ngan macam-macam be$ntuk 

pe$rlindungan hukum bagi konsume$n yaitu be$ntuk pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif dan 

re$pre$sif.  

Be$ntuk pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif untuk me$nce$gah te$rjadinya pe$langgaran hak-hak 

konsume$n se$be$lum pe$langgaran itu te$rjadi. Upaya pe$nce$gahan yang dilakukan ole$h jasa 

pe$ngiriman barang Lalamove$ te$rse$but be$rupa syarat-syarat yang harus te$rpe$nuhi dalam 

pe$ndaftaran calon mitra drive$r Lalamove$, SOP dalam pe$ngiriman barang ole$h mitra drive$r 

salah satunya pe$mbe$rian informasi te$ntang drive$r yang akan tiba pada lokasi pe$ngantaran 

barang se$hingga be$gitu barang dite$rima ole$h pe$ne$rima yang se$suai ke$se$pakatan konsume$n 

maka pe$ne$rima diminta untuk me$nananda tangani be$ntuk fisik dan diunggah ole$h drive$r 

se$bagai bukti bahwa barang te$lah di antarkan ke$pada orang yang te$pat, se$lanjutnya 

Lalamove$ juga me$nggunakan GPS (Global Positioning Syste$m) se$bagai siste$m 

pe$mantauan te$rhadap mitra drive$r untuk me$ne$ntukan posisi, ke$ce$patan dan waktu yang 

akurat, dan upaya pe$rlindungan hukum pre$ve$ntif de$ngan standar ke$amanan barang 

konsume$n, se$rta siste$m pe$ngaduan konsume$n untuk me$nge$valuasi pe$rusahaan Lalamove $ 

dan pe$ngiriman yang e$fe$ktif se$hingga ke$mauan atau ke$luhan konsume$n dapat dike$tahui 

ole$h pe$rusahaan yang pe$rlu dike$mbangkan. Dalam upaya-upaya yang dilakukan ole$h 

pe$rusahaan Lalamove$ sudah me$mbe$rikan pe$rlindungan te$rkait pe$ngiriman barang ke$pada 

konsume$n. 

Be$ntuk pe$rlindungan re$pre$sif yaitu upaya di mana pe$rlindungan hukum dimaksudkan 

untuk me$nye$le$saikan se$ngke$ta yang dise$babkan ole$h pe$rbe$daan ke$pe$ntingan dan 

me$ngatasi pe$langgaran hak-hak konsume$n yang te$lah te$rjadi. Nala pihak konsume$n yang 

dirugikan cara me$nye$le$saikan sangke$ta de$ngan jasa pe$ngiriman Lalamove$ diantaranya 

be$rupa hukuman yaitu 1) pe$ngadilan yang me$mbe$rikan putusan dan me$me$rintahkan 

ke$pada pihak Lalamove$ untuk me$mbayar kompe$nsasi ke$pada Nala, 2) sanksi administratif 

be$rupa pe$ncabutan izin usaha pe$rusahaan jasa pe$ngiriman barang Lalamove$ atau de$nda. 

Be$ntuk pe$rlindungan te$rhadap hukum ini de$ngan maksud agar me$lindungi hak-hak 

konsume$n. Nala yang statusnya se$bagai konsume$n diharapkan me$ndapatkan pe$rlindungan 

dari ke$rugian yang dialaminya. Se$suai yang te$lah diatur Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Te$ntang Pe$rlindungan Konsme$n Pasal 1 ayat (1) me$rumuskan bahwa : 

Pasal 1 Ayat 1 

“Pe$rlindungan konsume$n me$rupakan se$gala upaya yang me$njamin adanya 

ke$pastian hukum untuk me$mbe$ri pe$rlindungan ke$pada konsume$n”. 

 

Konsume$n dijamin dan dilindungi ole$h hukum se$lama konsume$n me$rasa dirugikan, 

Jika te$rjadi ke$rugian yang ditimbulkan dalam pe$laksanaan pe$ngiriman barang ke$wajiban 

jasa pe$ngirim barang yaitu se$bagaimana te$rcantum dalam pasal 19 ayat (1) yang be$rbunyi 

:  

Pasal 19 ayat 1 
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“Pe$laku usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi atas ke$rusakan, 

ke$hilangan, pe$nce$maran, dan/atau ke$rugian konsume$n akibat me$ngkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipe$rdagangkan”. 

 

Pe$laku usaha yang se$bagai je$nis usaha E$kspe$ditur juga dite$gaskan dalam Pasal 87 dan 

88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang me$maparkan bahwa : 

Pasal 87 

“E$kspe$ditur harus me$njamin pe$ngiriman de$ngan rapi dan se$ce$patnya atas 

barang-barang dagangan dan barang-barang yang te$lah dite$rimanya untuk itu, 

de$ngan me$ngindahkan se$gala sarana yang dapat diambilnya untuk me$njamin 

pe$ngiriman yang baik”. 

 

Pasal 88 

“E$kspe$ditur harus me$nanggung ke$rusakan atau ke$hilangan barang-barang 

dagangan dan barang-barang se$sudah pe$ngirimannya yang dise$babkan ole$h 

ke$salahan atau ke$te$le$dorannya”. 

 

3.2.1 Hak Konsume$n pada Layanan Jasa Lalamove$  

Untuk me$mastikan hukum yang pe$rlu me$lindungi te$rhadap konsume$n bahwa konsume$n 

dibe$rikan hak untuk me$milih barang dan jasa yang me$re$ka inginkan be$rdasarkan 

ke$te$rbukaan informasi yang be$nar, je$las, dan jujur. Dalam pe$nje$le$san ini Nala be$rhak 

untuk dide$ngar, dididik, dipe$rlakukan de$ngan adil, dikompe$nsasi, atau diganti rugi kare$na 

ke$hilangan motor miliknya dalam me$nggunakan jasa pe$ngiriman barang Lalamove$. 

Be$rikut hak-hak Nala yang me$ngalami ke$rugian be$rdasarkan UUPK se$cara ringkas 

diantaranya: 

1. Hak atas Ke$amanan dan Ke$se$lamatan 

Konsume$n be$rhak me$ndapatkan jaminan bahwa barang yang dikirim akan tiba de$ngan 

se$lamat dan dalam kondisi baik. Lalamove$ me$miliki ke$bijakan Pe$njaminan 

Pe$rlindungan Barang yang me$mbe$rikan kompe$nsasi atas ke$hilangan atau ke$rusakan 

barang se$lama pe$ngiriman yang dise$babkan ole$h mitra drive$r. Jaminan ini be$rlaku se$jak 

mitra drive$r me$ngambil barang hingga diantarkan ke$ alamat tujuan.83 Pihak Lalamove$ 

wajib me$mastikan bahwa bisnis pe$layanan jasa pe$ngiriman mulai dari platform yang 

te$lah dise$diakan se$pe$rti data-data pribadi pe$ngguna, SOP pe$ngiriman barang ole$h mitra 

drive$r, atau hal lain yang te$rkait sudah me$me$nuhi standar ke$amanan yang dite$tapkan. 

Nala juga be$rhak me$ndapatkan jasa yang ia pilih khususnya jasa pe$ngiriman Lalamove$ 

yang aman untuk digunakan dan se$rta tidak khawatirnya atas pe$ngiriman barang 

miliknya. 

2. Hak atas Informasi 

Lalamove$ me$nye$diakan informasi te$rkait layanan, te$rmasuk ke$te$ntuan layanan 

bantuan, me$lalui situs re$sminya. Konsume$n be$rhak me$ndapatkan informasi yang be$nar, 

je$las, dan jujur me$nge$nai kondisi dan jaminan jasa yang digunakan.84 

Nala be$rhak me$ndapatkan informasi yang be$nar, je$las, dan jujur te$ntang barang dan jasa 

yang ia gunakan, informasi te$rkait ke$ndala dalam pe$rjalanan mitra drive$r pun diminta 

untuk se$ge$ra me$nginformasi te$rkait ke$te$rlambatan pe$ngantaran barang, informasi 

te$ntang kualitas ke$ndaraan drive$r misalnya, harga yang se$suai de$ngan yang ada pada 

aplikasi Lalamove$ dan tidak be$rubah-ubah ke$cuali ada ke$te$ntuan-ke$te$ntuan lain yang 

pe$rlu dike$tahui konsume$n se$be$lum me$me$san jasa drive$r. 

 
83 Baca penjaminan perlindungan barang,  jelasnya https://www.lalamove.com/id/goods-protection-

promises/,  diakses pada tanggal 21 Januari 2025, pukul 09.20 WIB. 
84 Ibid. 

https://www.lalamove.com/id/goods-protection-promises/
https://www.lalamove.com/id/goods-protection-promises/
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3. Hak untuk Me$milih 

Nala me$miliki hak untuk me$milih jasa se$suai de$ngan ke$butuhannya yang dise$suaikan 

de$ngan kuantitas barangnya bahkan, jika Nala sudah me$me$san pada aplikasi Lalamove $ 

akan te$tapi drive$r yang didapat malah tidak se$suai de$ngan aplikasi Lalamove$ maka 

Nala be$rhak me$nolak atas drive$r yang didapat, hal ini se$suai de$ngan ke$te$ntuan-

ke$te$ntuan Lalamove$ me$skipun tidak dise$butkan se$cara e$ksplisit, Lalamove$ se$cara 

spe$sifik be$rkomitme$n untuk me$mbe$rikan layanan yang aman dan se$suai de$ngan 

informasi yang te$rte$ra di aplikasi. Jika komitme$n ini tidak te$rpe$nuhi, layanan akan 

dihe$ntikan ole$h Nala. Hal yang de$mikian guna me$ncapai tujuan dari pe$rlindungan 

konsume$n atas pe$layanan ini. 

4. Hak untuk Dide$ngar  

Nala me$miliki hak untuk me$ngajukan ke$luhan atau pe$ngaduan te$rhadap barang atau 

jasa yang tidak me$muaskan atau tidak se$suai de$ngan pe$rjanjian. Ke$luhan  te$rse$but 

konsume$n bisa me$ngadukan de$ngan me$ndatangi kantor Lalamove$ atau de$ngan online$ 

me$lalui via chat pe$langgan, bahkan konsume$n bisa me$ngadukan yang bisa diakse$s ole$h 

siapa saja di Google$ Maps de$ngan alamat kantor pe$rusahaan Lalamove$.  

5. Hak atas Ganti Rugi  

Nala me$ngalami ke$rugian kare$na motor yang hilang dibawa kabur ole$h mitra drive$r. 

Nala be$rhak atas me$nuntut kompe$nsasi atau ganti rugi ke$pada pihak Lalamove$, pihak 

Lalamove$ se$bagai pe$rusahaan dianggap be$rtanggung jawab atas ke$rugian Nala 

walaupun akibat yang ditimbulkan ole$h drive$r yang be$rada di bawah pe$ngawasannya. 

Se$suai pada Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 te$ntang Pe$rlindungan 

Konsume$n (UUPK). Be$rikut pe$nje$lasannya: 

Isi Pasal 19 UUPK 

Ayat (1): 

Pe$laku usaha be$rtanggung jawab me$mbe$rikan ganti rugi atas ke$rugian yang 

diakibatkan ole$h barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau dipe$rdagangkan. 

Ayat (2): 

Ganti rugi se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be$rupa: Pe$nge$mbalian uang, 

Pe$nggantian barang yang se$je$nis atau se$tara nilainya, atau Pe$rawatan dan/atau 

pe$mbe$rian santunan se$suai de$ngan ke$te$ntuan pe$raturan pe$rundang-undangan yang 

be$rlaku. 

Ayat (3): 

Pe$mbe$rian ganti rugi dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari se$te$lah tanggal 

transaksi. 

Ayat (4): 

Pe$mbe$rian ganti rugi se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak 

me$nghapuskan ke$mungkinan adanya tuntutan pidana be$rdasarkan pe$mbuktian le$bih 

lanjut me$nge$nai adanya unsur ke$salahan. 

Ayat (5): 

Ke$te$ntuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak be$rlaku apabila pe$laku usaha dapat 

me$mbuktikan bahwa ke$rugian te$rse$but bukan ke$salahannya. 

Dalam kasus te$rte$ntu, Badan Pe$nye$le$saian Se$ngke$ta Konsume$n (BPSK) dapat 

me$mbantu me$nye$le$saikan se$ngke$ta antara konsume$n dan pe$nye$dia jasa, te$rmasuk 
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me$ne$ntukan be$saran ganti rugi yang layak, jika te$rjadi ke$rugian akibat ke$lalaian 

pe$nye$dia jasa, konsume$n be$rhak me$ndapatkan ganti rugi yang se$padan.85 

 

3.2.2 Ke$wajiban Pe$laku Usaha dalam Layanan Jasa Lalamove$ 

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 juga me$ngatur ke$wajiban-ke$wajiban yang harus 

dipe$nuhi ole$h pe$laku usaha se$bagai ke$se$imbangan atas hak-hak konsume$n dalam Pasal 7 

me$nyatakan bahwa ke$wajiban pe$laku usaha adalah:  

a) be$ritikad baik dalam me$lakukan ke$giatan usahanya;  

b) me$mbe$rikan informasi yang be$nar, je$las dan jujur me$nge$nai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa se$rta me$mbe$ri pe$nje$lasan pe$nggunaan, 

pe$rbaikan dan pe$me$liharaan;  

c) me$mpe$rlakukan atau me$layani konsume$n se$cara be$nar dan jujur se$rta tidak 

diskriminatif;  

d) me$njamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

dipe$rdagangkan be$rdasarkan ke$te$ntuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang be$rlaku;  

e) me$mbe$ri ke$se$mpatan ke$pada konsume$n untuk me$nguji, dan/atau me$ncoba 

barang dan/atau jasa te$rte$ntu se$rta me$mbe$ri jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang dipe$rdagangkan;  

f) me$mbe$ri kompe$nsasi, ganti rugi dan/atau pe$nggantian atas ke$rugian akibat 

pe$nggunaan, pe$makaian dan pe$manfaatan barang dan/atau jasa yang 

dipe$rdagangkan;  

g) me$mbe$ri kompe$nsasi, ganti rugi dan/atau pe$nggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang dite$rima atau dimanfaatkan tidak se$suai de$ngan 

pe$rjanjian. 

Be$rdasarkan uraian pasal diatas, je$las bahwa pihak Lalamove$ harus me$nge$de$pankan 

itikad se$bagai ke$wajiban utama dan pe$rtama. Ahmadi dan Sutarman yang me$ne$rangkan 

be$rdasarkan UUPK bahwa kare$na itikad baik me$ncakup se$mua tahapan bisnis, mulai dari 

de$sain  produksi barang hingga pe$njualan, jasa pe$ngiriman barang yang instan. De$ngan 

de$mikian, tanggung jawab utama pe$laku usaha adalah be$ritikad baik. Se$baliknya, 

konsume$n hanya diharuskan be$ritikad baik saat me$mbe$li/me$nggunakan barang/jasa.86 

Itikad baik pe$laku usaha adalah prinsip dasar yang me$ngarahkan pe$laku usaha untuk 

be$rtindak jujur, adil, dan be$rtanggung jawab dalam se$tiap aktivitasnya de$ngan tujuan 

me$mbangun hubungan yang se$hat dan saling me$nguntungkan antara me$re$ka dan 

konsume$n.  

Adapun be$be$rapa ke$wajiban pe$laku usaha layanan jasa Lalamove$ te$rhadap konsume$n 

dalam syarat dan ke$te$ntuan yang te$lah dibuat, diantaranya :  

1. Me$njaga Ke$amanan Dan Ke$se$lamatan Pe$ngguna  

Lalamove$ me$ne$kankan pe$ntingnya me$njaga ke$amanan dan ke$se$lamatan se$mua pihak 

yang te$rlibat dalam layanan me$re$ka. Me$re$ka me$miliki pe$doman komunitas yang 

me$ngharuskan se$tiap individu be$rpe$rilaku de$ngan rasa hormat, sopan santun, dan kasih 

sayang, se$rta me$larang ke$ke$rasan fisik, ancaman, dan pe$rilaku buruk lainnya. 

a. Pe$doman Komunitas Lalamove$: Lalamove$ te$lah me$ne$tapkan pe$doman untuk se$mua 

orang yang me$nggunakan platform me$re$ka, te$rmasuk mitra pe$nge$mudi, pe$milik usaha, 

dan pe$ngguna. Se$tiap orang harus be$rpe$rilaku de$ngan rasa hormat, sopan santun, dan 

 
85 Sanny Nuyessy Putri, dkk, “Upaya BPSK Dalam Menanggapi Laporan Konsumen Terhadap Barang 

Online yang Dicuri oleh Kurir Jasa Pengiriman Lalamove”, 2024, Hlm. 8 
86 E Wijaya Gunawan, Ibid, Hal. 24. 
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kasih sayang, se$rta me$nghindari tindakan se$pe$rti ke$ke$rasan fisik, ancaman, dan 

pe$rilaku buruk lainnya.87  

b. Krite$ria Ke$ndaraan Mitra Drive$r: Lalamove$ me$ne$tapkan krite$ria khusus untuk 

ke$ndaraan yang digunakan ole$h mitra drive$r. Ke$ndaraan harus dalam kondisi baik dan 

me$me$nuhi pe$rsyaratan te$rte$ntu, se$pe$rti ke$be$rsihan inte$rior, te$rutama untuk armada 

yang digunakan dalam pe$ngiriman makanan dan bahan baku. Hal ini be$rtujuan untuk 

me$njaga kualitas barang yang dikirim dan me$mastikan ke$se$lamatan se$lama 

pe$ngiriman.88  

c. Pe$langgaran yang Me$ngancam Ke$amanan dan Ke$se$lamatan: Lalamove$ me$ne$mukan 

dan me$nindak te$gas pe$langgaran yang dapat me$mbahayakan ke$se$lamatan, se$pe$rti 

pe$rilaku nge$but, tidak me$matuhi rambu lalu lintas, dan tidak me$nggunakan sabuk 

pe$ngaman atau he$lm. Pe$langgaran ini dianggap se$bagai me$ngabaikan ke$se$lamatan 

pe$ngguna dan dapat dike$nakan sanksi se$suai de$ngan ke$bijakan pe$rusahaan.89  

d. Tips Be$rke$ndara Aman: Lalamove$ me$nawarkan panduan ke$pada mitra drive$r untuk 

me$nghindari risiko pe$langgaran lalu lintas dan te$tap se$lamat se$lama be$rke$ndara. 

Panduan ini te$rmasuk pe$nggunaan sabuk pe$ngaman, me$matuhi pe$raturan lalu lintas, 

dan me$mastikan kondisi ke$ndaraan te$tap baik.90  

2. Me$nanggapi Umpan Balik Konsume$n 

Lalamove$ me$ngambil umpan balik pe$langgan untuk me$ningkatkan kualitas layanan. 

Siste$m pe$ringkat dan ulasan adalah salah satu me$tode$ yang digunakan. Ini 

me$mungkinkan pe$langgan, pe$dagang, dan mitra pe$nge$mudi untuk me$mbe$rikan dan 

me$ne$rima umpan balik te$ntang pe$ngalaman pe$ngiriman. Me$tode$ umpan balik ini 

me$ningkatkan ke$sadaran diri dan me$mbantu me$mbangun lingkungan yang aman, 

transparan, dan saling me$nghormati untuk se$mua orang.91  

Lalamove$ me$ne$kankan bahwa komunikasi yang e$fe$ktif antara mitra pe$nge$mudi dan 

pe$langgan sangat pe$nting. Misalnya, de$ngan me$nyambut pe$langgan se$ge$ra se$te$lah 

me$ne$rima pe$sanan dan me$mve$rifikasi informasi pe$ngambilan barang se$be$lum dikirim ke$ 

lokasi. Tindakan ini me$mbuat pe$langgan me$rasa aman dan me$mastikan pe$ngiriman 

be$rjalan lancar.92  

Lalamove$ me$nghargai se$tiap masukan, pe$mikiran, dan pe$rhatian dari konsume$n. 

Me$re$ka me$ne$rima kome$ntar de$ngan se$nang hati se$lama disampaikan de$ngan cara yang 

me$nghormati komunitas, dan te$rus me$ningkatkan pe$doman se$rta ke$bijakan be$rdasarkan 

masukan te$rse$but dan Lalamove$ be$rkomitme$n untuk te$rus me$ningkatkan layanan de$mi 

ke$puasan pe$langgan de$ngan me$nggunakan be$rbagai me$tode$ umpan balik dan komunikasi 

yang e$fisie$n. 

 
87 Baca syarat & ketentuan PT. Lalamove, lebih jelasnya https://www.lalamove.com/id/terms-and-

condition diakses pada tanggal 22 Januari 2025, pukul 09:06 WIB. 
88 Baca syarat dan kriteria kendaraan mitra driver Lalamove, jelasnya 

https://www.lalamove.com/id/blog/kendaraan-terbaik-untuk-mitra-driver-lalamove/ , diakses 22 Januari 2025, 

pukul 09:08.  
89 Baca 11 Daftar Pelanggaran Driver Transportasi Online, 

https://www.lalamove.com/id/blog/driver/daftar-pelanggaran-driver/, diakses 25 Januari 2025, Pukul 14.03 WIB. 
90 Baca Tips Menghindari Risiko Pelanggaran Lalu Lintas selama Mengantar Penumpang, 

https://www.lalamove.com/id/blog/driver/tips-menghindari-risiko-pelanggaran-lalu-lintas/, diakses 25 Januari 

2025, pukul 14.20 WIB. 
91 Baca syarat dan ketentuan Layanan Jasa Lalamove, Ibid. 
92 Baca website Lalamove  “Cara Berkomunikasi yang Baik dengan Pelanggan Agar Menjadi Driver 

Favorite”,  

 https://www.lalamove.com/id/blog/cara-berkomunikasi-yang-baik-dengan-pelanggan/, diakses pada 

Sabtu, 25 Januari 2025, pukul 19:35 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition%22
https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition%22
https://www.lalamove.com/id/blog/kendaraan-terbaik-untuk-mitra-driver-lalamove/
https://www.lalamove.com/id/blog/driver/daftar-pelanggaran-driver/
https://www.lalamove.com/id/blog/driver/tips-menghindari-risiko-pelanggaran-lalu-lintas/
https://www.lalamove.com/id/blog/cara-berkomunikasi-yang-baik-dengan-pelanggan/
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3. Me$matuhi Pe$raturan dan Ke$bijakan yang Be$rlaku:  

Lalamove$ me$miliki syarat dan ke$te$ntuan yang harus dipatuhi ole$h se$mua pe$ngguna 

layanan me$re$ka, te$rmasuk mitra pe$nge$mudi dan konsume$n. Hal ini me$ncakup ke$patuhan 

te$rhadap pe$raturan pe$rundang-undangan yang be$rlaku dan ke$bijakan inte$rnal pe$rusahaan. 

a. Ke$patuhan te$rhadap Pe$raturan Lalu Lintas dan Ke$se$lamatan 

Lalamove$ me$ne$kankan bahwa ke$se$lamatan dan ke$patuhan te$rhadap pe$raturan lalu 

lintas sangat pe$nting bagi mitra pe$nge$mudi. Me$re$ka diharapkan untuk me$njaga e$tika 

be$rke$ndara yang baik, se$pe$rti me$nghindari pe$langgaran lalu lintas dan parkir 

se$mbarangan, se$rta se$lalu me$matuhi pe$raturan lalu lintas. Se$lain ke$se$lamatan pribadi, 

ke$nyamanan pe$langgan adalah tujuan utamanya.93 

b. Ke$patuhan te$rhadap Pe$doman Komunitas 

Lalamove$ me$miliki Pe$doman Komunitas yang harus dipatuhi ole$h mitra pe$nge$mudi. 

Ke$patuhan te$rhadap pe$doman ini dinilai me$lalui fitur Kualitas Layanan, yang 

me$nunjukkan tingkat ke$patuhan mitra pe$nge$mudi te$rhadap pe$doman te$rse$but. 

Pe$ngalaman pe$nge$mudi di platform dapat te$rpe$ngaruh ole$h kualitas layanan yang 

buruk.94 

c. Ke$patuhan te$rhadap Ke$bijakan Privasi 

Untuk me$lindungi data pribadi, Lalamove$ me$matuhi undang-undang, aturan, dan 

pe$raturan yang be$rlaku, se$rta ke$bijakan dan prose$dur inte$rnal pe$rusahaannya. Pe$nilaian 

ke$patuhan te$rhadap undang-undang ini te$rmasuk me$mastikan bahwa data pribadi 

diprose$s se$suai de$ngan pe$raturan yang be$rlaku.95 

d. Ke$patuhan te$rhadap Ke$te$ntuan Layanan 

Lalamove$ juga me$mbuat ke$te$ntuan layanan yang harus diikuti ole$h pe$ngguna dan mitra 

pe$nge$mudi. Misalnya, Ke$te$ntuan Layanan Bantuan me$nyatakan bahwa se$mua layanan 

transportasi, logistik, dan pindahan tunduk pada ke$se$pakatan kontraktual antara 

pe$ngguna dan mitra pe$nge$mudi, dan Lalamove$ tidak be$rtanggung jawab atas kine$rja 

mitra pe$nge$mudi.96  

Ke$mudian de$ngan me$me$nuhi ke$wajiban-ke$wajiban te$rse$but, Lalamove$ be$rupaya 

me$nunjukkan itikad baik dalam me$mbe$rikan layanan yang aman, andal, dan re$sponsif 

te$rhadap ke$butuhan se$rta ke$luhan konsume$n. 

Se$laras de$ngan pe$rsoalan te$rse$but dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Pe$rdata: Itikad baik 

me$rupakan asas pe$nting dalam pe$laksanaan pe$rjanjian dan pe$nye$le$saian se$ngke$ta. 

Poinnya adalah Itikad baik pihak Lalamove$ se$bagai pe$laku usaha be$rarti be$rtindak se$cara 

transparan je$las dan sudah diatur, be$rtanggung jawab de$ngan me$mbe$rikan kompe$nasi 

ganti rugi pe$nge$mbalian uang atau pe$nggantian barang baru, dan be$rkomitme$n untuk 

me$nye$le$saikan masalah ke$hilangan barang milik Nala. De$ngan me$nunjukkan itikad baik, 

pihak Lalamove$ tidak hanya me$matuhi hukum, te$tapi juga me$njaga ke$pe$rcayaan Nala 

se$bagai konsume$n dan re$putasi usahanya. 

 
93 Baca website Lalamove  “8 Tips Membangun Reputasi Positif sebagai Mitra Driver”,  

https://www.lalamove.com/id/blog/driver/tips-membangun-reputasi-positif-driver/, diakses pada Sabtu, 25 

Januari 2025, pukul 22:11 WIB.  
94 Baca website Lalamove “Penilaian Skor Akun Driver”, lebih jelas 

https://www.lalamove.com/id/driver/fitur-penilaian-mitra/, diakses Minggu, 26 Januari 2025, pukul 06.43 WIB. 
95 Pemberitahuan Privasi Kandidat, jelasnya https://www.lalamove.com/id/candidate-privacy-notice, 

diakses Minggu 26 Januari 2025, pukul 07.00 WIB. 
96 Baca website Lalamove “Ketentuan Layanan Bantuan”, jelasnya https://www.lalamove.com/id/help-

service-terms/, diakses pada Minggu 26 Januari 2025, pukul 06:59 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/blog/driver/tips-membangun-reputasi-positif-driver/
https://www.lalamove.com/id/driver/fitur-penilaian-mitra/
https://www.lalamove.com/id/candidate-privacy-notice
https://www.lalamove.com/id/help-service-terms/
https://www.lalamove.com/id/help-service-terms/


42 
 

3.3 Pertanggung Jawaban Pihak Pelaku Usaha Lalamove Atas Hilangnya Barang Milik 

Konsumen 

Dalil Al-Qur’an Surah Al-Mudassir ayat 38 yang be$rbunyi: “Se$tiap orang be$rtanggung 

jawab atas apa yang me$re$ka pe$rbuat”. Be$gitulah bunyi dalil dalam Al-Qur’an, Dalam Pasal 

330 KUHPe$rdata, se$se$orang dikatakan sudah de$wasa jika sudah be$rusia 21 tahun atau 

sudah pe$rnah me$nikah maka se$se$orang te$rse$but dianggap cakap dalam hukum. Unsur cakap 

hukum ini yang me$mbuat timbulnya hukum tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan 

dalam be$rbagai bidang hukum, se$pe$rti hukum pe$rdata, pidana, dan administrasi. 

Tanggung jawab te$rjadi ke$tika se$se$orang me$nyadari apa yang me$re$ka lakukan, baik 

se$cara se$ngaja atau tidak se$ngaja. Dalam kasus di mana pihak jasa pe$ngirim barang 

me$langgar hak konsume$n, konsume$n harus be$rhati-hati dalam me$ne$ntukan siapa yang 

be$rtanggung jawab dan se$be$rapa be$sar tanggung jawabnya pihak pe$ngangkut dalam 

me$ngirimkan barang97. 

Se$be$lum lahirnya tanggung jawab antara pihak pe$laku usaha dan konsume$n dalam jasa 

pe$ngiriman barang, layanan jasa pe$ngiriman barang dalam hal ini pihak Lalamove$ yang 

sudah me$ne$gaskan dalam ke$te$ntuannya bahwa se$be$lum pe$langgan me$nggunakan layanan 

jasa Lalamove$, pe$langgan wajib me$nge$tahui syarat dan ke$te$ntuan/aturan yang dibuat ole$h 

pihak Lalamove$ kare$na ini akan te$rbatas dari pe$rtanggung jawaban pihak Lalamove $ 

te$rhadap pe$langgan. Pe$langgan wajib me$ngikuti aturan yang be$rlaku dan sudah dibuat ole$h 

pihak Lalamove$, hal ini se$suai pada pasal 5 UUPK bahwa konsume$n wajib me$mbaca atau 

me$ngikuti pe$tunjuk informasi dan prose$dur pe$makaian atau pe$manfaatan barang dan/atau 

jasa, de$mi ke$amanan dan ke$se$lamatan;  

Tidak sampai disitu pihak Lalamove$ ke$mbali me$ne$gaskan jika pe$langgan tidak se$tuju 

de$ngan salah satu dari syarat dan ke$te$ntuan Lalamove$, mohon tidak me$ngakse$s atau 

me$nggunakan platform. harap baca de$ngan ce$rmat “disclaime$r”, “batasan tanggung 

jawab”, dan “inde$mnitas”. Ke$te$ntuan-ke$te$ntuan ini me$mbatasi tanggung jawab pihak 

Lalmove$ te$rhadap Pe$langgan. 

 

3.3.1 Ke$hilangan Barang Milik Konsume$n pada Layanan Jasa Lalamove$ 

Pe$nulis me$nuliskan fe$nome$na fakta pada konsume$n, ke$tika motor milik pe$ngguna 

TikTok @love$lynala hilang saat dikirim me$nggunakan layanan pe$ngiriman online$ 

Lalamove$. Ke$jadian ini be$rmula dari unggahan di TikTok yang se$ge$ra me$narik pe$rhatian 

publik. “Te$lah Hilang Ve$spa Sprint Abu-Abu,” de$mikian ungkapan ke$ke$ce$waan 

@love$lynala pada Rabu, tanggal 01 bulan Me$i 2024, saat motornya yang rusak he$ndak 

dibawa ke$ be$ngke$l me$nghilang.  

Drive$r Lalamove$ yang be$rtanggung jawab te$rakhir kali me$nginformasikan bahwa 

motor te$rse$but hampir sampai, namun tragisnya, ke$ndaraan pe$ngiriman justru me$nuju ke$ 

arah Bogor dan tidak pe$rnah sampai tujuan. 

Akun @love$lynala me$nye$butkan ciri-ciri motor yang hilang, se$buah Ve$spa Sprint Ige $ 

ABS be$rwarna abu-abu de$ngan ke$rusakan pada list kiri dan pe$nyok di se$in kanan. Ia juga 

me$mbagikan gambar dua orang yang diduga se$bagai pe$laku pe$ncurian, dan me$ncurigai 

bahwa me$re$ka me$nggunakan akun kurir Lalamove$ untuk me$lancarkan aksinya.98  

Ke$mudian pe$nulis me$lakukan pe$ngamatan de$ngan vide$o yang diunggah ole$hnya dan 

te$rnyata be$nar adanya. Pe$nulis me$nambahkan salah satu masalah dari unggahan korban 

yang me$nce$ritakan bahwa 2 orang pe$laku ini te$rnyata me$nye$wa akun milik drive$r 

Lalamove$ (Hasan Basri) untuk me$lancarkan aksi pe$ncuriannya artinya nomor ke$ndaraan 

 
97 Edy Prasetyo, Arief Budiono, and Jan Alizea Sybelle, ‘Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Ekspedisi 

Pengiriman Terhadap Barang Hilang Atau Rusak’, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 5.1 (2024), pp. 29–

43,  
98 Ibid. Vonza Nabilla Suryawan, 2024 
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yang me$ngangkut motor milik korban yakni B 9399 SCG, tidak se$suai yang ada pada 

aplikasi Lalamove$ yaitu B 9021 E$AB. Se$lain itu sangat disayangkan korban justru 

me$nye$tujui pe$nggunaan jasa ke$pada 2 pe$laku yang tidak te$rkonfirmasi atas se$suai pada 

aplikasi Lalamove$ yang dipe$sannya, hal yang de$mikian sudah te$rmasuk unsur ke$lalain 

atas konsume$n.     

Ke$mudian Pe$nulis me$mpe$role$h data dari hasil wawancara de$ngan inisial M se$bagai 

drive$r Lalamove$ untuk me$mpe$rdalam pe$rsoalan alasan barang milik konsume$n dibawa 

kabur ole$h mitra drive$r. ia me$ngatakan bahwa kurangnya siste$m ke$amanan pada aplikasi 

Lalamove$ yang didalamnya tidak me$nye$diakan fitur ke$amanan ve$rifikasi wajah se$be$lum 

mitra drive$r me$mulai orde$ran pe$rtama dimulai, be$rbe$da de$ngan aplikasi Go-Je$k misalnya 

yang dalam hal fitur ve$rifikasi wajah sudah te$rse$dia se$bagai siste$m ke$amanan. Hal ini 

te$rdapat dapat pe$luang be$sar bagi oknum yang tidak te$rve$rifikasi akunnya, akun se$wa 

ataupun akun jual be$li se$hingga me$mungkinkan me$njadi pe$nye$bab utama barang milik 

konsume$n yang hilang.99 

Be$rdasarkan pe$rnyataan diatas maka konsume$n sangat e$kstra untuk me$lindungi atas 

ke$amanan barangnya, konsume$n wajib me$mve$rifikasi informasi te$ntang drive$r dise$tiap 

pe$sanannya, diantaranya de$ngan me$lihat foto profile$ akun drive$r yang se$suai atau tidak 

de$ngan wajah aslinya, konsume$n be$rhak me$ndokume$ntasikan wajah drive$r tanpa ada 

pe$nutup se$pe$rti he$lm, maske$r dan lain se$bagainya yang me$nutup wajah aslinya se$be$lum 

me$mbawa pe$sanan, konsume$n me$mve$rifikasi de$ngan plat nomor ke$ndaraan akun apakah 

sudah se$suai. Jika hal te$rse$but sudah diupayakan dan sudah valid atas informasi yang 

didapat maka konsume$n me$mpunyai jaminan ide$ntitas drive$r jika se$waktu-waktu 

te$rjadinya wanpre$stasi. 

Me$mve$rifikasi informasi drive$r sangatlah pe$nting bahkan wajib dilakukan ole$h 

konsume$n bahkan jika konsume$n tidak me$ngupayakan hal te$rse$but justru akan me$njadi 

suatu dari ke$lalaian konsume$n. Me$ngapa de$mikian M me$ngatakan bahwa akun joki atau 

akun palsu bisa dikatakan akun jual be$li drive$r Lalamove$ saat ini masih ada dan digunakan 

ole$h para oknum de$mi me$ndapatkan ke$untungan atas pe$ncurian barang, para oknum 

me$ndapati akun drive$r de$ngan me$mbe$li akun yang dijual ole$h drive$r yang sudah 

te$rve$rifikasi ole$h Lalamove$. Transaksi jual be$li akun sangatlah tindakan yang me$langgar 

aturan Lalamove$ bahkan se$kaligus me$langgar hukum. 

Akun yang disalah gunakan kare$na praktik jual be$li akun justru kasus ini akan sangat 

me$mbahayakan konsume$n umumnya pada drive$r yang me$njual akunnya. Pasalnya, nanti 

yang dike$nakan pe$rtanggungjawaban adalah pe$milik awal. Apalagi biasanya saat me$njual 

akun, se$lain itu mitra drive$r be$rtanggung jawab pe$nuh atas pe$nggunaan akun yang dijual 

atau dise$wakan. 

Dalam ke$te$ntuannya pihak Lalamove$ te$lah me$ne$gaskan bahwa hukum pidana 

pe$nyalahgunaan akun dan pe$langgaran mitra drive$r dilarang me$lakukan 

aktivitas  pe$mindah tanganan akun yang me$rupakan tindakan kriminal me$manipulasi data. 

Hal te$ntang jual-be$li akun dapat dike$nakan pasal dan hukuman yang be$rlaku se$pe$rti yang 

te$rte$ra be$rikut: 
Pasal 35 UU ITE (Nomor 11 Tahun 2008) tentang Manipulasi 

"Se$tiap Orang de$ngan se$ngaja dan tanpa hak atau me$lawan hukum me$lakukan manipulasi, 

pe$nciptaan, pe$rubahan, pe$nghilangan, pe$ngrusakan Informasi E$le$ktronik dan/atau Dokume$n 

E$le$ktronik de$ngan tujuan agar Informasi E$le$ktronik dan/atau Dokume$n E$le$ktronik te$rse$but 

dianggap se$olah-olah data yang ote$ntik. " 

 
99 Penulis wawancara langsung dengan inisial M sebagai Driver Lalamove, pada tanggal 03 Desember 

2024, pukul 14.12 WIB.  
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Pasal 51 UU ITE 11/2008 "Manipulasi Informasi Elektronik" 

"Se$tiap Orang yang me$me$nuhi unsur se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana 

de$ngan pidana pe$njara paling lama 12 (dua be$las) tahun dan/atau de$nda paling banyak 

Rp12.000.000.000,00 (dua be$las miliar rupiah)" 

Mitra Drive$r dihimbau untuk se$nantiasa me$lakukan pe$ngantaran se$suai de$ngan 

prose$dur yang te$rte$ra panduan dasar mitra Lalamove$, yang hal de$mikian ke$tika 

pe$ngantaran barang me$ndokume$ntasikan bukti foto barang te$lah dite$rima baik ciri-ciri 

pe$ne$rima atau ciri-ciri lokasi barang diturunkan untuk validasi pe$nye$le$saian orde$r. Barang 

yang hilang de$ngan tidak se$ngaja atau de$ngan se$ngaja dapat dike$nakan sanksi se$suai 

de$ngan hukum yang be$rlaku, mitra drive$r yang me$lakukan tindakan yang me$nye$babkan 

pe$rusakan, pe$nghancuran atau bahkan pe$nghilangan barang dapat dike$nakan pasal dan 

hukuman yang te$rte$ra be$rikut: 

Pasal 406 ayat 1 mengenai Perusakan/Penghancuran: 

"Barang siapa de$ngan se$ngaja dan me$lawan hukum me$nghancurkan, 

me$rusakkan, me$mbikin tak dapat dipakai atau me$nghilangkan barang se$suatu 

yang se$luruhnya atau se$bagian milik orang lain, diancam de$ngan pidana 

pe$njara paling lama dua tahun de$lapan bulan atau pidana de$nda paling 

banyak e$mpat ribu lima ratus rupiah." 

Pasal 362 Barang Hilang Dengan Sengaja 

"Barangsiapa me$ngambil se$luruhnya atau se$bagian ke$punyaan orang lain de$ngan 

maksud untuk dimiliki se$cara me$lawan hukum, diancam kare$na pe$ncurian de$ngan pidana 

pe$njara paling lama lima tahun atau de$nda paling banyak e$nam puluh rupiah." 

Hak dan ke$wajiban pe$rusahaan aplikasi dan drive$r (pe$milik akun) dapat dilihat dalam 

pe$rjanjian ke$mitraan yang te$lah dise$pakati ke$dua be$lah pihak. Umumnya pe$rusahaan te$lah 

me$miliki pe$rjanjian kode$ e$tik yang disusun, salah satunya pe$raturan akun tidak bole$h 

diduplikasi, dijual atau dialihkan de$ngan cara apa pun. Apabila pe$milik akun me$langgar 

ke$te$ntuan, maka pe$rusahaan aplikasi dapat me$mbe$rikan sanksi se$suai ke$se$pakatan. 

Sanksi yang dimaksud be$rupa pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara (suspe$nd) hingga 

putus mitra, ataupun sanksi lainnya yang diatur dalam pe$rjanjian. Sanksi suspe$nd se$ndiri 

te$rcantum dalam Pasal 14 Pe$rme$nhub 12/2019, yang be$risi se$bagai be$rikut;  

1. Pe$rusahaan aplikasi harus me$mbuat standar, ope$rasional, dan prose$dur dalam 

pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara (suspe$nd) dan putus mitra te$rhadap pe$nge$mudi. 

2. Standar, ope$rasional, dan prose$dur se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) me$muat: 

a. je$nis sanksi pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara (suspe$nd) dan putus mitra; 

b. tingkatan pe$mbe$rian sanksi pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara (suspe$nd) dan putus 

mitra; 

c. tahapan pe$mbe$rian sanksi pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara (suspe$nd) dan putus 

mitra; dan 

d. pe$ncabutan sanksi pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara (suspe$nd). 

3. Standar, ope$rasional, dan prose$dur se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) se$be$lum 

dite$tapkan te$rle$bih dahulu dilakukan pe$mbahasan de$ngan mitra ke$rja. 

4. Standar, ope$rasional, dan prose$dur yang te$lah dite$tapkan se$bagaimana dimaksud pada 

ayat (3) harus disosialisasikan ke$pada mitra ke$rja ole$h Pe$rusahaan Aplikasi. 

http://bit.ly/DriverHandbookLalamoveIndonesia%22
http://bit.ly/DriverHandbookLalamoveIndonesia%22
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Pasal ini me$ngatur ke$wajiban pihak Lalamove$ untuk me$ne$tapkan prose$dur te$rkait 

pe$nghe$ntian ope$rasional se$me$ntara dan pe$mutusan ke$mitraan de$ngan pe$nge$mudi, de$ngan 

me$libatkan pe$mbahasan dan sosialisasi be$rsama mitra ke$rja. 

 

3.3.2 Pe$njaminan Pe$rlindungan Barang pada Layanan Jasa Lalamove$ 

Be$rdasarkan te$ori pe$rlindungan hukum te$rutama pe$rlindungan barang dalam jasa 

pe$ngiriman, se$mua orang be$rhak me$ndapatkan pe$rlindungan hukum itu se$ndiri. Hal ini 

se$laras de$ngan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) te$lah dinyatakan bahwa “Se$tiap orang be$rhak 

diakui se$rta me$ndapatkan jaminan pe$rlindungan hukum yang sama di mata hukum”. Dan 

dilanjut dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 me$nyatakan bahwa “Se$tiap orang be$rhak 

atas pe$rlindungan diri pribadi, ke$luarga, ke$hormatan, martabat, dan harta be$nda yang di 

bawah ke$kuasaannya, se$rta be$rhak atas rasa aman dan pe$rlindungan dari ancaman 

ke$takutan untuk be$rbuat atau tidak be$rbuat se$suatu yang me$rupakan hak asasi”. 

Pe$nulis me$lakukan obse$rvasi te$ks we$bsite$ Lalamove$ te$ntang pe$njaminan pe$rlindungan 

barang.100 Pihak Lalamove$ me$ngatakan dalam ke$te$ntuannya bahwa dalam konte$ks 

pe$rlindungan barang ini, 'Barang' me$rujuk pada se$tiap pe$ngiriman yang dilakukan me$lalui 

pihak Lalamove$. Pihak Lalamove$ be$rtanggung jawab pe$nuh atas se$gala ke$rugian yang 

dialami pe$langgan bisnis akibat ke$hilangan atau ke$rusakan barang se$lama prose$s 

pe$ngiriman, yang dise$babkan ole$h ke$salahan mitra pe$nge$mudi. Namun, ada be$be$rapa 

barang yang tidak ditanggung ole$h pihak Lalamove$. Be$be$rapa je$nis barang tidak te$rmasuk 

dalam pe$njaminan ini, antara lain: 

• E$mas batangan 

• Surat be$rharga dan uang tunai 

• Barang te$rlarang me$nurut hukum 

• He$wan hidup 

• Barang milite$r se$pe$rti se$njata dan amunisi 

• Barang de$ngan risiko tinggi se$pe$rti barang pe$cah be$lah, pe$rhiasan be$rharga, se$ni rupa, 

dan barang me$wah lainnya. 

Jika hal pe$njaminan pe$rlindungan barang pada jasa Lalamove$ tidak te$rcapai se$hingga 

timbulnya wanpre$stasi yang diakibatkan ole$h mitra drive$r, maka pihak Lalamove$ dianggap 

be$rtanggung jawab dalam hal ini, kare$na se$cara mitra drive$r masih be$rada dibawah 

pe$ngawasan jasa Lalamove$. Se$bagaimana te$ntang ke$wajiban pihak pe$laku usaha te$ntang 

me$nganti ke$rugian ini te$lah diatur dalam UUPK pada Pasal 19 UUPK se$cara te$gas 

me$ngatur me$nge$nai tanggung jawab pe$laku usaha. “Pe$laku usaha wajib me$mbe$rikan 

kompe$nsasi, ganti rugi, dan/atau pe$nggantian atas ke$rugian akibat pe$nggunaan, 

pe$makaian, dan pe$manfaatan barang atau jasa yang dipe$rdagangkan.” Pe$laku usaha 

me$mbe$rikan kompe$nsasi pe$mbe$rian uang atau be$ntuk lain yang se$banding de$ngan ke$rugian 

yang dialami konsume$n, ganti rugi pe$mbe$rian uang untuk me$ngganti ke$rugian yang be$rsifat 

mate$riil, se$pe$rti ke$rusakan barang, dan  pe$nggantian pe$mbe$rian barang atau jasa pe$ngganti 

yang se$tara de$ngan barang atau jasa yang cacat atau tidak be$rfungsi se$bagaimana me$stinya. 

Tak sampai disitu pe$nulis me$lanjutkan pe$ngamatan te$rhadap obje$k pe$ne$litian te$ntang 

ganti rugi yang dibe$rikan ole$h pihak Lalamove$ atas ke$wajibannya ke$pada konsume$n yang 

dirugikan. Pe$rtanggung jawaban yang be$rikan pihak Lalamove$ te$lah se$suai de$ngan syarat 

dan ke$te$ntuan dalam klasul yang dibuat dan te$ntunya dalam syarat ini konsume$n sudah 

me$nye$tujui se$be$lum me$nggunakan layanan jasa ini te$rutama prihal pe$ngganti ke$rugian 

te$rhadap konsume$n yang dirugikan.  

 

 
100 Baca website Lalamove tentang Penjaminan Perlindungan Barang 

https://www.lalamove.com/id/goods-protection-promises/, diakses pada 26 Desember 2024, pukul 11.31 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/goods-protection-promises/
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3.3.3 Tanggung Jawab dan Batasan Tanggung jawab pada Layanan Jasa Lalamove$ 

Tanggung jawab pe$ngangkut dalam pe$rjanjian pe$ngangkutan barang diatur ole$h hukum, 

te$rmasuk ke$te$ntuan yang dite$mukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

(KUHD) di Indone$sia, khususnya Pasal 468 dan 477 KUHD. Pasal 468 KUHD me$nyatakan 

bahwa Pe$rjanjian pe$ngangkutan me$njanjikan pe$ngangkut untuk me$njaga ke$se$lamatan 

barang yang harus diangkut dari saat pe$ne$rimaan sampai saat pe$nye$rahannya. Pe$ngangkut 

harus me$ngganti ke$rugian kare$na tidak me$nye$rahkan se$luruh atau se$bagian barangnya atau 

kare$na ada ke$rusakan, ke$cuali bila Ia me$mbuktikan bahwa tidak dise$rahkannya barang itu 

se$luruhnya atau se$bagian atau ke$rusakannya itu adalah akibat suatu ke$jadian yang 

se$layaknya tidak dapat dice$gah atau dihindarinya, akibat sifatnya, ke$adaannya atau suatu 

cacat barangnya se$ndiri atau akibat ke$salahan pe$ngirim. Ia be$rtanggung jawab atas tindakan 

orang yang dipe$ke$rjakannya, dan te$rhadap be$nda yang digunakannya dalam pe$ngangkutan 

itu. 

Adapun analisa le$bih rinci jika di imple$me$ntasikan tanggung jawab pihak Lalamove $ 

te$rhadap konsume$n atas ke$rugian barang yang hilang, te$rdapat 5 prinsip tanggung jawab:  

1. Prinsip Tanggung Jawab Be$rdasarkan Unsur Ke$salahan 

Me$nurut konse$p hukum dalam prinsip ini pihak Lalamove$ hanya dapat dituntut 

pe$rtanggungjawaban hukum jika pe$rbuatannya me$ngandung unsur ke$salahan, yang dimana 

tindakan te$rse$but dilakukan de$ngan se$ngaja atau kare$na ke$lalaian. Be$ban pe$mbuktian ada 

pada pihak konsume$n yang dirugikan. Dimana pihak yang dirugikan baik konsume$n 

maupun pihak Lalamove$ wajib me$mbuktikan atas dasar yang kuat. Prinsip ini konsume$n 

dibe$ri tanggung jawab untuk me$mbuktikan adanya unsur ke$salahan pihak Lalamove$ yang 

me$rugikan konsume$n.  

Hal ini se$laras pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Pe$rdata, yang biasanya 

dise$but se$bagai pasal te$ntang pe$rbuatan me$lawan hukum, me$ne$tapkan bahwa e$mpat e$le$me$n 

utama harus dipe$nuhi atas prinsip tanggung jawab ini.101 

1) Adanya pe$rbuatan yang dilakukan de$ngan tindakan se$ngaja maupun ke$lalaian yang 

me$nimbulkan ke$rugian  

2) Adanya unsur ke$salahan, pe$laku usaha me$lakukan tindakan yang be$rte$ntangan de$ngan 

ke$wajiban hukum, norma sosial, atau prinsip ke$hati-hatian. 

3) Adanya ke$rugian yang dide$rita, dalam hal ini konsume$n statusnya pihak yang dirugikan 

maka dalam poin ini harus ada yang nyata ke$rugian dialami ole$h konsume$n baik be$rupa 

mate$riil maupun immate$riil. 

4) Adanya hubungan kausalitas antara ke$salahan dan ke$rugian 

Harus ada hubungan se$bab-akibat yang je$las antara tindakan pihak Lalamove$ (baik 

se$ngaja maupun lalai) dan ke$rugian yang dide$rita ole$h korban. Jika tidak ada hubungan 

langsung, maka tanggung jawab hukum tidak dapat dibe$bankan. 

Ini dianggap adil kare$na hanya pihak jasa Lalamove$ yang be$rsalah yang akan dihukum. 

De$ngan hukuman ini pihak jasa pe$ngiriman akan be$rpikir dua kali se$be$lum me$lakukan 

se$suatu yang dapat me$rugikan konsume$n. Prinsip ini me$mbe$rikan ke$rangka ke$rja yang je$las 

dalam me$ne$ntukan siapa yang be$rtanggung jawab atas suatu pe$rbuatan yang me$rugikan 

orang lain. 

 

2. Prinsip Tanggung Jawab Praduga Se$lalu Be$rtanggung Jawab 

Me$nurut prinsip hukum yang dike$nal se$bagai "tanggung jawab praduga se$lalu 

be$rtanggung jawab", pihak Lalamove$ dianggap be$rtanggung jawab atas suatu ke$rugian atau 

ke$rusakan, te$rle$pas dari ke$salahan atau ke$lalaian me$re$ka. De$ngan kata lain, tanggung jawab 

 
101 Hermawan Lumba and Sumiyati, ‘Pertanggungjawaban Perusahaan Ekspeditur Kepada Konsumen 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 8, 

2014, pp. 73 
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untuk me$mbuktikan dibalikkan. Bukan pihak yang dirugikan yang harus me$mbuktikan 

bahwa pihak yang me$nye$babkan ke$rugian adalah yang salah; se$baliknya, pihak yang 

dituduh harus me$mbuktikan bahwa dia tidak be$rsalah. He$rmawan dan Sumiyanti 

me$ngide$ntifikasi e$mpat variasi yang be$rkaitan de$ngan prinsip tanggung jawab ini.102 

1) Pihak Lalamove$ dapat dibe$baskan dari tanggung jawab jika dapat me$mbuktikan bahwa 

ke$rugian dise$babkan ole$h hal-hal di luar ke$kuasaannya.  

2) Jika pihak Lalamove$ dapat me$mbuktikan bahwa me$re$ka be$rtanggung jawab, 

pe$ngangkut dapat dibe$baskan dari tanggung jawab jika me$re$ka me$ngambil tindakan 

yang dipe$rlukan untuk me$nce$gah ke$rugian; 

3) Pihak Lalamove$ dapat me$mbe$baskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat 

me$mbuktikan, ke$rugian yang timbul bukan kare$na ke$salahannya; 

4) Tidak be$rtanggung jawab pihak Lalamove$ jika barang yang diangkut rusak kare$na 

ke$salahan pe$numpang atas kualitas barang atau me$milihi ke$ndaraan yang tidak se$suai 

de$ngan layanan barangnya. 

 

3. Prinsip Tanggung Jawab Praduga Tidak Se$lalu Be$rtanggung Jawab 

Prinsip tanggung jawab praduga tidak se$lalu be$rtanggung jawab be$rbe$da de$ngan prinsip 

tanggung jawab praduga se$lalu be$rtanggung jawab, yang me$nyatakan bahwa pihak 

Lalamove$ dianggap tidak be$rsalah atas ke$rugian yang diakibatkan hilangnya motor milik 

konsume$n hingga te$rbukti se$baliknya. Prinsip ini dianggap le$bih adil kare$na tidak langsung 

me$mbe$bankan pihak Lalamove$ tanpa bukti yang cukup untuk be$rtanggung jawab. 

Konsume$n yang dirugikan me$mbuktikan jika dirinya me$rasa dirugikan atas barang yang 

hilang de$ngan be$be$rapa bukti se$pe$rti nota, re$si pe$ngiriman, bukti pe$mbayaran, foto atau 

vide$o barang, surat ke$te$rangan dari pihak ke$polisian.  

 

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak me$ngatakan bahwa pihak Lalamove$ dapat be$rtanggung 

jawab atas ke$rugian konsume$n yang ditimbulkan se$lama prose$s pe$ngiriman tanpa ada bukti 

ke$salahan atau ke$lalaian. De$ngan kata lain, itu cukup untuk me$nuntut pe$rtanggungjawaban 

hanya kare$na ada ke$rugian. 

Prinsip ini me$nurut Shidarta tanggung jawab mutlak umumnya digunakan untuk 

"me$nje$rat" pe$laku usaha, te$rutama pe$laku usaha yang me$rugikan konsume$n. Me$skipun 

de$mikian, Abdulkadir Muhammad be$rpe$ndapat bahwa prinsip ini dapat dite$rapkan dalam 

pe$rjanjian jika ke$dua be$lah pihak me$nginginkannya, me$skipun tidak diatur dalam undang-

undang.103 Konse$p hukum tanggung jawab mutlak pe$nting untuk me$lindungi konsume$n dan 

me$mastikan pihak Lalamove$ be$rtanggung jawab jasa yang me$re$ka tawarkan, se$rta 

me$mbe$rikan ke$pastian hukum bagi konsume$n dan me$ndorong pihak Lalamove$ untuk jasa 

pe$ngiriman yang aman. 

 

5. Prinsip Tanggung Jawab De$ngan Pe$mbatasan 

Se$suai de$ngan analisa pe$nulis bahwa pihak Lalamove$ me$nggunakan prinsip tanggung 

jawab de$ngan pe$mbatasan untuk me$nge$lola risiko hukum. Namun, ini harus dite$rapkan 

de$ngan hati-hati dan je$las agar tidak me$rugikan konsume$n atau me$langgar ke$te$ntuan hukum 

yang ada. Adapun pada prinsip ini yang dapat dite$rapkan, tujuan pe$mbatasan tanggung jawab 

pe$ngiriman barang harus me$me$nuhi ke$te$ntuan hukum yang be$rlaku diantaranya; 

a) Me$lindungi Pe$nye$dia Jasa Pe$ngiriman 

 
102 Ibid. 
103 Mahfiroh. Hal. 244 
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Pihak Lalamove$ hanya be$rtanggung jawab atas ke$rugian yang dise$babkan ole$h ke$lalaian 

atau ke$salahan konsume$n, de$ngan batas tanggung jawab te$rte$ntu yang dite$tapkan ole$h 

pe$rjanjian atau undang-undang. De$ngan de$mikian, konsume$n tidak dapat me$nuntut 

Lalamove$ te$rlalu banyak. 

b) Me$nye$diakan Ke$pastian Hukum 

Untuk me$mbe$rikan ke$amanan hukum bagi se$mua pihak yang te$rlibat, Lalamove $ 

me$ne$tapkan batas tanggung jawab yang je$las, baik dalam hal jumlah ke$rugian te$rtinggi 

maupun kondisi di mana tanggung jawab be$rlaku. 

c) Me$ndorong Pe$ngguna untuk Me$nye$diakan Asuransi 

Pe$langgan layanan jasa Lalamove$ disarankan untuk me$lindungi ke$pe$ntingan me$re$ka 

se$pe$nuhnya de$ngan me$ngasuransikan barang kiriman me$re$ka jika ada pe$mbatasan tanggung 

jawab. Ini te$rutama be$rlaku untuk barang be$rnilai tinggi se$hingga barang yang me$re$ka kirim 

tidak ada rasa khawatir kare$na barang te$rse$but dilindungi dalam asuransi. 

d) Me$nghindari Pe$nyalahgunaan Layanan 

De$ngan batas tanggung jawab yang dite$ntukan, pe$langgan tidak dapat me$nggunakan 

layanan se$cara tidak wajar atau me$ncoba me$nuntut ke$rugian yang tidak se$suai de$ngan 

ke$te$ntuan, se$hingga tidak ada ke$se$we$nangan konsume$n dalam me$nuntut ke$rugian yang 

faktanya tidak dirugikan ole$h pihak Lalamove$. 

Ke$mudian Pe$nulis me$nganalisis le$bih dalam pada te$ks syarat ke$te$ntuan Lalamove$, bahwa 

te$rdapat didalamnya Pihak Lalamove$ dianggap tidak be$rtanggung jawab atas ke$rugian 

konsume$n jika tidak me$me$nuhi syarat dan ke$te$ntuan dalam klausulnya, Lalamove$ tidak 

be$rtanggung jawab  atas tindakan, ke$lalaian, atau ke$lalaian yang dilakukan ole$h Mitra 

Pe$nge$mudi. Dalam se$tiap ke$adaan, Mitra Pe$nge$mudi bukanlah karyawan, age$n, pe$rwakilan, 

atau pe$rsone$l dari Lalamove$.104  

Lalamove$ se$ndiri atau afiliasinya tidak me$miliki, me$mpe$ke$rjakan, atau me$nye$diakan 

layanan transportasi dan/atau logistik atau be$rfungsi se$bagai ope$rator transportasi, dan bahwa 

se$mua layanan transportasi atau logistik te$rse$but dise$diakan ole$h Mitra Pe$nge$mudi.  

PT. Lalamove$ tidak be$rtanggung jawab dan tidak akan dianggap be$rtanggung jawab atas: 

1) ke$rusakan / ke$rusakan/ pe$rubahan barang/ prope$rti dari ke$adaan aslinya kare$na ke$masan 

yang kurang me$madai; 

2) barang/prope$rti yang sudah rusak/cacat/be$rubah se$be$lum dimulainya pe$ngangkutan; 

3) kualitas layanan kare$na se$pe$nuhnya te$rgantung pada Mitra Pe$ngiriman, yang pada 

akhirnya me$nye$diakan Konsume$n layanan transportasi dan/atau logistik; 

4) se$tiap pe$me$sanan yang tidak dite$rima; 

5) ke$rusakan yang dise$babkan ole$h pe$nggunaan atau ke$tidakmampuan me$nggunakan 

Layanan, te$rmasuk ke$rusakan yang dise$babkan ole$h pe$nggunaan Layanan yang salah, 

ke$salahan pada nomor pusat panggilan, masalah jaringan, malware$, virus, atau 

ke$tidakbe$naran atau ke$le$ngkapan; 

6) ke$se$suaian me$dia komunikasi se$pe$rti ponse$l atau e$mail atau me$dia komunikasi lainnya. 

Konsume$n be$rtanggung jawab untuk se$ge$ra me$laporkan ke$salahan, jika ada, yang te$rjadi 

dalam informasi yang dikirimkan ke$pada Konsume$n me$nge$nai konfirmasi pe$me$sanan; 

7) se$gala ke$rugian langsung, tidak langsung, punitif, inside$ntal, khusus, atau konse$kue$nsial 

atau se$gala ke$rugian lainnya te$rmasuk ke$untungan dan ke$rugian, baik be$rdasarkan 

kontrak, de$lik, ke$lalaian, tanggung jawab ke$tat atau lainnya, bahkan jika Lalamove$ te$lah 

dibe$ritahu te$ntang ke$mungkinannya; dan 

 
104 Baca Syarat dan Ketentuan PT. Lalamove tentang Batasan Tanggung Jawab, 

https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition, diakses 27 Desember 2024, 09.20 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/terms-and-condition
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8) barang yang hilang se$lama Layanan, Lalamove$ akan be$rusaha me$ne$mukan barang 

te$rse$but de$ngan "upaya te$rbaik" namun tidak be$rtanggung jawab atas ke$hilangan atau 

ke$rusakan barang te$rse$but. 

9) Ke$cuali dalam hubungannya de$ngan Pe$ngguna Akun Korporat, tanpa me$mbatasi 

ke$te$ntuan di atas, se$jauh yang diizinkan ole$h Hukum yang Be$rlaku, dalam ke$adaan apa 

pun tanggung jawab agre$gat Lalamove$ yang timbul dari atau se$hubungan de$ngan 

ke$te$ntuan ini atau Layanan yang dibe$rikan di sini, baik be$rdasarkan kontrak, de$lik 

(te$rmasuk ke$lalaian, tanggung jawab produk, atau te$ori lainnya), jaminan, atau lainnya, 

tidak akan me$le$bihi jumlah tiga kali biaya pe$me$sanan atau IDR2.000.000 (mana yang 

le$bih re$ndah). 

Be$rdasarkan ke$te$ntuan diatas bahwa konsume$nlah be$rtanggung jawab atas ke$rusakan, 

ke$hilangan, atau masalah lainnya se$lama pe$ngiriman. Se$lain itu Lalamove$ hanya 

be$rtanggung jawab atas layanan pe$me$sanan dan pe$nje$mputan barang. Maka sangat pe$nting 

bagi konsume$n untuk dibaca se$be$lum me$nggunakan layanan Lalamove$ yang bisa diakse$s 

ole$h siapa dan kapanpun. Hal yang de$mikian akan me$mbantu konsume$n me$mahami hak 

dan ke$wajiban se$bagai pe$langgan, te$rle$bih aturan atau kontrak standar yang dibuatnya 

dalam klasula baku.  

Klasula baku yang dibuat se$cara se$pihak ole$h pihak Lalamove$ dalam suatu pe$rjanjian 

yang didalamnya te$rdapat ke$te$ntuan atau syarat-syarat yang te$lah dite$ntukan se$be$lumnya. 

Dalam klausula ini konsume$n tidak bisa be$rne$gosiasi, me$re$ka hanya me$miliki opsi untuk 

me$ne$rima atau me$nolak ke$se$luruhan kontrak. Klasula baku se$ring dise$but kontrak yang 

me$rugikan pihak lain, namun klasula ini be$rlaku se$lama aturan yang dibuatnya se$suai 

de$ngan undang-undang dan tidak me$langgar hukum.  

Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 yang te$lah me$ngatur agar klasula baku yang dibuat 

ole$h pihak pe$nye$dia layanan dalam konte$ks ini se$jalan. Se$bagaimana yang dimaksud pada 

Pasal 18 Te$ntang Ke$te$ntuan Pe$ncantuman Klausula Baku; 

1) Pe$laku usaha dalam me$nawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

dipe$rdagangkan dilarang me$mbuat atau me$ncantumkan klausula baku pada se$tiap 

dokume$n dan/atau pe$rjanjian apabila:  

a. me$nyatakan pe$ngalihan tanggung jawab pe$laku usaha;  

b. me$nyatakan bahwa pe$laku usaha be$rhak me$nolak pe$nye$rahan ke$mbali barang yang 

dibe$li konsume$n; 

c. me$nyatakan bahwa pe$laku usaha be$rhak me$nolak pe$nye$rahan ke$mbali uang yang 

dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibe$li ole$h konsume$n;  

d. me$nyatakan pe$mbe$rian kuasa dari konsume$n ke$pada pe$laku usaha baik se$cara 

langsung maupun tidak langsung untuk me$lakukan se$gala tindakan se$pihak yang 

be$rkaitan de$ngan barang yang dibe$li ole$h konsume$n se$cara angsuran;  

e. me$ngatur pe$rihal pe$mbuktian atas hilangnya ke$gunaan barang atau pe$manfaatan jasa 

yang dibe$li ole$h konsume$n;  

f. me$mbe$ri hak ke$pada pe$laku usaha untuk me$ngurangi manfaat jasa atau me$ngurangi 

harta ke$kayaan konsume$n yang me$njadi obye$k jual be$li jasa;  

g. me$nyatakan tunduknya konsume$n ke$pada pe$raturan yang be$rupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pe$ngubahan lanjutan yang dibuat se$pihak ole$h pe$laku 

usaha dalam masa konsume$n me$manfaatkan jasa yang dibe$linya;  

h. me$nyatakan bahwa konsume$n me$mbe$ri kuasa ke$pada pe$laku usaha untuk 

pe$mbe$banan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan te$rhadap barang yang 

dibe$li ole$h konsume$n se$cara angsuran.  

2) Pe$laku usaha dilarang me$ncantumkan klausula baku yang le$tak atau be$ntuknya sulit 

te$rlihat atau tidak dapat dibaca se$cara je$las, atau yang pe$ngungkapannya sulit 

dime$nge$rti.  
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3) Se$tiap klausula baku yang te$lah dite$tapkan ole$h pe$laku usaha pada dokume$n atau 

pe$rjanjian yang me$me$nuhi ke$te$ntuan se$bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dinyatakan batal de$mi hukum.  

4) Pe$laku usaha wajib me$nye$suaikan klausula baku yang be$rte$ntangan de$ngan Undang-

undang ini. 

 Ke$mudian jauh le$bih me$ndalam hasil te$muan pe$nulis bahwa klasula-klausula pe$mbatas 

tanggung jawab yang dibuat Lalamove$ ada be$be$rapa klausul yang dianggap me$langgar jika 

dibandingkan de$ngan UUPK Pasal 18 diantaranya; 

a. Klausul 3 yaitu “kualitas layanan kare$na se$pe$nuhnya te$rgantung pada Mitra 

Pe$ngiriman, yang pada akhirnya me$nye$diakan Konsume$n layanan transportasi dan/atau 

logistik”. Se$dangkan Pasal 18 me$larang pe$laku usaha me$le$paskan tanggung jawab atas 

layanan yang dise$diakan ole$h pihak yang be$ke$rja atas nama me$re$ka walaupun mitra 

drive$r statusnya inde$pe$nde$n dan bukanlah karyawan Lalamove$ te$tapi justru mitra 

drive$r masih dibawah pe$ngawasan Lalamove$ dan dianggap se$bagai tanggung 

jawabnya.  

b. Klausul 7 Lalamove$ me$nyatakan se$gala ke$rugian langsung, tidak langsung, punitif, 

inside$ntal, khusus, atau konse$kue$nsial atau se$gala ke$rugian lainnya te$rmasuk 

ke$untungan dan ke$rugian, baik be$rdasarkan kontrak, de$lik, ke$lalaian, tanggung jawab 

ke$tat atau lainnya, bahkan jika Lalamove$ te$lah dibe$ritahu te$ntang ke$mungkinannya; 

artinya pe$mbatasan tanggung jawab untuk ke$rugian tidak langsung, inside$ntal, atau 

konse$kue$nsial se$ring dite$rapkan dalam kontrak standar. Namun, jika pe$mbatasan ini 

me$ncakup ke$lalaian Lalamove$, maka bisa dianggap me$langgar Pasal 18 UUPK. 

c. Klausul 8 dalam batasan tanggung jawabnya Lalamove$ bahwa barang yang hilang 

se$lama Layanan, Lalamove$ akan be$rusaha me$ne$mukan barang te$rse$but de$ngan "upaya 

te$rbaik" namun tidak be$rtanggung jawab atas ke$hilangan atau ke$rusakan barang 

te$rse$but, hal ini dapat me$langgar Pasal 18, kare$na ini me$le$paskan tanggung jawab 

pe$laku usaha atas ke$lalaian me$re$ka se$ndiri. 

 

3.3.4 Ganti Rugi Layanan Jasa Lalamove$ Te$rhadap Konsume$n  

PT. Lalamove$ me$ne$gaskan dalam klausulnya bahwa pe$langgan dalam arti  individual 

maupun ke$lompok yang me$nggunakan aplikasi Lalamove$ se$bagai jasa layanan pe$ngiriman 

barang untuk se$bagai ke$butuhannya dianggap se$tuju atas risikonya se$ndiri dalam 

pe$ngiriman, ke$cuali jika Konsume$n ingin me$ngasuransikan barangnya se$ndiri, maka 

Konsume$n harus me$ngurus pe$rlindungan asuransi se$ndiri.105 

Se$lanjutnya pe$nulis me$nggali informasi le$bih dalam bahwa Pihak Lalamove$ akan te$tap 

me$ngganti biaya atas barang yang hilang, dicuri, rusak, atau hancur yang diangkut ole$h 

Pe$nge$mudi de$ngan batas maksimum hingga IDR2.000.0000 (untuk klie$n non-korporat dan 

klie$n korporat) atau hingga IDR7.600.0000 (untuk klie$n korporat yang me$miliki akun 

korporat de$ngan Lalamove$ pe$r pe$ngiriman, de$ngan syarat me$mbe$rikan bukti yang 

me$madai ke$pada ke$puasan Lalamove$ se$pe$rti kwitansi, faktur, dan foto barang yang rusak. 

Pe$nggantian akan ditransfe$r langsung ke$ dompe$t Lalamove$ Konsume$n. 

Se$mua klaim harus diajukan me$lalui formulir klaim yang dite$ntukan dalam waktu 7 

(tujuh) hari ke$rja se$te$lah ke$jadian. Klaim konsume$n akan dite$rima, ditolak, atau akan 

diminta untuk me$mbe$rikan informasi tambahan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga 

puluh) hari ke$rja se$te$lah klaim diajukan. Hal yang pe$rlu disiapkan ole$h konsume$n bagi 

yang me$rasa dirugikan atas haknya dan me$nye$rahkan dokume$n-dokume$n be$rikut (jika ada) 

be$rsama de$ngan formulir klaim: 

• Gambar atau bukti kiriman yang rusak 

 
105 Ibid. 
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• Faktur pe$mbe$lian yang dapat me$nunjukkan nilai kiriman yang rusak 

• Faktur pe$rbaikan atau pe$nggantian yang dapat me$nunjukkan biaya 

pe$rbaikan/pe$nggantian 

Adapun se$cara de$tailnya Lalamove$ me$mbe$rikan kompe$nsasi ke$pada pe$langgan atas 

ke$rugian langsung barang-barang yang hilang, dicuri, atau rusak se$lama pe$ngangkutan atau 

pe$ngiriman. Konsume$n akan me$ndapatkan kompe$nsasi de$ngan de$tail se$bagai be$rikut:106 

• Motor: Rp1.000.000 

• Mobil: Rp2.000.000 

• Van: Rp4.000.000 

• Pickup Bak: Rp6.000.000 

• Pickup Box: Rp6000.000 

• E$ngke$l Box: Rp6.000.000 

• E$ngke$l Bak: Rp6.000.000 

• CDD Bak: Rp6.000.000 

• CDD Bak: Rp6.000.000 

• Fuso Bak: Rp6.000.000 

• Fuso Box: Rp6.000.000 

Ke$mudian pe$nulis me$lakukan analisa te$ks te$ntang pihak Lalamove$ jika sudah 

me$mbe$rikan kompe$nsasi ganti rugi ke$pada konsume$n de$ngan nilai yang te$lah dite$tapkan 

dalam klausulnya, ini me$njadi pe$mbatas bagi konsume$n untuk me$ndapatkan kompe$nsasi 

ganti rugi dari barang yang hilang de$ngan nilai yang se$suai de$ngan barang miliknya. Pihak 

Lalamove$ juga me$nyatakan bahwa te$rle$pas dari yang dise$but di atas, pada saat kompe$nsasi 

dibe$rikan ke$pada konsume$n ole$h Lalamove$ dalam pe$njaminan ini, konsume$n me$nye$tujui 

untuk me$le$paskan, me$ngabaikan dan se$lamanya me$le$paskan Lalamove$ dari klaim yang 

be$rhubungan de$ngan hal-hal yang te$rkait de$ngan kompe$nsasi te$rse$but.  

Dalam me$nyatakan bahwa me$mbe$baskan pihak Lalamove$ dari tanggung jawab ini 

dasarnya adalah me$langgar hukum yang se$suai pada pasal 18 UUPK ayat 1 Pe$laku usaha 

dalam me$nawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk dipe$rdagangkan dilarang 

me$mbuat atau me$ncantumkan klausula baku pada se$tiap dokume$n dan/atau pe$rjanjian 

apabila: a. me$nyatakan pe$ngalihan tanggung jawab pe$laku usaha;.  

Namun pe$rlu dike$tahui klausula baku yang me$nyatakan pe$ngalihan tanggung jawab 

banyak dikate$gorikan se$hingga tidaknya me$langgar hukum pada pasal 18 UUPK. Dalam 

poin ini ke$te$ntuan Lalamove$ sudah se$suai de$ngan hukum yang be$rlaku dan me$nyatakan 

bahwa pihak Lalamove$ sudah me$ndorong agar konsume$n yang he$ndak me$ngirimkan 

barang be$rnilai tinggi untuk disarankan me$nggunakan asuransi tambahan dari pihak ke$tiga, 

kare$na Lalamove$ tidak me$nye$diakan asuransi me$lainkan pe$njaminan pe$rlindungan barang 

de$ngan me$mbe$rikan ganti rugi se$suai de$ngan ke$te$ntuan yang dibuatnya.  

Pe$rnyataan diatas dorongan pihak Lalamove$ ke$pada konsume$n untuk me$nggunakan 

asuransi tambahan yang dimaksudkan untuk me$mbe$rikan konsume$n pilihan pe$rlindungan 

tambahan atas barang yang dikirimkan. Jika konsume$n me$nggunakan dari pihak ke$tiga 

dalam konte$ks ini adalah asuransi ada be$be$rapa hal yang me$ncangkup dari asuransi itu 

te$rse$ndiri, se$bagai be$rikut; 

1. Opsional: Ini biasanya be$rguna untuk pe$ngiriman barang be$rharga tinggi, se$pe$rti 

pe$rhiasan, barang me$wah atau se$je$nisnya yang nantinya Konsume$n dibe$rikan 

ke$be$basan untuk me$mutuskan apakah me$re$ka ingin me$nambahkan asuransi pihak 

ke$tiga 

 
106 Baca website Lalamove tentang Penjaminan Perlindungan Barang 

https://www.lalamove.com/id/goods-protection-promises/, diakses pada 27 Desember 2024, pukul 20.56 WIB. 

https://www.lalamove.com/id/goods-protection-promises/
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2. Ke$amanan Tambahan: asuransi pihak ke$tiga, konsume$n dapat me$mpe$role$h cakupan 

le$bih be$sar se$suai de$ngan ke$butuhan me$re$ka, be$rbe$da de$ngan Lalamove$ yang sudah 

me$miliki pe$rlindungan dasar te$rhadap ke$hilangan atau ke$rusakan barang, te$tapi nilai 

pe$rtanggungannya mungkin te$rbatas yang se$suai dalam ke$te$ntuan yang dibuatnya. 

3. Pihak Ke$tiga Te$rkait: Konsume$n diharapkan me$mbaca syarat dan ke$te$ntuan dari 

pe$nye$dia asuransi te$rse$but, kare$na Asuransi pihak ke$tiga dalam pe$mbahasan ini 

me$rupakan layanan e$kste$rnal yang dire$kome$ndasikan ole$h Lalamove$ te$tapi tidak 

diope$rasikan langsung ole$h pe$rusahaan.  

4. Tanggung Jawab Konsume$n: Lalamove$ hanya be$rtindak se$bagai pe$rantara informasi, 

se$le$bih dan se$lanjutnya de$ngan konsume$n me$nggunakan asuransi pihak ke$tiga, 

konsume$n se$cara langsung be$rhubungan de$ngan pe$nye$dia asuransi te$rkait klaim.  

Pe$rnyataan ini te$rte$ra pada syarat dan ke$te$ntuan layanan Lalamove$, dan konsume$n 

diwajibkan me$mbaca de$ngan se$ksama untuk me$mahami batasan tanggung jawab dan 

manfaat dari asuransi yang ditawarkan. Syarat dan ke$te$ntuan sudah diatur ole$h 

Lalamove$ artinya pihak Lalamove$ tidak se$pe$nuhnya be$rtanggung jawab atas 

ke$hilangan barang milik konsume$n, me$lainkan pihak Lalamove$ me$mbe$rikan tanggung 

jawab kompe$nsasi pada se$suai de$ngan ke$te$ntuan-ke$te$ntuan dalam klausulnya.  

Hal ini se$laras de$ngan Ke$wajiban Pe$laku Usaha untuk Me$mbe$rikan Informasi yang 

Je$las pada Pasal 7 UUPK Pihak Lalamove$ sudah me$mbe$rikan informasi yang be$nar, 

je$las, dan jujur me$nge$nai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan 

Lalamove$ juga me$nyarankan adanya asuransi tambahan, hal ini dianggap me$me$nuhi 

ke$wajiban me$mbe$rikan informasi te$rkait batas tanggung jawab me$re$ka dan opsi 

pe$rlindungan tambahan me$lalui pihak ke$tiga. 

 

3.3.5 Alte$rnatif Pe$nye$le$saian Sangke$ta pada Layanan Jasa Lalamove$ 

Se$buah se$ngke$ta te$rjadi ke$tika dua pihak tidak se$tuju te$ntang hal te$rte$ntu. Satu pihak 

pe$rcaya bahwa haknya dirugikan ole$h pihak yang lain, se$dangkan pihak yang lain tidak 

pe$rcaya de$mikian. Se$ngke$ta konsume$n antara konsume$n dan pe$laku usaha, baik publik 

maupun privat, me$nge$nai produk, barang, dan jasa te$rte$ntu.107  

Alte$rnatif pe$nye$le$saian se$ngke$ta adalah suatu be$ntuk pe$nye$le$saian se$ngke$ta diluar 

pe$ngadilan be$rdasarkan kata se$pakat (konse$nsus) yang dilakukan ole$h para pihak yang 

be$rse$ngke$ta baik tanpa ataupun de$ngan bantuan para pihak ke$tuga yang ne$tral. Me$nurut 

Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 te$ntang Arbitrase$ dan Alte$rnatif Pe$nye$le$saian 

Se$ngke$ta, pada pasal 1 angka 10, alte$rnatif pe$nye$le$saian se$ngke$ta adalah le$mbaga 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta atau be$da pe$ndapat me$lalui prose$dur yang dise$pakati para pihak, 

yakni pe$nye$le$saian diluar pe$ngadilan de$ngan cara konsultasi, ne$gosiasi, me$diasi, konsiliasi, 

atau pe$nilaian ahli. 

1) Konsultasi 

Konsultasi me$rupakan suatu tindakan yang be$rsifat pe$rsonal antara suatu pihak te$rte$ntu, 

yang dise$but de$ngan klie$n de$ngan pihak lain yang me$rupakan pihak konsultan, yang 

me$mbe$rikan pe$ndapatnya ke$pada klie$n te$rse$but untuk me$me$nuhi ke$pe$rluan dan ke$butuhan 

klie$nnya te$rse$but. Pe$ran dari konsultan dalam pe$nye$le$saian se$ngke$ta tidaklah dominan, 

konsultan hanya me$mbe$rikan pe$ndapat (hukum), se$bagaimana yang diminta ole$h klie$nnya, 

yang untuk se$lanjutnya ke$putusan me$nge$nai pe$nye$le$saian se$ngke$ta te$rse$but akan diambil 

se$ndiri ole$h para pihak, me$skipun adakalanya pihak konsultan dibe$ri ke$se$mpatan untuk 

 
107 Nasution, A. Z. (1995). Konsumen dan hukum: tinjauan sosial ekonomi dan hukum perlindungan 

konsumen Indonesia. 
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me$rumuskan be$ntuk-be$ntuk pe$nye$le$saian se$ngke$ta yang dike$he$ndaki ole$h para pihak yang 

be$rse$ngke$ta te$rse$but. 

De$ngan adanya pe$rke$mbangan zaman, konsultasi dapat dilakukan de$ngan se$cara 

langsung maupun de$ngan me$nggunakan te$knologi komunikasi yang te$lah ada. Konsultasi 

dapat dilakukan de$ngan cara klie$n me$ngajukan se$jumlah pe$rtanyaan ke$pada konsultan. 

Hasil konsultasi be$rupa saran yang tidak me$ngikat se$cara hukum, artinya saran te$rse$but 

dapat digunakan atau tidak ole$h klie$n, te$rgantung ke$pe$ntingan masing-masing pihak.   

2) Ne$gosiasi  

Ne$gosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta untuk me$ndiksusikan 

pe$nye$le$saiannya tanpa ke$te$rlibatan pihak ke$tiga. Me$nurut KBBI (Kamus Be$sar Bahasa 

Indone$sia), ne$gosiasi diartikan se$bagai pe$nye$le$saian se$ngke$ta se$cara damai me$lalui 

pe$rundingan antara pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta. 

Me$lalui ne$gosiasi para pihak yang be$rse$ngke$ta dapat me$lakukan suatu prose$s 

pe$njajakan ke$mbali akan hak dan ke$wajiban para pihak yang be$rse$ngke$ta de$ngan suatu 

situasi yang sama-sama me$nguntungkan, de$ngan me$le$paskan atau me$mbe$rikan 

ke$longgaran atas hak-hak te$rte$ntu be$rdasarkan pada asas timbal balik. Ke$se$pakatan yang 

te$lah dicapai ke$mudian dituangkan se$cara te$rtulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan 

ole$h para pihak. 

Namun prose$s ne$gosiasi dalam pe$nye$le$saian se$ngke$ta te$rdapat be$be$rapa ke$le$mahan. 

Yang pe$rtama ialah ke$tika ke$dudukan para pihak yang tidak se$imbang. Pihak yang kuat 

akan me$ne$kan pihak yang le$mah. Yang ke$dua ialah prose$s be$rlangsungnya ne$gosiasi acap 

kali lambat dan bisa me$makan waktu yang lama. Yang ke$tiga ialah ke$tika suatu pihak 

te$rlalu ke$ras de$ngan pe$ndiriannya. 

3) Me$diasi  

Me$diasi adalah inte$rve$nsi te$rhadap suatu se$ngke$ta ole$h pihak ke$tiga (me$diator) yang 

dapat dite$rima, tidak be$rpihak dan ne$tral se$rta me$mbantu para pihak yang be$rse$lisih 

me$ncapai ke$se$pakatan se$cara sukare$la te$rhadap pe$rmasalahan yang dise$ngke$takan. 

Me$nurut Rachmadi Usman, me$diasi adalah cara pe$nye$le$saian se$ngke$ta diluar pe$ngadilan 

me$lalui pe$rundingan yang me$libatkan pihak ke$tiga (me$diator) yang be$rsikap ne$tral dan 

tidak be$rpihak ke$pada pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta se$rta dite$rima ke$hadirannya ole$h 

pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta. 

Me$diator be$rtindak se$bagai fasilitator. Hal ini me$nunjukkan bahwa tugas me$diator 

hanya me$mbantu para pihak yang be$rse$ngke$ta dalam me$nye$le$saikan masalah dan tidak 

me$mpunyai ke$we$nangan untuk me$ngambil ke$putusan. Me$diator be$rke$dudukan me$mbantu 

para pihak agar dapat me$ncapai ke$se$pakatan yang hanya dapat diputuskan ole$h para pihak 

yang be$rse$ngke$ta. Me$diator tidak me$miliki ke$we$nangan untuk me$maksa, te$tapi 

be$rke$wajiban untuk me$mpe$rte$mukan para pihak yang be$rse$ngke$ta. Me$diator harus mampu 

me$nciptakan kondisi yang kondusif yang dapat me$njamin te$rciptanya kompromi diantara 

pihak-pihak yang be$rse$ngke$ta untuk me$mpe$role$h hasil yang saling me$nguntungkan. 

4) Konsiliasi 

Pe$nye$le$saian me$lalui konsiliasi dilakukan me$lalui se$orang atau be$be$rapa orang atau 

badan (komisi konsiliasi) se$bagai pe$ne$gah yang dise$but konsiliator de$ngan 

me$mpe$rte$mukan atau me$mbe$ri fasilitas ke$pada pihak-pihak yang be$rse$lisih untuk 

me$nye$le$saikan pe$rse$lisihannya se$cara damai. Konsiliator ikut se$rta se$cara aktif 

me$mbe$rikan solusi te$rhadap masalah yang dipe$rse$lisihkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  

Be$rdasarkan pe$nje$lasan diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

4.1.1 Pe$rlindungan hukum te$rhadap konsume$n yang me$ngalami ke$rugian atas hilangnya 

barang de$ngan Mitra Drive$r Lalamove$ diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Te$ntang Pe$rlindungan Konsume$n, se$hingga imple$me$ntasinya antara lain : 1) 

Asas manfaat yang me$ngatakan bahwa se$gala upaya untuk me$lindungi konsume$n 

harus dilakukan de$ngan cara yang paling me$nguntungkan bagi konsume$n dan 

pe$laku usaha se$cara umum, 2) Asas Ke$adilan de$ngan me$mbe$rikan ke$se$mpatan 

ke$pada konsume$n dan pe$laku usaha untuk me$mpe$role$h haknya dan me$me$nuhi 

ke$wajibannya se$cara adil, asas ke$adilan be$rtujuan untuk me$maksimalkan partisipasi 

se$luruh rakyat, 3) Asas Ke$se$imbangan untuk me$njaga ke$se$imbangan antara 

ke$pe$ntingan mate$ril dan spiritual konsume$n, pe$laku usaha, dan pe$me$rintah, asas 

ke$se$imbangan diciptakan, 4) Asas Ke$amanan dan Ke$se$lamatan Konsume$n basis 

ke$amanan dan ke$se$lamatan konsume$n be$rtujuan untuk me$njamin bahwa pe$langgan 

akan aman dan se$lamat saat me$nggunakan, me$nggunakan, dan me$nggunakan 

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5) Asas Ke$pastian Hukum 

be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa baik pe$laku usaha maupun orang lain me$matuhi 

hukum dan me$ndapatkan siste$m pe$rlindungan konsume$n dan pe$rlindungan hukum 

nasional. 

4.1.2 Be$ntuk pe$rtanggung jawaban pihak Lalamove$ akan te$tap me$ngganti biaya atas 

barang yang hilang, dicuri, rusak, atau hancur yang diangkut ole$h Pe$nge$mudi 

de$ngan batas maksimum hingga IDR2.000.0000 (untuk klie$n non-korporat dan 

klie$n korporat) atau hingga IDR7.600.0000 (untuk klie$n korporat yang me$miliki 

akun korporat de$ngan Lalamove$) pe$r pe$ngiriman, de$ngan syarat  me$mbe$rikan bukti 

yang me$madai ke$pada ke$puasan Lalamove$ se$pe$rti kwitansi, faktur, dan foto barang 

yang rusak. Pe$nggantian akan ditransfe$r langsung ke$ dompe$t Lalamove$ Konsume$n. 

Se$tiap klaim harus diajukan dalam waktu 24 jam se$te$lah pe$ngiriman se$le$sai 

dilakukan, jika tidak Lalamove$ tidak akan be$rtanggung jawab sama se$kali. 

Konsume$n harus me$ngajukan se$mua klaim me$lalui obrolan langsung de$ngan tim 

layanan pe$langgan kami de$ngan me$nye$diakan bukti dan bukti nilai barang yang 

re$le$van be$se$rta foto-foto. Tim layanan pe$langgan kami akan me$mbe$ri re$spons 

dalam waktu 7 hari ke$rja. 

Adapun se$cara de$tailnya Lalamove$ me$mbe$rikan kompe$nsasi ke$pada pe$langgan atas 

ke$rugian langsung barang-barang yang hilang, dicuri, atau rusak se$lama 

pe$ngangkutan atau pe$ngiriman. Konsume$n akan me$ndapatkan kompe$nsasi de$ngan 

de$tail se$bagai be$rikut: 

• Motor: Rp1.000.000 

• Mobil: Rp2.000.000 

• Van: Rp4.000.000 

• Pickup Bak: Rp6.000.000 

• Pickup Box: Rp6000.000 

• E$ngke$l Box: Rp6.000.000 

• E$ngke$l Bak: Rp6.000.000 

• CDD Bak: Rp6.000.000 

• CDD Bak: Rp6.000.000 

• Fuso Bak: Rp6.000.000 

• Fuso Box: Rp6.000.000 
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4.2 Saran 

4.2.1 Bagi konsume$n harus le$bih te$liti lagi de$ngan me$me$san jasa pe$ngirimian barang 

de$ngan sangat e$kstra untuk me$lindungi atas ke$manan barangnya, maka konsume$n 

wajib me$mve$rifikasi informasi te$ntang drive$r dise$tiap pe$sanannya, diantaranya 

de$ngan me$lihat foto profile$ akun drive$r yang se$suai atau tidak de$ngan wajah 

aslinya, konsume$n be$rhak me$ndokume$ntasikan wajah drive$r tanpa ada pe$nutup 

se$pe$rti he$lm, maske$r dan lain se$bagainya yang me$nutup wajah aslinya se$be$lum 

me$mbawa pe$sanan, konsume$n me$mve$rifikasi de$ngan plat nomor ke$ndaraan akun 

apakah sudah se$suai. Jika hal te$rse$but sudah diupayakan dan sudah valid atas 

informasi yang didapat maka konsume$n me$mpunyai jaminan ide$ntitas drive$r jika 

se$waktu-waktu te$rjadinya wanpre$stasi. 

Me$mve$rifkasi informasi drive$r sangatlah pe$nting bahkan wajib dilakukan ole$h 

konsume$n bahkan jika konsume$n tidak me$ngupayakan hal te$rse$but justru akan 

me$njadi suatu dari ke$lalaian konsume$n. Kare$na se$suai de$ngan pe$nulis dari hasil 

pe$ne$litian de$ngan wawancara drive$r Lalamove$ bahwa akun joki atau akun palsu 

bisa dikatakan akun jual be$li drive$r Lalamove$ saat ini masih ada dan digunakan 

ole$h para oknum de$mi me$ndapatkan ke$untungan atas pe$ncurian barang, para oknum 

me$ndapati akun drive$r de$ngan me$mbe$li akun yang dijual ole$h drive$r yang sudah 

te$rve$rifikasi ole$h Lalamove$. Transaksi jual be$li akun sangatlah tindakan yang 

me$langgar aturan Lalamove$ bahkan se$kaligus me$langgar hukum. 

 

4.2.2 Bagi pe$laku usaha de$ngan de$mi fitur ke$amanan bagi pe$ngguna pihak Lalamove $ 

harus me$nambahkan fitur ve$rifikasi wajah se$be$lum mitra drive$r me$mulai 

orde$rannya kare$na hal ini dapat me$nce$gah pe$luang bagi oknum-oknum yang dapat 

me$rugikah para pihak baik konsume$n maupun pe$laku usaha, agar tidak dapat te$rjadi 

lagi bagi konsume$n-konsume$n yang dirugikan. 
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1. Bagaimana syarat me$ndaftar me$njadi mitra Drive$r Lalamove$? 

2. Bagaimana prose$dur pe$ngiriman barang yang dilakukan Drive$r Lalamove$? 

3. Apa batasan tanggung jawab Drive$r Lalamove$ dalam pe$ngantaran barang? 

4. Apa alasan ke$mungkinan oknum Drive$r Lalamove$ bisa me$mbawa kabur barang milik 

konsume$n? 

5. Bagaimana konsume$n bisa me$njaga barangnya jika hal de$mikian pe$rnah te$rjadi? 

6. Apa sanksi yang dibe$rikan ole$h pe$laku usaha te$rhadap mitra Drive$r Lalamove$ jika 

me$lakukan wanpre$stasi? 
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